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Tesis ini membahas mengenai kedudukan prioritas pelunasan utang pajak dari utang 
debitor lainnya dalam hal Debitor Pailit. Kedudukan utang pajak menurut Undang­
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalab mempunyai hak 
mendabulu dalam pelunasannya dibandingkan dengan segala utang-utang lainnya. 
Penelitian hukum ini dilakukan terhadap ketentuan paraturan perundengan di bidang 
perpajakan, kupailitan, penagiinm dan penyitaan pajak, serta terhadap putusan 
pengadilan, haik pada tingkat Pengadilan Nrnga maupun Mahkumab Agung. Adanya 
norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tabun 1983 Sebagaimana Terakhir Dirubab 
dengan Undang-Undang Nomor 28 TallUn 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan mengenai hak mendabulu utang pajak dan ketentuan larangan bagi 
Kurator untuk membagi bartu wajib pejak (dalam peilit) kepada kreditor lain sebelum 
utang pajak lunas, telab mengeliminir hak-bak yang dimiliki oleh Kreditor lainnya, 
termasuk Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dan hak buruh dan hak prereren 
lainnya_ Kepastian hukum yang dimiliki olab Kreditor Separatis dan Preferen telab 
diterobos o!ab adanya hak mendabulu untuk utang pajak dalam hal teljadi kcpailitan. 
Baik Kreditor pemegang hak jaminan kehendaan, pakelja dan biaya kepailitan dan 
imbalan jasa Kurator telab dinyatakan pula sebagai hak mendabulu secara tidak jelas 
olab peraturan perundangan sektoralnya, yaitu pada Undang-Undang 
Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang 
Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Permasalaban kedua, 
mengenai penyelesaian utang pajak dalam kepailitan, dari hasH penelitian 
diketemukan permasalaban dalam adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian 
utang pajak, dimana hakim mempunyai pendapat berbeda. Untuk memecahkan 
pennasalahan mengenai urutan prioritas Kreditor dalam kepailitan dan cara 
penyelesaian utang pajak adalah dengan mengatur urutan prioritas Kreditor secara 
eksplisit dalam Undang-Undang Kepailitan dan melakukan sinkronisasi peraturan di 
bidang perpajakan, ketenagakeljaan, hakjaminan dengan Undang-Undang Kepailitan 
danPKPU. 

Kata kunci: 
Utang pajak, kreditor, kepailitan 
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This thesis discusses the position of priority on the satisfaction of the tax debts with 
other debt of Debit<>r in Bankruptcy. The position of the tax debt in Act of General 
Conditions of Taxation is that the tax debt have the right to priority compared with all 
other debts. Legal research is done on the act in the field of taxation, bankruptcy, tax 
biUing, and the decision of the court, either at the Commerce Court and the Supreme 
Court. There is a norm in the Law Number 6 Year 1983 As Last changed with Law 
Number 28 Year 2007 on General Condition on Taxation, right of tax debts to 
priority and the prohibition for Curator to share property ofDebitor to other creditors 
before the tax debt in fullfill, has eliminate other creditors right, including secured 
creditors with rights of collateral, and labor rights and other prefereed rights. Legal 
certainty that the other preferred and secured creditors has been ruled out by the 
priority rights of tax debt in case of bankruptcy. Secured creditor and wage labor and 
cost of bankruptcy and recompense for Curator has also declared have the priority 
right by each their act, which is the Employment Act and the Bankruptcy Act and 
PKPU, Act of Assurance and Indemnity. Second problem, concerning the settlement 
of tax debts in bankruptcy, the results of research found problems in the legal 
uncertainties in the settlement of tax debts, which the judges have a different opinion. 
To solve the problems on a priority right of creditors in bankruptcy and tax debt 
settlement is to set the priority position of each creditors explicitly in the Bankruptcy 
Act and synchronize regulations in the field of taxation, employment. secure rights 
with the Bankruptcy Act and PKPU. 

Keywords: 
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BABI 

PENDARULUAN 

1~ Latar Belakang Permasalaban 

Dalam melakukan suatu kegiatan usaha, suatu perusahaan1 tidak terlepas 

dari kegiatan ekonomi yang didalamnya terdapat utang piutang. Proses penagihan 

utang piutang dapat dilakukan melalui berbagai cam yang diantaranya dapat 

diawali dengan memberikan somasi dan mengajukan gugatan, dan dapat juga 

dengan eksekusi jaminanl baik melalui pengadilan umum a tau meJalui kepallitan. 

Kepailitan sebagai salah satu cora penyelesaian utang piutang dupst dilihat 

melalui dua sudut pandang yaitu dari sudut pandang kreditor maupun debitor. 

Dilihat dari sudut pandang kreditor2, kepailitan terhadup suatu debitor 

merupakan salah satu cam penagihan utang, sedangkan dari sudut pandang 

debitor', kepailitan dapat menjadi sarana penyelesaian utang dengan pennohonan 

pailit socara sukarela 4. 

1 Menurut Pasal 1 huruf b Undang~Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Perusahaan adalah setiap 
bentuk usaha yang mcnjaiankan setiap jenis usaha yang bernifat tetap dan terus roenerus dan yang 
didirikan bekerja serta betkedudukan dalam wilayab negam Republik Indonesia, uotuk tujunn 
meroperoleh keuntungan dan atau laba. 

2 Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Thhun 2004 tentmg Kepailltan dan 
Penundaan Pembayanm Utang. Lembaran Negnra Republik Indonesia iahun 2004 NOmor 131. bahwa 
yang dlmaksud k:reditor adalah orang yang mempunyai piutang karena petjanjian aiau undang-wtdang 
yang dapat ditagih di muka penpdilan. 

3 Menurut Pasal l Angkn 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tenfllng Kepa!litan da.n 
Penundaan Pembayaran Utang. Ibid. Debitor ada1ab orang yang mempunya.i utang karena petjnnjian 
ata\1 undang-undangyang pelunasannya dapat d!tagib di ml.lka pengadilan. 

~ Lihat Pasal 1 ayat (1) UndangwUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepaililan dan 
Penundaan Pertibayaran Utang, Ibid. Menurut Munir Fuady dalam bukunya Hufwm Pailit dalarn Teori 
dan PrakJ.ek, Citrn Adiya Bhakti, Ban dung, 20051 hlm. 2 ... "Ban yak debit or baik yang nakal maupun 
jujur yang was~was untuk dipailitkan. Jadi temynta mission dari hukwn kebangkrutan dari salah saw 

I Universitas Indonesia 
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Pailit atas debitor dapat diajukan permohonannya ke Pengadilan Niaga 

oleh pihak kreditor dengan memenuhi syarat pailit sebagaimana terdapat dalam 

Pasal 2 ayat (I) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK), yaitu debitor 

mernpunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu 

utang yang telahjatub waktu dan dapatditagih5
• 

Ketika Debitor dinyatakan pailit, baik atas permohonan kreditor maupun 

!<arena pennobonan pailit secara sukarela oleh Debitor, dalam penyelesaiannya 

akan melibatkl!n banyak pihak, yaitu buruh, kreditor, rnuneulnya !curator dan 

hakim pengawas dan juga negara, dalarn hal utang pajak. Pihak kreditor dalam 

kepailitan dapat digolongkan menjadi beherapa kelompok, yaitu kreditor 

separatis. kred.itor preferen yang bulwl separatis dan kreditor konkuren6• 

Dalam hubungannya dengan piutang kreditor, kedudukan dari masing­

masing kreditor terhedap haria debitor secara hukum pada prinsipnya smna, 

dengan beberapa pengecualisn. Prinsip kesarnaan kedudukan kreditor tersebut 

tersimpul dalam asasparitas creditorum yang tercermin dalam Pasalll31 dan 

Pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala 

kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang 

sudah ada maupun yang bam akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan 

untuk segala perikatan perseorangan. 

upaya hukum yang biasa sebagai sarana pena.gihan hutang ternyata telah berubah menjadi monster 
yang seolah"'()l.ah siap mengisap darah debitor"'. 

s Sesuai dengan Pasal 2 Undaog-Undang Nomor 37 Ttahun 2004 tentang Kepaililan dan 
Penundaan Pembayaran Utang. maka pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan ada1ah 
Kredilor, Del>ltor. K~aksaan untuk kepentingan umurn, Bank Indonesia dalam hal Deebitomya adalah 
Bank, Badan Fengawas Fasar Modal, d:tlam bat Pebitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Erek., 
l..embaga Klirlng dan Penjaminan, Lcmbaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Menteri Keuangan daiam 
hal kredilomya adalah Perusa.haan Asuransi, P¢rusahaan Reasuraosi. Dana Pensiun. atau Badan Usaha 
Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.. 

4 Munir Fuady, Perscroan Terb<U<l$; Par<Uiigrmz &zru, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2003, him. 2!6. 
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Selanjutnya dalam Pasal 1!32 KUH Perdata dinyatakan bahwa 

kebendaan tersebut menjadi jamioan bersama-sama bagi semua orang yang 

mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi 

menurut keselmbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, 

kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk 

didahulukan. 

Berdasarkan Pasal 1132 KUH Perdata bahwa ..., lreseirnbangan dalam 

pelunasan piutang kreditor tersebut dikecualikan untuk para kreditor yang 

terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Sesuai kelentuan Pasal 1132 

KUH Perdata, bahwa aalah satu pengecualian yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan atas asas paritas creditorum adalah terhadap kreditor 

separatis 1 dan preferen 8 , yakni kreditor yang mempunyai kedudukan terpisah 

dalam boedel pailit.9 Berdasarkan Pasal 1133 KUH Perdata, pengeeualian tersebut 

terbit dari hak istirnewa (privilege), gadai dan hipotik. Dalam Pasal 1134 KUH 

Perdata lebih lanjut dirnuat ketentuan bahwa Gadai dan Hipotik mempunyai 

kedudukan lebih tinggi untuk didahulukan daripada Hak Istimewa, keeuali dalarn 

hal-hal dimana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya. 

Dengan demikian maka Kreditor pernegang Hak Jaminan barns 

didahulukan daripada Kraditor pemegang Hak lstimewa. Narnun Pasal 1134 KUH 

Per data memberikan pengeeualian untuk Hak Istimewa (privilege) yang oleh 

undang-undang harus didahulukan daripada Hak Gadai dan Hipotek termasuk 

1 Prof. Sutan Rem.y Sjabdeini menggunakan istilah Kreditor Preferen (secured credllors) 
untuk menyebut k:reditot yang didahulukan dati Kreditor lainnya (Kreditor Konkuren), terdapat dalam 
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepaililan (Memahami Faillissementverordening Juncto Undang~ 
Undang Nomor 4 Tahun. 1998), Pustaka ULllma Grafili, Jakarta. 2002, hlm. 9. Sedangkan Munir Fuady 
, Op.cit, mendefinisikan kreditor separatis sebagai kreditor dengan jaminan hutang., yang dapat 
dieksekusi dengan atau ta.npa bantuan pengadilan. 

8 Munir Fue.dy, Ibid, Munir Fuady membedakan kreditor menjadi k:reditor separatis, krcditor 
prelerens bukan sepamtis dan kreditor konkuren. Kreditor pemegang tagihan pajak-dikategorikan 
sebagai Kreditor Preferen. 

9 MunirFuady, Op.cit, blm. 224 .. 
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Hak Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana 

Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

(selanjutnya disebut UU KUP) yang menetapkan kedudukan negara sebagai 

kreditor preferen yang mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik 

penanggung pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya 10 

Ketika hubungan utang Debitor merupakan hubungan utang pajak dengan 

negara, maka penyelesaian utang pajak berdasarkan ketentuan dalam KUH 

Perdata dan UU KUP bersifat mendahului penyelesaian utang kreditor lainnya. 

Maka berdasarkan ketentuan dimaksud, setelah Utang Pajak dilunasi barulah 

diselesaikan pembayaran kepada Kreditor lainnya 

Proses kepailitan tunduk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Dalam 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur secam eksplsit mengenai 

kedudukan negara sebagai Krediur Preferen. Mahkamah Agung dalam 

Yurisprudensi Nomor 018 PK/N/1999 memberikan pertimbangan hukum sebagai 

berikut: 

"Bahwa Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak Bumi 
dan Bangunan, tidak /ermasuk dalam /creditor dalam ruang lingkup pailil, 
bentuk utang pajak adalah tagihan yang Tahir dalam Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1994, Keten/uan Umum Perpajakan). Berdasar undang­
undang tersebut, memberi kewenangan khusus Pejabat Pajak melakukan 
eksekusi langsung terhadap utang pajak diluar campur Iangan 
kewenangan Pengadilan. Dengan demikian /erhadap lagihan utang pajak 
harus diterapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1998, yakni menempatkan pe11J1elesaian penagihan utang pajak 
berada diluar jalur proses pailit, karena punya kedudukan hak istimewa 
penyelesaiannya. " 

10 Hak mendahulu dalam piutang pajak juga ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa., Gunawan Widjaja, Tanggung 
Jawab Direksi alas Kepailitan Perseroan, Raja Grnfindo Persada, Jakarta, 2004, him. 110. Lihat juga 
R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Dmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, 1998, him. 198-
201. 
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Dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1134 KUH Perdata dan Pasal 

21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajaka:n, hak negara atas tagihan utang pajak rnerupakan hak lstimewa 

yang dikecualikan atas dasar undang-undang untuk mendapatkan kedudukan lebih 

tinggi daripada hak jarninan, yang terdiri dari gadai, hipotik atau fidusia, dan hak 

tanggungan .. 

Dengan adanya sifat hak istimewa untuk mendahulu untuk pelunasan 

utang pajak daripada hak jarninan berarti telah menghilangkan sifat preferen dari 

kreditor pemegang hak jaminan. dimana preferen atau sifat didahulukan 

merupakan eiri pokok dari hakjaminan. 

Kedudukan preferen hak jaminan menempatkan kreditor pemegang hak 

jaminan tidak teipengaruh oleh kepailitan, yang berarti kreditor tersebut dapat 

rnelaksanakan haknya seolah-<>lah tidak terjedi kapailitan. 

Hanya dari kedua jenis utang kreditor yaitu utang pajak dan utang dengan 

hak jaminan saja telah menimbulkan kerancuan daiam ketentuan mana yang 

mendahulu. Dalarn KUH Perdata jelas mendukung utang pajak, apalagi undang­

undang perpajakan yang sernakin menegankan hak mendahulu utang pajak dengan 

edanya larangan bagi kurator untuk membagi harta Debitor Pailit kepada kreditor 

lain sebelum utang pajaknya lunas. 

Selain berhadapan dengan hakjaminan, dalarn kepailitan utang pajak akan 

"berebut" pelunasan dengan pemegang hak preferen lainnya, yaitu upah pekerja 

atau buruh dan bia.ya kepaiHtan dan imbalanjasa kurator. 

Aturan-aturan dalam kepailitan belwn jelas mengatur mengenai posisi 

utang upah pekerja atau bureb yang perusahaannya dinyatakan pailit Buruh pada 

prinsipnya herhak alas innbalan dari pekerjaan yang telah mereka kerjakan. 

Tagiban upah buruh oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dinyatakan sebegai utang yang lebih didahulukan 

pembayarannya daripada utang-utang lainnya Narnun demikian belumlah jelas 
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batas mendahulu, sejauh. mana dapat mendahulu dan atas utang yang mana upah 

buruh dapat melaksanakan hak mendahulunya itu. Apakan upah buruh dapat 

mendahulu dari utang pajak? 

Masing masing jenis utang Debitor Pailit, baik utang paja.k:, utang hak 

jaminan, upah buruh dan bahkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, 

masing-masing mengklaim dirinya mempunyai hak mendahulu didasarkan pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebingga per!u dikaji mengenai 

kedudukan masing~masing kreditor ditinjau dari prioritas pembayaran utangny~ 

tennasuk kedudukan mereka atas utang pajak. 

Khusus penyelesalan utang pajak. mekanisme pelunasannya telah diatur 

dalam undang-undang perpajakan yang mengatur administrnsi petpajakun yaitu 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cora 

Perpejakan (UU KUP). Dalam PasallO ayat (I) UU KUP mengatur bahwa Wajib 

Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di Kas Negem melalui 

Kant<>r Pos, dan atau Bank BUMN danlatau Bank BUMD atau di tempat 

pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dengan demikian maku 

ketentuan. pelunasan pajak dalam kepaUitan disesuaika.n dengan adinistrasi 

petpajakun. 

2. Permasalahan 

Berdasarkan uraian Jatar belakung permasalahan, maku dirumuakun 

pennasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana kedudukan prioritas pembayaran utang pajak dalam kepallitan? 

b. Bagaimana penyelesaian utang pajak dalam kepailitan? 

3. Tujuau Pene1itian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang Ielah diapaparkan 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk mengkaji bagaimana kedudukan prioritas pembayaran utang pajak 

dalam Kepailitan. 

b. Untuk mengkaji bagaimana penyelasaian utang pajak dalam Kepailitan. 

4. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan prioritas pembayaran utang pajak 

dalam kepailitan. 

b. Untuk mengetahui bagaimana penyelasaian utang pajak dalam kepailitan. 

5. Kerangka Teori 

Menurut Dworkin~ hukum tidak hanya mengandung ketentuan saja, tetapi 

juga mengandung prinsip dan asas-asas, yang mana di dalam prinsip dan asas 

tersebut terkandung suatu hale. Ketika suatu hak tersebut berkonflik dengan 

kebijakan publik yang dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan, maka 

seharusnya hakim mengutamakan pemenuhan hak daripada kebijakan publik. 

Tujuan utama dari hukum kepailitan sebagaimana disarikan oleh Prof Sutan 

Remy Sjahdeini dari kutipan Jordan et.al dari buku The Early History of 

Bancruptcy Law yang ditulis oleh Louis E. Levinthal adalah: 

a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan Debitor 

diantara semua Kreditomya; 

b. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat 

merugikan kepentingan para Kreditor; 

c. Memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para 

kreditomya dengan cara memperoleh pembebaan utang. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terdapat 

prinsip-pinsip dasar dari Kepailitan, yaitu pada Bab XIX Pasal I 13 I dan Pasal 

I I32 yang berisi tentang prinsip-prinsip penyelesaian utang piutang. Pasal I 13 I 
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KUH Perdata memuat Prinsip Pertama. yang menyebutkan bahwa semua 

kekayaan debitor baik yang berupa bacang bergerak maupun barang yang tidak 

bergerak, dan yang sudah ada atau yang baru akan ada di kemudian hari terikat 

pada penyelesaian kewajiban debitor. 

Sedangkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata memuat Prinsip Kedua yaitu 

babwa kekayaan yang tersebut dalam Pasal 1131 KUH Perdata merupakan 

jaminan bersama para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional 

(seimbang) antara mereka, kecuali jika diantaca para kreditor itu eda yang 

menurut Undang-Undang harus didahulukan daJam menerima pernbaya.ran 

tagihan. Dalam sistem hukum Indonesia, kedua hal tersebut mencemllnkan asas 

paritas creditorum. 

8uatu pennohonan pernyataan pailit harus memenuhi syarat--syarat 

tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sesuai dengan 

Pasal 2 ayat (1) UUK yang terdapat dalam Bab II Bagian Kesatu tentang Syacat 

dan Putusan Pailit. .Debltor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak 

membeyar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, 

dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas pennohonannya sendiri 

maupun atas prmohonan satu atau lebih kreditomya 

Terkait dengan syarat dalam UUK yang memungkinkan seorang Debitor 

dinyar.akan pailit apabila Debitor memiliki paling sedikit 2 (dua) Kreditor dikenal 

dengan Concursus Creditorwn 11
• Dalam Kepailitan, pihak Kreditor terdirl dari 

beberapa kalompok sebagai berikut: 

1, Kreditor Separatis 

2. Kreditor Preferen yang bukan Sepacatis 

3. Kreditor Konkuren 

11 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, him. 63-64 

Kedudukan Utang..., Wilma Ika Dewi, FH UI, 2009



9 

Oleh Prof. Sutan Rerny Sjahdeini, Kreditor dibedakan menjadi Kreditor 

Preferen, Kreditor Konkuren dan Kreditor dengan Hak Istimewa. Kreditor 

Preferen atau secured creditors adalah kreditor tertentu yang oleh Undang-undang 

diberj kedudukan hukum lebih tinggi dan didahulukan daripada Kreditor lainnya. 

Menurut Pasal 1133 KUH Perdata, seorang Kreditor dapat diberikan 

kedudukan untuk didahulukan terhadap para kreditor lain apabila tagihan kreditor 

yang bersangkutan merupakan: 

!. Tagihan yang berupa Hak Istimewa 

2. Tagihan yang dijamin dengan Hak Gadai 

3. Tagihan yang dijamin dengan Hipotek 

Hak Istimewa latah suatu bak yang oleh Undang-Undang diberikan 

kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi darlpada kreditor 

lainny~ semata-mata berdasarkan sifat piutangnya 12
• 

Gadai dan Hlpotek adaiah lebih tinggi darlpada bak istimewa, kecuali 

dalam hal-hal dimana oleh Undang-undang ditentukan sehaliknya. Hak lstimewa 

yang oleh Undang-Undang harus didahulukan darlpada piutang atas tagihan yang 

dljaminkan dengan Hak Jam.inan antara lain adalah13 : 

1. Hak lstimewa yang dimah'Udkan dalam Pasalll37 ayat (I) KUH Perdata. 

2. Hak lstimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 21 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tala Cam Perpajakan 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. 

3. Hak lstimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (I) KUH Perdata 

yaitu biaya perknra yang semata-mata disebabkan knrena suatu penghukuman 

untuk me1ehmg suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak. 

12 R. Subeldi dan R, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Uwiculg Hukum Perdata. Pradnya Paramita, 
Jakarta, 2005 

13 Ibid 
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4. Hak lstirnewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (I) KUH Perdata 

yaltu biaya perkarn yang semata-ma!a disebabkan karena pelelangan dan 

penyelesaian suatu warisan. 

5. lmbalan kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUK dau Pasal 67 D 

jo, Pasal69 UUK. 

Sehubungan dengan Hak lstimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 

KUH Perdata, untukjelasnya di bawah ini dikutip bunyi Pasall137 KUH Perdata 

sebagai berikut: 

"Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang,. dan badan public lainnya 
yang dibentuk oleh Pemerintah, harus didahuiukan dalam 
melaksanakan hak tersebut, dan jangka waktu berlakunya hak terse but 
diaJur dalam berbagai undang-undang khusu mengenai hal-hal itu. 
Hak-hak yang sama dari prsatuan-persatuan (gemeenschappen) atau 
perkumpulan-perkumpulan (zedelijke ligchamen) yang berhak atau 
baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut hea, diatrrr dolam 
peraturan-peraturan yang sudah ada (lkan diadakan tentang hal ttu" 

Dengan dernildan tagihan pajak, bea dan biaya Kantor Lelang merupakan 

Hak Istimewa yang barus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin 

dengan hak jaminan dalam harta kekayaan Debitor Pailit dilikuidasi 14
• Apabila 

suatu hak Istimewa ditentukan hams diJunasi terlebih dahulu daripada para 

kreditor lainnya termasuk para kreditor pemegang bak jaminan, maka urutan para 

kredilor adalah sebagai berikut15 
: 

1. Kreditor yang memiliki Hak Istitnewa 

2. Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan 

3. Kredimr Konkuren 

Jika kit.a perhatikan kelentuan yang diatur dalam Bab XIX Buku II KUH 

Perdata tentang piutang-piutang yang diistimewakan, maka dapat kita temukau 

14 Sutan Remy SjahdeJnl. Op.cit 

It Sutan Remy Sjahdeini, Ibid, hlm.ll 
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adanya beberapa hak mendahulu lainnya, selain hak mendahulu berupa hak 

separatis atau hakjaminan, yaitu yang diatur da1am ketentuan perpajakan16
, 

Kerentuan berkaitan dengan hak rnendahulu tersebut diatur dalarn Pasal 21 
• 

ayat (I) beserta penjelaannya dalarn Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tent:mg Ketentuan Urnurn Tata Cara Perpajakan sebagaimana Ielah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menetapkan kedudukan 

negara sebagai kreditor preteren yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas 

barang-barang milik penanggung pajak di muka umurn guna menutupi atau 

melunasi utang pajaknya17
• Hak mendahulu dalarn pelunasan utang pajak juga 

ditegaskan dalam Pasal !9 Undang-undang Nomor !9 Tahun 1997 tent:mg 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

Dalam proses kepailitan, upaya yang dapat ditempuh agar debitor dapat 

terhindar dari pelaksanaan likuidasl terhadap harta kekayaannya dalam hal debitor 

telah atau akan berada dalarn keadaan insolven adalah perdernaian Debitor 

dengan para Kreditomya setelah Debitor dinyatakan pailit oleh Pengedilan. 

Upaya yang lebih dini yang depat meneegah Debitor rerkena lilruidesl adaleb 

dengan melalui mekanisrne Penundean Kewajiban Pembayaran Ut:mg (PKPU) 

atau Surseance van Beta/ling a/au Suspension of Payment. 

Sesuai dengan Pasal222 dan Pasal223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepallitan dan Penundean Pembayaran Utang, permohonan PKPU 

depot diajukan oleb Debitor, Kreditor dan semua pihak yang depat mengajukan 

permohonan pernyataan pailit. 

Menurut Ka.rtini Mu!jadi, sesungguhnya PK.PU ini merupakan pemberian 

kesempatan kepada Debito; untuk melaknkan restrukturisasi utang-utangnya, 

yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor 

16 Gunawan Widjaja.fbid him. tO~M 10 

17 Gunawan Widjaja, Ibid, lihat juga R.Santosa Brotodiharjo. Pengantar Jlmu Hulatnt Pqjak. 
Refiks Aditama, Bandung, 1998, him. 198-201. 
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konkuren 18
• Namun PKPU tidak hanya berlaku bagi Kreditor konkuren, tetapi 

juga berlaku bagi kreditor yang rnemegang Hak Agunan dan Hak Istimewa19
• 

Dalam PKPU, Debitor masih dapat melakukan pengurusan dan 

pemindahan Hak atas hartanya selama hal tersebut di!aksanakan sesuai dengan 

ketentuan da!am Undang-undang Kepai!itan. 

6. Metode Penelitian 

6.1 Bentuk dan Sifat Penelitian 

Dari sudut tujuan penelitian hukum terdiri dari penelitian huk:um 

normatif dan sosiologis atau empiris. Untuk menjawab permasalahan, 

penelitian yang di!aknkan adalah penelitian hukum normatif. Pene!itian 

hukum normatif mencakup penelitian terhadap ketentuan hukurn dan asas­

asas hukum, sistemalika hu!rum, dan sinkonisasi hukurn. 

DaJam penelitian ini, peneHtian hukurn normatif dHak:ukan terhadap 

ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan utang pajak dan 

implikasi dan keberadaan kreditor !ainnya terhadap utang pajak. 

6.2 Pengumpulao Data 

Oleh karena metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian hu!rum norrnatif. make data yang digunakan ada!ah data 

sekunder yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan. 

Adapun bahan hu!rurn yang diperlukan dalam penelitian kepustakaan 

ini ada!ah sebagai berikut: 

a~ Baban Hakum Primer 

Penelusuran terhadap bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum 

yang mengikat meliputi penelusuran terhadap peraturan perundangan 

IH Kartini Muljadi, Op.cit 

I? Ibid 
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dan yurisprudensi yang berkaitan dengan utang pajak dalam kepailitan, 

serta putusan penga.dilan niaga dan atau mahkamah agung yang terkait 

dengan permasalahan pelunasan utang pajak. 

b. Bahan Rukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder diperlukan untuk memberikan penje]asan 

mengenai bahan hukum primer, yang dalam penelitian ini berupa 

berbagai literatur (karya ilmiah), Jumal Ilmiah dan makalah dalam 

seminar serta literatur lainnya yang berkaitan dengan kedudukan 

kreditor dala.rn kepailitan, khususnya utang pajak. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier diperlukan untuk memberikun petunjuk atau 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang dalam 

penelitian ini berupa kamus baik kamus umum maupun kamus hukum, 

ensildopedia dan ka.rnus lain yang relevan dengan permasalahan 

penelitian. 

6.3 Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan ca.ra sebagai 

berikut: 

a. Pemeriksaan data secara teliti untuk rnenemukan keabsahan data dan 

menghindari kesalahan data 

b. Klasifikasi data untuk menghindari kesalahan pengelompokan data 

c. Pengorganisasian data 

Data yang telah diklasifik:asikan kemudian diurutkan dan disesuaikan 

dengan sistematika bahasan. 
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6.4 Analisis Data 

Data yang telah diolah. kemudian dianalisis dengan metode deskriptif 

kualitatif. Dengan pendekatan ini, akan dideskripsikan dan dianalisis secara 

lrualitatif tentang kedudukan utang pajak dalam kepal!itan dan penyelesaian 

utang pajak dalam kepai!itan. 

7. Sistematika Laporan Penelitian 

Bah I edalab bab pendabuluan yang terdiri dari uraian mengenai Jatar 

belakang pannasalaban, rumusan pennasalahan, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, kerang,ka teori, dan metode penelitian. 

DaJam bah II diuraikan mengenai jenis kreditor dalam kepailitan. 

Selanjutnya dipaparkan mengenai kedudukan masing-masing kreditor tersebut 

dalam kepailitan. Sehingga kemudian dapat dipaparkan mengenai prioriUlS 

pembayaran utang dalam kepailitan dan pengaruhnya terhadap keududkan utang 

pajak. 

Selanjutnya daJam bab ill berisi uraian mengenai penyelesaian utang 

pajak debitor pailit dalam kepailitan, yang diawali dengan pemaparan mengenai 

sistem pemungutan pajak dan timbulnya utang pajak Debitor, Selanjutnya 

dipaparkan mengenai penyelesaian utang pajak: dan penagihan pajak menurut 

ketentuan umum dan tata cora perpajakan. Dalam Bah III ini pula akan dianalisis 

mengenai penyelesaian utang pajak: tersebut dalam kepailitan. 

Dalam bab IV akan dirumuskan kesimpulan yang merupakan jawaban atas 

permasalaban dalam penelitian. 
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BABII 

PRIORITASPEMBAYARANUTANGDALAMKEPAlLITAN 

1~ Pcngertian Kreditor dan Utaog dalam Kepailitao 

Salah satu sumber pembiayaan suatu perusahaan adalah utang (loan) yang 

dapat diperoleh dari bank, lembaga pembiayaan, pasar modal dan sumber 

pembiayaan lainnya. Sumber~sumber pembiayaan yang memberikan utang 

kepada suatu perusabaan disebut Kreditor dari perusahaan tersebu~ Sernakin 

pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan menimbulkan semakin 

banyaknya permasalahan utang piutang dalam masyarakat1
• 

Dalam kehidupan bisnis atau usaha, utang merupakan suatu hal yang 

Iazim, dimana dalam memberikan kredit atau lilsilitas perubiayaan pertama~tama 

Kreditor harus mendapatkan keyaldnan bahwa kegiatan usaha calon dehitor dapat 

menghasilken pendapatan yang dapat melunasi utang pokuk maupun bunganya. 

Hal yang kadua, Kreditor harus mendapatkan kepastian bahwa basil penjualan 

agunan atau hasH Jikuidasi atas harta kekayaan (assets) perusahaan melalui 

putusan pailit pengadilan niaga dapal diandalkan sebagai sumber pelunasan 

altematif. 

Kepailitan menurut Pasal l Angka I Undang~Undang Nomor 37 Tahun 

2004 !entang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang 

selanjutnya disebut sebagai UUK PKPU) adalah s!ta umum atas semua kek:ayaan 

Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesa.nnya dilakukan oleh Kurator di 

1 Pertumbuban perektmomian dan perdagangan menimbulkan makin banyak permasalahan 
u1ang piutang dahun masyarakat mm:~pakan sahib satu das<tr p¢rtimbangan diundangkannya Undang­
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Permndaan Kewajiban Pembaynrnn Utang. 
Pertimbangm lainnya adalah dampak yang tidak menguntungkan dari krisis moneter di Indonesia 
sehingga menimbulkan kesuJitan besar terhadap dania usaha dalam menyelesaikan utang piutang 
unt\Ik meneruskan kegiatannya. lihat daJam Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004 1entang Kepai!itan dan Penundaan Ke.wajiban Pcmbayaran Utang, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun2004 Nomor 131. 

15 Universitas Indonesia 
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bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur da!am undang-undang 

ini2. KepaHitan ini kemudian seringka1i dipergunakan oleh Kreditor sebaga.i 

sarana penagihan piutangnya kepada pihak Debitor. 

Daiam Black's Law Dictionary. pailit atau bankrupt ada1ah "the state or 

condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is 

unable to pay it's debt as they are, or become due". The term includes a person 

against whom an an involuntary petition has been filed. or who has filed a 

voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt'. 

Dari pengertian tersebu~ pailit dihubtmgkan dengan "ketidakmarnpuan 

untuk membayar" dari seomng (debitur) atas utang-utangaya yang telah jatub 

tempo. Ketidakmampuan tersebut barus disertai dengan suatu tindakan nyata 

untuk mengajukan baik yang dilukukan secara sukarela oleb debitur sendiri 

maupun atas permintaan pihak ketiga (dl luar debitur), suatu pennohonan 

pamyataan j)llilit ke pangadilan4
, 

Berdasarkan Pasal2 ayat (!) UUK PKPU, syarat dinyatakan pailit dengan 

putusan pangadilan adalah mempwryai dua atau /ebih kreditar dan tidak 

membayar lunas sedilcitnya sa!u utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUK PKPU, pennohonan pailit dapat diajakan 

oleh pihak-pibak sebagai berikut: 

a. Debitor; 

b. Kreditor, balk satu kraditor maupun lebih; 

c. Kejaksaan) untuk kepentingan umum; 

d. Bank Indonesia, dalam hal debitomya adalah bank; 

'i Pasal l Angka I UUK PKPU, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

;t Black's Law Dictionary 

4 Ahmad Yani dan Gunawtu~ Widjaja., Kepailitatt, Raja Grafindo Persada. Jakarta., 2004. 
htm.ll 
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e. Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hat debitor ada.lah Perusahaao Efek1 

Bursa Efek, Lernbaga Kliring dan Penjaminan) Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian; 

f. Menteri Keuangan, datam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi~ 

Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun., at.au Badan Usaha Milik Negara yang 

bergerak di bidang kepentingan publik. 

Dengan sederbananya syarat pengajuan permohonan kepailitan maka 

kreditor sebagai pihak yang berpiutang dapat mengajukan permohonan 

pemyataan pai!it atas debitor yang lidak membayar lunas utang yang sudahjatuh 

tempo. Siapa sajakah yang dimaksud dengan kreditor pemohon pemyataan pailit 

tersebut? 

Dehun bukunya Hukunn Kepailitan, Sutan Remy Sjahdeini menyataksn 

bahwa apehila sesorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjarnan dari pihak 

lain (orang lain alan badan hukum lain), pihak yang memperoleb pinjarnan itu 

disebut dehitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut kreditor'. 

Jerry Hoff dalam bukunya Indonesian Bankruptcy Law menyatakan 

bahwa hukum kepailitan tidak dapat membatasi kreditor untuk mengajukan 

permohonan pailit, yang mana definisi kreditor berdasarkan KUH Perdata adalah 

yang berhak terhadap pelakssnaan kewajiban oleh debitor6• 

Kreditor dalam kepailitan sesuai Pasal 1 Angka 2 UUK PKPU adaleh 

orang yang mempunyai piutang lwena pe!janjian atau undang-undang yang dapat 

ditagih d1 muka pengadilan. 

5 Sutan Rcmy Sjabdeini. Hukum kepaiJitan (Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan. Pustaka: Utama Grafiti. 2009,liltn. 2 

6 Jerry Hoff;, Indonesian Bankctuplcy Law, PT. Tata Nusa.., Jakarta. 1998. ltltn. 26. "Who is 
creditor? As 1Wte4 above, a creditor under lhe Civil Code as emilled to the performance of an 
obligation by lh:e debtor. The barrkcniptcy l.aw does not in a~ way restrict the power of a creditor Ia 
pet ilion for the bankcruplcy of his debtor. 

Universltas Indonesia 

Kedudukan Utang..., Wilma Ika Dewi, FH UI, 2009



18 

Dengan memperhatikan pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

Angka 2 UUK PKPU tersebut, dapat dijabarkan unsur-unsur kreditor sebagai 

berikue 

a. orang; 

b. yang mempunyai piutang; 

c. piutang yang dapat ditagih di muka pengadilan; 

d. piutangtimbul dari perjanjian; atau 

e. piutang timbul dari undang-undang. 

Penjelasan Pasal 2 ayat (I) yang mengatur mengenai syarat pailit telah 

menjelaskan bahwa yang dimaksud · dengen '"kreditor" edalah balk Kreditor 

Konkuren~ Kreditor Sepa.ratis. maupun Kreditor Preferen 7• Menurot Sutan Remy 

Sjahdeini dengen edanya Penjelasan Pasal 2 ayat (l) UUK PKPU tersebut, maka 

yang dimaksudkan dengan kreditor sebagai pemohon pemyataan pailit adalah 

sembarang kreditor3• 

Jika dilihat lagi pana pengertian kreditor dalam Pasal I Angka 2 UUK 

PKPU sebagaimana unsur-unsumya telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa 

suatu piutang yang diakui daiam kepailitan adalah piutang yang timbul dari 

peljanjian dan undang-undang. Pengcrtian piut:ang dalam pengertian kreditor 

tersebut sinkron dengan pengertian utang dalam Pasal I angka 6 UUK PKPU 

sehagai berikut: 

nUt«ng adalah kewajib(Jrl yang dinyatakan atau dapat dinyatalam 
dalam jumlah uang baik dalam mala uang Indonesia maupun mala 
uang asing. baik secara langsung maupun yang akan timbul di 
kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena pcrjanjian a/au 
undang~undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak 
dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya 
dari harta ke.kayaan Debitor". 

1 Tambahan Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom or 4443 

e SutanRemy Sjahdeini, Op.cil, blm. SS 
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Pengertian urang merupakan unsur penting karena merupakan salah :satu 

syarat pemyataan pailit yang harus dibuktikan secara sederhana dalarn sidang 

pemeriksaan yang diselenggarakan paling lam bat 20 ( dua puluh) hari setelah 

tanggal permohonan didatlarkan.' 

Faillissementverordening tidak mengatur pengertian utang, demikian pula 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, walaupun demikian Pengadilan 

telah melakukan penafsiran apa yang dimaksud utang, sebagaimana diungkapkun 

oleh Siti Anisah10
• 

Dari basil studi terhadap putusan pengadilan, Siti Anisah menguraikun 

beberapa pengertian utang yang diambil· dari beberapa Putusan Pengadilan 

sebagai berikut: 

a. utang muncul dari pinjam meminjam uang; 

b. utang muncul dari peminjarnan barang dagangan; 

c. utang muncui dari peljanjian sewa menyewa.11
• 

Sutan Remy Sjahdeini juga menyatakan bahwa katiadaan pengertian 

mengenai apa yang dimakundkun ulang dalam UU No.4 Tahun 1998 Ielah 

mengakibatkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Menimbulkun ketidakpastian bukum, karena menimbulkan selisih pendapat 

mcngenai hal-hal sebagai berikut: 

a). Apakah "setiap kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar 

sejumlah uang sekalipun kewajiban tersebut tidak timbul dari perjanjian 

9 Berdasackan Pasal6 ayat (6) UUK PKPU. Berdasarkan Pasal6 ayat (7) UUK PKPU, bahwa 
sidang pemeriksaan dapat dit!lfl.da atas permintaan DebilOr dan_ berdasarkan alasan yang cukup. 
Menurut Penjclasan Pasal 6 ayat {7) U0K PKPU bahwa: yang dimaksud "alasan yang c:ukup"' antara 
lain adanya surat keternngan sskit dari dokter. LN RI Tahun 2004 Nomor 131 dan 1LN RI Nomot 
4443. 

Ul Siti Anis;lh. Per/indungtm Kcpcntingan Kreditor dan· Debilor- dalam Hukum Kepaililan di 
Indonesia (Studi f'utUStllf-Pu/usan Pengadilan), Cetakan Kexiua,. Total Media, 2008., b!m. 44-51. 

11 Siti Anisa:h, ibid 
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utang piutang/pinjam meminjam uang dapat dik!asiflkasikan sebagai 

uta.ng menurut Undang-Undang Kepailitan? 

b). Apakah kewajiban untuk melakukan sesuatu sekalipun tidak merupakan 

kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tempi tidak dipenuhinya 

kewajiban itu dapat menimbulkan kerugian uang bagi pibak yang kepada 

siape kewajiban itu harus dipenuhi, dapet pula diklasifikasikan sebagai 

uiang menurut Undang-Undang Kepailiian? 

b. Mengingat integritas pengadilan yang belum balk. telah memberikan peluang 

prsktek korupei dan kolusi oleh bakim dan pengacara12
• 

Suian Remy juga berpendapet babwa pilda masa belum ada pengertian 

uiang yang jelas, berbagai putusan pengadilan telah berbeda-beda di dalam 

memberikan pengertian mengenai maksud uiang dalarn UU No.4 Tahun 1998 

tersebut Selanjutnya, ada putusan yang mengartikan utang dalam arti sempit 

yaitu utang yang timbul dari pe!janjian kredit saja, namun ada pula yang 

memberikan pengertian uiang dalam arti luas yaitu semua kewajiban debitor 

yang harus dipenuhl terbadap kreditornya", 

Menurut Jerry Hoff yang termasuk dalam uiang meliputi pula kewajiban 

Debitor dalarn kontrak, secara lengkapnya sebagai berikut: 

"The legal term "debts" in Artt'cle 1 section I and Article 212 referS to 
the law af abligations of the Civil Code. Obli'gations or debts can arise 
eUher out of contract or out of law. There are obligations to do arnot to 
do something. The creditors is entitled to the performance of the 
obligation by the debtor. The debtor is obliged to perform14• " 

LZ Sutan Remy Sjahdeini. Op.cit, hJm.73 

0 Sutan Remy Sjahdeini, ibid. blm,73 

14 Jerry Hoff. Op.cit, lt!m. 16 
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Selanjutnya Jerry Hoff juga menyatakan ketidaksetujuannya atas Putusan 

Mahkamah Agung yang mengartikan utang secara sempit yaitu hanya pada 

hubungan pinjam meminjrun uang. Menurut Jerry Hofl:jika utang hanya diartikan 

loan apa artinya ada klaim, dimana klaim ini tidak terbatas pada klaim yang 

muncuJ dari loan. 

"The apposite of debt is claim. If debts in Article 1 section 1 are only 
loan, what will the meaning be of claims in the Chapter on the 
verification of claims (Article 104-133)? These claims are certainly not 
limited to claims out ofloanlj." 

Dengan demilcian maka utang dalam UUK PKPU merupakan utang dalam 

pengertian luas yang tidak hanya terbatas pada hubungan pinjam meminjam uang 

saja tetapi sampai pada kewajiban Debitor dalam kontrak. Selain kewajiban 

dalam kontrak, utangjuga terrnasuk kewajiban Debitor yang timbul dari Undang­

Undang. 

Adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih merupakan salah satu 

syatat Debitor dapat dinyatakan pailit sahagairnana dimaksud Pasal 2 ayat (1) 

UUK PKPU. Apabila selurub syarat pemyataan pailit dalarn Pasal 2 ayat (l) 

UUK PKPU Ielah !eljlOnubi dan terbukti secara sederbana, maka pennohonan 

pailit harus dikabulkan dengan Putusan Pengadilan16 yang dapat dilaksanakan 

terlebih dahulu, meslcipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya 

hukum17• 

u JenyHoff.lbid, hlm.17 

ld. Paslll 8 ayat (4) UUK PKPU, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

11 Pasal 8 ayat (7) UUK PKPU. Lembaran Negarn Republlk Indonesia Thhun 2004 Nomor 

Universitas Indonesia 

Kedudukan Utang..., Wilma Ika Dewi, FH UI, 2009



22 

2. Prinsip Hukum Penyelesaian Utang datam Kepailitan 

Dengan pailitnya Debitor atau telah berkedudul<an sebagai Debitor 

PaiJir0
, muncul akibat yuridis sebagai berikut: 

a. Boleh dilakukan kompensasi; 

b. Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan; 

e. Berlalru penangguhan eksekusijaminan utang; 

d. Berlaku Actio Pauliana; 

e. Berlaku sitaan umum atas seluruh harta Debitor; 

f. Pailit tennasuk terhadap suamUistri; 

g. Debitor kehilangan hak mengurus21
; 

h. Perikatan setelah Debitor Pailit tidak dapat dibeyar; 

L Gugatan hukum hams dilalrul<an olehfterhadap Kurator; 

J. Perkara Pengadilan dilangguhkan atau diambil alih oleb Kurator; 

k. Kurator yang mempunyai kewenangan untuk pengurusan dan/atau 

pemberesan atas harta pailit; 

l. Karyawan dapat diputuskan hubungan ke!ja; dan sebagainya. 

Adapun gambaran secara singkat proses dalaru kepailitan adalah sebagai 

berikut: 

a. Putusan pailit (tingkat pertama), mulai berlalru penangguhan eksekusi hak 

jarninan (sl<ry). 

» Menurut Pasal I UUK PK.l'U bahwa yang dimWud dengan Debitor PaHit adalah debltor 
yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. 

21 Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit: kehilangan segala .. hak perdata" 
untuk menguasai dan mcngurus hactakekayaan yang sudah dimasukkan dalam harta pailit. Kehila.ngan 
hak mengurus tersebut merupakan pembertakuan Pasal 24 ayat (I) UUKPKPU yang menyebutkan 
bahwa Debitor demi. hukum kebilaogan baknya tlntuk menguasai dan mengurus kek:ayaannya yang 
termasuk dalam harta pailit ,sejak putusan pemyataan pailit diucapkan. 
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b. Putusan pailit berkekuatan tetap (inkracht). 

c. Mulai diJakukan tindakan verifikasi atau pencocokan piutang 

d. Dicapai komposisi (a/dword, perdamaian) 

e. Pengadilan memberikan homotogasi (mengesahkan perdamaian) 

f, Atau dinyatakan insolvensi {debitur dalam keadaan tidak mampu membayar 

hutang). 

g. Dilakukan pembercsan (termasuk penyusunan daftar piutang dan pembagian) 

h. Kepailitan berakhir 

1. Dilakukan rehabilirasi. 

Dengan Pailitnya Debitor atau Debitor telah diputus pailit oleh 

Pengadilan, selanjutnya akan dilakukan penyelesaian utang Debitor atau piutang 

.kreditor~ yang pada prinsipnya semua kreditor mempunya.i hak yang sama 

terhadap harta debitor. 

Kesamaan hak dalam pelunasan utang oleh debitor sesuai Pasal 1131 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disingkat KUH Perdata) 

yang berisi jaminan umum atas pe[unasan utang sebagai berikut: 

"&gala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak 
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru alwn ada di 
kemudian hart, menjadi ta'lggungan untuk segala perikatan 
perseorangon ". 

Pasal 113 I KUH Perdata tersebut menentukan, harta kekayaan debitor 

bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditor yang 

diperoleh dari perjanjian utang-piutang di antara mereka, tetapi untuk menjamin 

semua kewajiban yang timbul dati perikatan debito.."'. 

Berdasarkan PasaJ 1131 KUH Perdata jaminan harta kekayaan debitor 

adaieb untok selurub kewajiban yang muru::ul dati perikatan. Perikatan menurut 

Pasal 1233 KUH Perdata daput timbul atau lahir karena adanya peljanjian di 

antara debitor dan kreditor maupun timbul atau lahir karena ketentuan undang-

n Sutan Remy Sjahdeini, Op.ciJ, htm, 4 
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undang. Wujud perikatan dinyatakan dalam Pasal 1234 KUH Perdata adalah 

"untuk memberikan sesuatu"~ "untuk berbuat sesuatu" atau "untuk ddak berbuat 

sesuatun yang disebut sebagai "prestasi". Jaminan yang diberikan Pasal 1131 

KUH Perdata tersebut merupakan jamlnan umum yang timbul karena undang­

undang sehingga tidak perlu diperjanjikan sebelumnya dengan perjanjian 

jaminan. 

Menurut J.S.trio, dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dapat 

disimpulkan asas-asas hubungan ekstemal kreditor sebagai berikui-1
: 

a. Seorang kreditor boleh mengambll pelunasan dari setiap bagian harta 

kekayaan debitor; 

b. Setiap bagian kekayaan debitor dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditor; 

c. Hak tagihan kreditor hanya dijamin dengan harta benda dehitor saja, tidak 

dengan •person debitor". 

Asas dalam Pasal 1131 KUH Perdata lersebut menjamin apabila Debitor 

temyata karena suatu alasan tertentu pada waktunya tidak melunasi utangnya, 

maka harta kckayaan Debitor balk yang bergerak maupun yang tidak bergerak, 

baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi agunan 

umngnya yang dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan dari utang in?'. 

Dengan adanya kepatlitau, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya akan 

timbu] akibat hukum dimana salah satunya adaJah adanya sitaan umum atas 

seluruh harta Debitor Pailit yang kemudian akan dipergunakan untuk rnelunasi 

utaug dan kewajihan Debitor PailiL 

Banyaknya kreditor yang ingin mendapatkan pelunasan piutaug dari harta 

debitor yang dapat saja terbatas, maka rnuncul permasalahan utama yaitu 

:u Rachmadi Osman, Dirmmsi Hulrum Kepailitan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama,. 
Jakarta, 2004, hlm. 

2~ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan (Memahami Fallissenrentsverordening Junctu 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998), Pustaka Utama C'18fiti, Jakarta,.2002 
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menentukan pihak kreditor atau kewajihan debitor pailit yang harus: dilunasi 

terlebih dahulu. 

Upaya penyelesaian pelunasan utang Debitor Pailit kepada kreditor 

berpedoman pada prinsip-prinsip hukum kepailitan. Suatu prinsip hukum 

merupakan ratio legis dari norma hukum. dan merupakan jantungnya peraturan 

hukum, serta menjadi landasan yang paling luas bagi lahimya suatu peratunm 

hukurn, yang berarti bahwa peratunm-peraturan hukum itu pada akhimya bisa 

dikernbalikan lrepada asas-!!SllS tersebut". 

Berikut ini adatah prlasip-prlnsip utama dalam hukum lrepailitan 

mengenai pelunasan utang kepada kreditor. Pertama, prlasip Pari/as Creditorum. 

yang menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap 

semua harta benda debitor, yang artinya semua kekayaan debitor baik yang 

dimiliki sekarang atau belum terikat pada penyelesaian kewajiban debitor. Prinsip 

Paritas Creditorum menurut M. Hadi Shubhan~ prinsip ini menimbulkan 

ketidakadi!an yaitu bahwa P""' kreditor berkedudukan sama antara satu dengan 

yang lainnya, sahingga prinsip ini barns digandengkan dengan prinsip lainnya 

yaitu pari passu prorata parte dan structured creditors26• 

Kedutl, yaitu prinsip Pari Pa$SU Prorala Parle yang arti..nya bahwa harta 

kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya 

harus dibagikan secara proporsional antara mereka kecuali jika an tara kreditor ada 

yang menurut undang~undang harus didahulukan daiam menerima pembayaran 

tagihannya. Prinsip ini menekankan pa<la pembagian harta debitor untuk melunasi 

utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan earn sesuai 

dengan proporsinya (ponds-ponds g<rwijs) dan bukan dengan cara sama rata27
• 

n Satjipto Rahatdjo, llmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung,. 1986. him. 85 

zq. M. Hadi Shubhan., Hufwm Kepailitan (Prinsip, Nanna dan Praktik di Peradilan), Kencana. 
Jakarta, 2008, hlm. 29 

v M. Hadi Sbubhan, Ibid, hlm30 
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Ketiga, prinsip ketiga yang harus digandeng ada1ah prinsip Structured 

Creditors. Penggunaan prinsip ini dikarenakan masih adanya kelemahan alas 

penerapan prinsip paritas creditorum dan pari P(Jj'SU prorata parte dalam konteks 

kepailitan yaitu jika antara krediror tidal< sama kedudukannya karena ada 

sebagian kreditor yang memegang jaminan kebendaan dan!atau kreditor yang 

memiliki bak preferensi yang teleb diberikan undang-undang"'. Prinsip Structured 

Creditors Ielah mengklasifikasikan dsn mengelompokkan berbagai macam 

kreditor sesuai dengan kelasnya masing·masing. Dengan berbagai macam 

!creditor dalam kepailitan, make perlu diketahui bagaimana pengelompokan jenis 

!creditor yang ada dalam kepailitan. 

3_ Jenis Kreditor dalam Kepailitan 

Berdasarkan prinsip structured creditors sebagaimana telah dipaparkan · 

sahelumnya, !creditor diklasiflkasikan dan dikelompokkan sesuai dengan kelasnya 

masing-masing yaitu !creditor separatis, !creditor preferen, dan kreditor konkuren. 

Jell)' Hoff membagi !creditor menjadi Secured Creditor, Preferred 

Creditors~ dan Unsecured Creditor. 

Yang dimaksud dengan Secured Creditor menurut Jell)' Hoff adaleb 

sebagai berikut: 

"Secured Creditor, Right of secured creditors, security interests are in 
rem right that vest in the creditor by agreement and subsequent 
peiformance of certain formalities, A creditor whose interests are 
secured by an in rem right is usually entitled to cause the forec/ousure 
of the collateral, without a judgement, to satisfy his claim from the 
proceeds with priority over the other creditors. The right to foreclose 
without a judgement is called the right of immediate eriforcemenf19 ". 

n M. Hadi Shubban,lbta; hlm31 

19 Jerry Hoff, Op.cil, him. 96 
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Sedangkan Preferred Creditors adalah sebagai berikut: 

uPreferred creditors, unlike secured creditors, who have a preforence 
issue is only relevant if there is more than one creditor and if the assets 
of the debtor are not sufflclent to pay of all the creditors (there is a 
concursus creditorum). Preftrred creditor are required to present their 
claims to the receiver for verification and are thereby chatged a pro 
rata parte share of costs of the bankruptcy. There are several catagories 
of preforred creditors: 

1. creditors wlw have statutory priority~· 
2. creditors who have non statutory priority,· 
3. estate creditor$1° ". 

Jenis kreditor ketiga yaitu unsecured creditors, sebagai berikut: 

"Unsecured credilors1 they are do nor have priority and will therefore 
be paid, if aey proceeds of the bankruptcy estate remain, after all the 
other creditors have received payment. Unsecured creditors are 
required to present their claims for verification to their receiver and 
they are charged a pro rata parte shwe of costs of the ban!rruptc/1 

". 

Demikian pula menurut H. Man S. Sastrawidjaja, berdasarkan 

tingkatannya, !creditor kepailitan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: 

a. K.reditor Separatis; 

b. Kreditor Preferen; 

c. Krediror Konkuren. 

Kreditor separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya 

seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Tennasuk kreditor separatis misalnya 

pemegang gadai, pemegang jamfnan Jidusia, hak tanggungan. hipotik, agunan 

kebendaan lainnyan. 

JC Jerry Hoff, Op.cit, hlm. lll-I 12 

:n Jerry Hoff. Op.Cit, hlm. 117 

u H. Man S, Sastrrawidjaja. Hukum Kepaiiitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang. Alumni, Bandung. 2006. hlm. 34 
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Sedangkan kreditor prefercn ada!ah kreditor dengan hak istimewa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 KUH Perdata dan Pasal 1149 KUH 

Perdata. 

Hak istimewa menurut Pasal 1134 KUH Perdata adalah hak yang oleh 

undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih 

tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat 

piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari hak instimewa, kecuali 

dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebilliknya. 

Kemudian dalam Pasal 1135 KUH Perdata dinyatakan bahwa diantara 

orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut 

berbaga1~bagai sifat hak-hak istimewanya. 

Dari ketentuan Pasal 1134 dan 1135 KUH Perdata ternebut, kedudukan 

kreditor istirnewa berada di bawah kreditor separatis, kecuali dinyatakan 

sebaUknya o/eh undang-undang. 

Adapun kreditor konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang 

tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama. 33 

Mengenai penyebutan nama kreditor terdapat perbedaan antara HMan S. 

Sastrawidjaja dan Jerry Hoff dengan Sutan Remy Sjahdeini. Menurut Sutan 

Remy Sjahdeini, SH., terdapat 3 (tiga) jenis kreditor yaitu sebagai berikut: 

a. Kreditor Konkuren atau Unsecured Creditors; 

b. Kreditor Preferen atau Secured Creditors; 

c. Kreditor Pemegang Hak Istimewa 

Kr<ditor Konkuren adalah kseditor yang hams berbagi dengan para 

kreditor lain secara proporsiona1~ atau disebut juga sebagai pari passu, yaitu 

menurut perbandingan besamya masing-masing tagihan mereka, dari basi] 
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penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan.34 

Untuk jenis kreditor konkuren ini, tidak ada perbedaan pendapat antara kedua 

pakar hukum sebagaimana dimaksud. 

Selanjutnya, kreditor jenis kedua yaitu Kreditor Preferen adalah kreditor 

yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan 

tagihannya dari basil penjualan kekayaan Debitor asalkan benda tersebut telah 

dibebani dengan Hak Jaminan tertentu bagi kepentingan Kreditor tersebut. 

Kreditor ketiga digolongkan secara berbeda oleh Sutan Remy Sjahdeini 

dengan kreditor preferen yaitu Kreditor Pemegang Hak Istimewa yang oleh 

Undang-Undang diberi kedudukan didahulukan dari dari para Kreditor Konkuren 

maupun Kreditor Preferen. Untuk jenis kreditor ketiga ini H Man S. 

Sastrawidjaja, menyebutnya pula dengan kreditor preferen, sedangkan Sutan 

Remy Sjahdeini menyebut Kreditor Preferen untuk kreditor pemegang hak 

jaminan, yang oleh H. Man Sastrawidjaja dan Jerry Hoff sebagai kreditor 

separatis. 

Menurut Pasal 1139 KUH Perdata, hak istimewa kreditor dapat timbul 

dari hak istimewa terhadap benda-benda tertentu yaitu: 

a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk 

melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari 

pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang­

piutang lain-lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula daripada 

gadai dan hipotik; 

b. uang-uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang 

menjadi wajibnya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban 

memenuhi persetujuan sewa; 

c. harga pembelian benda-benda bergerak: yang belum dibayar; 

d. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang; 

34 Sutan Remy Sjahdeini, Ibid, him. 280 
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e. biaya untuk melakukan s.uatu pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus 

dibayar kepada seorang tukang; 

f. apa yang telah dserahkan kepada seseorang pengusaha rumah panginapan 

sebagai demUcian kepada seorang tamu; 

g. upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tamhahan; 

h. apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu dan 

lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan 

benda-handa tak bergerak, aal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun 

dan bak milik alas persil yang bersangkntan masih tetap pada si berutang; 

1. penggantian-penggantian serta pembayaran-pembayaran yang harus dipiknl 

oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum. karena sega!a 

kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan 

dalamjahatannya. 

Hak istimewa selanjutnya dialur dalam Pasal 1149 KUR Perdata yaitu 

hak·hak istimewa atas semua benda bergerak dan benda tal< bergerak pada 

umumnya yaitu: 

a. biaya~biaya perkata, yang disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu 

warisan. Biaya-biaya tersebut didahulukan dari gadai dan hipotik; 

b. biaya-biaya pengubnran, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk 

menguranginya. bila biaya-biaya tersebut dinilai terlampau tlnggi; 

c. semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang pengbabisan; 

d. upah para buruh selama tahun lalu dan upah yang sudah dihayar dalam tahun 

berjalan, beserta Ullllg-uang yang harus dibayar oleh majikan baik kepada 

buruh maupun kepada keluarga buruh; 

e. piutang karena penyerahan hahan-bahan makanan; 

f. piutang-piutang pengusaha sekolah brasrama untuk tahun yang pengbebisan; 
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g. piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang yang terampu terhadap wali 

dan pengampu mereka,yang berkaitan dengan pengurusan mereka, dan tidak 

dapat diambil pelunasan dari hipotik dan lainjaminan. 

Urutan prioritas kreditor dengan hak istimewa tersebut menurut Pasal 

1138 KUH Perdata bahwa hak-hak istimewa mengenai benda tertentu 

didahulukan dari hak-hak istimewa mengenai seluruh benda pada umumnya. 

Dengan demikian maka berdasarkan KUH Perdata kedudukan kreditor 

adalah sebagai berikut: 

a. Gadai dan hipotik berada pada kedudukan lebih tinggi daripada kedudukan 

kreditor dengan hak istimewa; 

b. Hak istimewa mempunyai kedudukannya lebih tinggi dari gadai dan hipotek 

jika dinyatakan demikian oleh Undang-Undang; 

c. Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang 

dibenruk oleh Pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, 

dan jangka waktu berlangsungnya hak itu diatur di berbagai Undang-Undang 

khusus yang mengenai hal-hal itu; 

d. Hak istimewa mengenai barang tertentu lebih tinggi kedudukannya daripada 

hak istimewa mengenai seluruh barang pada umumnya 

Namun demikian mengenai utang yang diberikan kedudukan istimewa 

atau didahulukan tidak hanya diatur dalam KUH Perdata., melainkan dalam 

peraturan perundang-undangan lain yang merupakan lex specialis dari ketentuan 

dalam KUH Perdata yang sifatnya terbuka. 

Berikut dalam bagian 4 (empat) akan dipaparkan mengenai kedudukan 

masing-masing kreditor dalam hal prioritas pelunasan utangnya baik. dari UUK 

PKPU maupun dari peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur hal 

terse but. 
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4. Prioritas Pembayaran Utang dalam Kepailitan 

4.1 Utang dengan Hak Jaminan Kebendaan 

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus35
• 

Jaminan umum tercermin dad ketentuan Pasal 1131 KUH Perdala yang 

disempumakan oleh ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang menegaskan 

persamaan kedudukan para k.reditor, juga memungkinkan diadakannya suatu 

jaminan khusus apabila diantara para !creditor ada aJasan sah untuk 

didahulukan, karena k-.tuan undang-undang maupun krueua 

dipeljanjikan36• Adapun bunyi Pasal 1132 KUH Perdata adalah sebagai 

berikut: 

'"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama hagi semua 
orang yang mengutangkan padtmya; pendapatan penjw/an benda­
benda itu dihagi~bagi memnut keseimbangan yaitu me.nurut besar 
lrecilnya piutang IJUlSing-masing. kecuali apabila diantara para 
berpiutang itu ada alOJ'Cln-alasan yang sah untuk didahulukan ". 

Sebagian hak jaminan merupakan hak kebendaan yang sifaJnya 

memberikan jaminan dan karenanya disebut zekerheidsrechten yang artinya 

memberikan rasa aman atau terjamin. Jaminan kebendaan adalah jaminan 

yang memberikan kepada !creditor atas suatu kebendaan milik debitor hak 

untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitor melakukan wanprestasi>9• 

hak-hak !creditor untuk didahulukan. 

Untuk benda bergerak dapat dijaminkan dengan gadai dan fidusia, 

sedangkan untuk benda tidak bergerak setelah berlakunya UUHT hanya dapat 

dihebankan dengan hipotik alas kapal laut dangan bobnt 20 M3 ke alas dan 

pesawat terbang serta helikopter. Sedangkan untuk tanah beserta benda-benda 

3
" Frieda Husni Hasbu!Jaf4 Hulr:um K£bendaun Per data (Hak-Hakyang Memberi Jaminan), 

£nd-Hill-Ca,Jakarta, 2Q05, h1m.7 

:II; Ibid 

39 Frieda Husni Hasbullah, Op.cit, him. 17 
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yang berkaitan dengan tanab dapat dibebankan dengan hak tanggungan. Jika 

debitor melakukan wanprestasi maka da.larn jaminan kebendaan mempunyai 

hak preferen atau hak didahulukan dalam pernenuhan piutangnya diantara 

kreditor-kreditor lainnya dari basil penjualan harta benda miiik debitor. 

Berikut adalah ciri..ciri jaminan kebendaan: 

a. Merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda; 

b. Kreditor mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu 

milik Debitor; 

c. Dapat dipertabankan terhadap t.untutan oleh siapapun; 

d. Selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu bemda (droit de· 

suite): 

e. Mengandung asas prioritas yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi 

akan lebih diu!llmakan daripada yang terjadi kemudian (droit de 

preference); 

f. Dapat diperalihkan seperti hipotik; 

g. Bersifi>t ]>Cijanjian tambahan (accessoir). 

Dalam praktek perbankan, jaminan kbusus ini lebih disukai, di pihak 

kreditor dapat menjamin pelunasan dari benda yang dijaminkanl selain itu 

juga mendorong debitor untuk melaksa.nakan prestasinya. 

Hak jaminan kbusus yang diberikan oleh undang-undang sesuai Pasal 

1134 KUH Perdata adalab Hak lstimewa. Sedangkan hak jaminan kbusus 

yang timbul karena dipeljanjikan adalab Gadai, Hipotek (kapal dan pesawat 

serta helikopter), Hak Tanggungan, dan Fidusia. Berilrut ini akan dipaparl<an 

masing-masing dacipada bak jaminan kbusus yang dlperjanjikan. 

4.1.1 Bak Gadai 

Hak jaminan kebendaan yang pertama akan dibabas adalab 

Gadai, yaitu merupakan hak kebendaan atas benda bergerak milik 
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orang lain yang bertujuan untuk memberi jaminan bagi pelunasan 

hutang orang yang memberikan jaminan tersebut40
. 

Gadai diatur dalarn Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 

KUH Perdata. Dari ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata, diketahui 

bahwa hal penting dalam perjanjian gada! adalah bahwa benda yang 

dijadikanjaminan haruslah dilepaskan dari kekuasaan si pemberi gadai 

dan diserahkan kepeda penerima gadai (orang yang berpiutang), hal 

tersebut disebut inl>ezitstelling. 

Hak Gadai memiliki sifat kebendaan pada umwnnya, seperti 

hak absolu~ droit de suite, droit de preference, hak menggugat dan 

lain sebagainya. Sifat droit de suite dalam hak gadai, yaitu bahwa hak 

gada! mengikuti bendanya di tangan siapapun, nampak pada ketentuan 

Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut: 

"Apabila barang gadai tersebut hilang dari tangan 
penerima gada/ otau dicuri daripodanya, malrri herhaklah 
ia menuntutnya kembali sebagaimana disehutkan dalam 
Pasal 1977 <zyat lredua, sedanglrrin apobila barang gadai 
didapotnya kemba/i, hak gadai dianggap tidak pernah 
hilang" 

Selain mengenai sifat droit de suite, dalam Pasal 1152 KUH 

Perdata juga mengandung hak menggegat karena penerima gadai 

berhak menuntut pelunasan berdasarkan hal< gadainya ketike 

barangnya sudah didapadkannya kemhali. 

Selanjutnya sifat droit de preference dari hak gadai 

sebagaimana telah seriog disinggung, hal itu dapat dilihat dalam Pasal 

1133 jo. Pasal 1150 KUH Perdata. Sifat droit de preference adalah 

sifat didahulukan, yang artinya mernbenkan kekuasaan kepada 

~° Frieda Husni Hasbullah, Op,cit, hlm. 23. 
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kreditor untuk mengambil pelunasan dari basil penjualan barang 

secara didahulukan daripada kreditor lainnya41
• 

Selain mcmpunyai sifat umum hak jaminan kebendaan~ hale 

gadai memiliki sifat~sifat khusus sehagai berikut42
: 

a, Accessoir, yaitu berlakunya hak gadai tergantung pada ada atau 

tidaknya perjanjian pokok atau hutang piutang, jika peljanjian 

pokoknya sah maka perjanjian gadai sebagai perjanjian 

tambahannyajuga sah, Jika peJjanjian hutang piutang beralih rnaka 

hak gadai otomatis beralih, namun sebaliknya hak gadai tidak 

dapet berlaih tanpa beralihnya peijanjian hutang piutang. 

b, Berdasarkan ketentuan Pasal 1160 KUH Perdata, baraag gadai 

tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaar), sekalipun utangaya diaotara 

para waris si berhutang dapat dibagi-bagi, Gada! meliputi seluruh 

benda sebagai satu kesatuan artinya sebagian hak gada! tidak 

menjadi hapus dengan dibayamya sebagian hutang. 

c. Barang yang digadaikan merupakan jaminan bagi pembayaran 

kembali hutrulg Debitor kepada Kreditor, Jadi baraag jaminan 

tidak boleh dipakai, dinikmati; kraditor hanya berkedudukan 

sebagai houder bukan burgelijke bezitter, 

d. Barang gadai berada dalam keknasaan kreditor atau penerima 

gadai sebagai akibat adanya syarat inbezitstelling. 

Gadai memberikan beberapa hak kepada penerima gadai atau 

kreditor sebagai berikut: 

a. Seorang kreditor dapat melakukan parate executie (eigenmachtige 

verlroop) yaito menjual alas keknasaan sendiri benda-baoda debitor 

daiam hai debitor wanprestasi; 
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Kekuasaan kreditor untuk menjual sendiri barang gadai apahila 

debitor melakukan wanprestasi tersebut diatur dalam Pasal 1155 

KUH Perdata. 

b. Kreditor berhak menjual benda bergerak milik debitor melalui 

perantarl!rul Hakim dan disebut riee/ executie. 

c. Kreditor berhak mendapatkan penggantian dari debitor semua 

biaya yang bermanfaat yang telab dikeluarkan Kreditor untuk 

keselamatan benda gadai. 

Mengenai hak kreditor untuk mendapatkan penggantian biaya 

keselarnatan benda gadai tersebut diatur dalarn Pasal 1157 ayat (2) 

KUH Perdata. 

d. Jika suatu piutang digadaikan dan mengbesltkan bunga, maka 

kredltor berhak memperhltungkan benga tersebut untuk 

dibayarkan kcpadanya. 

Hak kreditor mendapatkan bunga ini diatur dalam Pasal JJ 58 

KUH Perdata. 

e. Kreditor mempunyai hak retentie yaitu hak kreditor untuk 

menahan benda debitor sampai debitor membayar sepenuhnya 

utang pokok ditambab bunga dan biaya-biaya lainnya yang teleb 

dikeluarkan oleh kreditor untuk menjaga keseiamatan benda gadai. 

Mengenai hak retentie kreditor ini dialur dalam Pasal 1159 KUH 

Perdata. 

4.1.2 ffipotik 

Hipotik merupakan salab satu hak kebendaan yang digunakan 

sebegai jaminan pelunasan hutang. Hipotik dialur daiam Pasal 1162 

s.d. 1232 KUH Perdata. Dengan telab berlakunya Undang-Undang 

Nomor 4 Tabun 1996 tentang Hak Tanggungan alas Tanab Beserta 
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benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka Hipotik tidak dapat 

lagi dilalrukan atas tanah dan segala benda yang berkaitan dengan 

tanah. 

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor IS Tahun 1992 

tentang Penerbangan, hipotik masih berlalru terbadap Kapal Terbang 

dan Helikopter. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 1992 tentang Pelayaran, hipotik masih berlalru untuk kapallaut 

dengan bebot 20m3 ke atas. 

Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak 

bergerak, untak mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan 

suatu perikatan. 

Berdasarkan bunyi Pasal 1168, Pasal 1171, Pasal 1175, Pasal 

1176 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari jarninan hipotik adalah 

sebagai berikut: 

a. Harus ada benda yang dijaminkan. 

b. Bendanya adalah benda tidak bergerak. 

c. Dilakukan oleh orang yang memang berhak memindahtangankan 

bendajaminan. 

d. Ada sejumlah uang tertentu dalarn perjanjian pokok dan yang 

ditetapkan dalarn suatu akta. 

e. Diberikan dengan suatu akta otentik. 

f. Bukan untuk dinikmati atau dimiliki, namun hanya sebagai 

jaminan pelunasan hutang saja. 

Hipotik mempunyai sifat hak kebendaan pada umumnya yaitu: 

a. Absolut, yaitu hak yang dapat dipertahankan 1erhadap tuntutan 

siapapun; 

b. Droit de suite; dan 
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c. Droit de preference. Di sini hak jaminan kebendaan tidak 

berpengaruh oleh kepailitan ataupun oleh penyitaan yang 

dilakukan atas benda bersangkutan. 

Sedangkan ciri khusus hipotik adalah accessoit, ondeelbaar. 

dan mengandung hak untuk pelunasan hutang. Namun jika 

dipel.janjikan, kreditor berhak menjual benda jaminan atas kekuasaan 

sendiri jikalau debitor wanprestasi43
. 

4.1.3 Fidusia 

Fidusia herasal dari kala fides yang berarti kepercayaan. 

Fidusia adalah suatu petjanjian accessoir antara debitor dan kreditor 

yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas 

henda-benda bergerak milik debitor kepada !creditor narnun henda­

benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitor sebagai peminjam 

pakai dan hertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali 

uangpinjaman44• 

Lembaga jaminan fidusia pada mulanya hanya mendapatkan 

pengakuan keberedaannya melalui yurisprudensi, namun dengan Ielah 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia (yang selanjulnya disebut UU Fidusia), lembaga. 

jaminan ini sud~ mendapat pengakuan resmi atas keberadaannya. 

Pasal 1 Angka 2 UU Fidusia merumuskan pengertian jaminan 

fidusia sebagai berikut: 

43 /nid, hlm. 92 

~ Ibid, blm.43 

"Jaminan Fidusia adalah hak jaminan alas benda bergerak 
baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan henda 
tidak bergerak khususeya bangunan yang tidak dapal 
dihebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam 
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi 
Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang 
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima 
fldusia Jerhadap kreditor lainnya". 

Ciri dan sifat Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut: 

a. Jaminan kebendaan (security right in rem) 

Dengan adanya hak mendahulu yang dimiliki oleh Penerima 

Fidusia dari kreditor lainnya, dan adanya pendaftaran fidusia yang 

mencenninkan asas publisitas telah mengisyaratkan bahwa 

jaminan tid usia adalah jaminan kebendaan. 

b. Accessoir 

Menurut Pasal 4 UU Fidusia, bahwa jaminan fidusia merupakan 

peijanjian ikutan dari suatu peijanjian pokok yang menimbulkan 

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Maka dari itu 

fidusia akan hapus apabila utang yang dijamin dengan fidusia 

sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pokok telah lunas atau 

hap us seperti diatur dalam Pasal 25 ayat ( 1) buruf a UU Fidusia 

c. Droit de suite 

Menurut Pasal 20 UU Fidusia, jaminan fidusia tetap mengikuti 

benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun 

benda tersebut berada". Dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa 

ketentuan ini mengakui prinsip "droit de suite." yang telah 

merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia 

dalom kaltannyadengan hale mutlak atas kebendaan (in rem)". 

45 Pasal 20 Undang..Undang: Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jamirum Fidusia, Lembarnn Negara 
Republik Indonesia Thhun 1999 Nomor 168 

46 Penjclasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan F!dusia. 
Tambahan Lembaran Nega.ra lU::publik Indonesia Tahun 1999 Nomor 38&9 
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d. Droit de preference 

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Fidusia, penerima fidusia 

mernpunya1 kedudukan yang diutamakan terhadap kreditor 

lainnya. 

Mengenai hak mendahulu penerima fidusia ini diatur dalam Pasal 

27 UU Fidusia sebagai berikut: 

(1) Penerima Fidusia memUilci hak yang didahulukan 
terhadap kreditor /ainnya. 

(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (I) ada/ah hak penerima fidusia untuk mengambi/ 
pelunasan jJiutangnya atas hasil eksek:usi Benda yang 
menjadi obyek Jaminan Fidusia. 

(3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak 
hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi 
Pemberi Fidusia. 

Dari penjelasan Pasal27 ayat (I) UU Fidusia diketahui bahwa hak 

yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftara Fidusia. 

Kemudian adanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU Fidusia 

dijelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan hak agunan atas 

kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan dalam 

Undang-Undang tentang Kepailitan menentukan bahwa benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia berada di luar kepailitan dan 

atau likuidasi. 

e. Constitutum Possessorium 

Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia dilakukan dengan earn constitutum possessorium 

yang artinya pengalihan hak milik atas suatu benda dengan 

melanjutkan penguasaan atas benda yang bersangkutan. 
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f. Jaminan Pelunasan Hutang 

g. Asas Publisitas 

Pasal II ayat (l) UU Fidusia menyatakan bahwa benda yang 

dlbebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dalam 

Penjelasan Pasal 11 ayat (I) ternebut dinyatakan bahwa 

penda!laran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia 

dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi tidusia, dan 

penda!larannya mencakup benda baik yang berada di dalam 

maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk 

memenubi publisitas sekalian merupakan jaminan kepestian 

terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani 

Jaminan fidusia. 

h. Asas Spesialitas 

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia menurut Pasal 5 ayat 

(1} dibuat dengan Akta Notaris dan merupakan Akta Jarninan 

Fidusia. 

1. Dapat diberikan kepada lebih duri seorang Penerima Fidusia 

(kreditor) dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. 

j. Pemberi Fidusia dilarang melakakan Fidusia ulang (ganda) 

terhadap benda yang telah menjadi objekjaminan fidusia terdailar. 

k. Parate eksekusi 

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam 

pelaksanaan eksekusinya melalui lembaga parate eksekusi, yaitu 

apebila pihak pemberi fudisia cidera janji47
• Berdasarkan Pasal 15 

ayat (3) UU Fidusia, apabila debitor ciderajanji, Penerima Fidusia 

'~1 Frieda Husni Hasbullah, Op.cit, hlm. 79 
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mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia atas kekuasaannya sendiri. 

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata 

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 

MAHA ESA", yang mana dengan adanya irah-irah tersebut maka 

setifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sam a 

dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 

Selain adanya irah-irah dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, 

pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan Penerima Fidusia hak yang 

didahulukan terhadap kreditor lain. 

4.1.4 Hak Tanggungan 

Munculnya hak tanggungan dilatarbelakangi oleh perlunya 

lembaga jaminan yang memberikan kepastian hulrum dan 

perlindungan baik kepada penyedia maupun penerima kredit Perlunya 

lembaga jaminan kredit yang demikian adalah dalam rangka 

mendorong lembaga pembiayaan guna meningk:atkan pembangunan. 

Hak Tanggungan sebenamya menyangkut tiga aspek sekaligus 

yaitu pertama, berkaitan dengan hak. jaminan atas tanah. Kedua, yang 

berkaitan dengan perkreditan dan yang ketiga, berkaitan dengan 

perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. 

Mengenai Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun !996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta 

Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut 

UUHT). Dalam Penjelasan Umum Angka 3 UUHT diberikan ciri-ciri 

dari lembaga jaminan berupa Hak Tanggungan yaitu: 
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a. memberik:an kedudukan yang diutamakan atau mendahuJu kepada 

pemegangnya; 

b. selalu rnengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun 

obyek itu berada; 

c. memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat 

pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak­

pihak yang berkepentingan; 

d. mudah dan pasti pelaksanaan eksakuslnya. 

Dalam hal debitor melakukan wanprestasi atau cidera janji, 

maka dalam ketentuan Pasal 20 ayat (I) huruf a dan b UUHT 

menetapkan dua cara untuk melakukan eksek:usi. Adapun cara tetsebut 

sebagaimana terdapat dalam bunyi Pasal 20 ayat (I) huruf a dan b 

UUHT sebagai berikut: 

(1) Apabila debitar cider a janjl, malra berdasar/ran: 
a. hak pemegang Hak Tanggangan pertama untuk. 

menjua/ obyek Hak Tanggungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa/ 6, atau 

b. titel eksekutorial yemg terdapat da/am sertipikut 
Hak Tanggungan sehagaimana dimaksud dalam 
Pasa/ 14 ay<>t (2), 

ohyek Hak Tanggungan dijual me/alui pe/e/angan 
umum menurot tata cara yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan untuk pelunasan 
piutang pemegang Hak 1'anggungan dengan hak 
mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya. 

Ketentuan dalam Pasal 20 ayat {I) UUIIT tersebut merupakan 

perwujudan dati kemudahan yang disediakan oleh UUHT bagi para 

kreditor pemegang Hak Tanggnngan dalam hal barus dilakukan 

eksekusL 

Peda prinsipnya setiep eksakusi hams dilaksanakan dengan 

melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat 

diperoleb harga yang paling tinggi untuk obyek Hak Tanggungan. 

Kreditor berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dati hasil 
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penjualan obyek Hak Tanggungan. Dalam hal basil penjualan itu lebih 

besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nHai 

tanggungan, sisanya menjadi hak pemberl Hak Tanggungan. 

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 21 UUHT dinyatakan 

bahwa apabila pemberi Hak Tanggungan paitit maka pemegang Hak 

Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hal yang diperoleh 

darl UUHT, sebagai berikut: 

''Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, 
pemegpng Hak Tanggungan tetap berwenang me/akukan 
segala ha~;rang diperolehnya menurut lretentuan Undang­
undangim " 

Dari ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UUHT tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kreditor pemegang Hak Tanggungan dapat 

mengeksekusi obyek hak tanggungan dan menjualnya sendiri, yang 

artinyu adalah dapat bertindak seakan-akan tidak teljadi kepailitan. 

Prinsip persarnaan kedudukan terbadap basil eksekusi hoedel pailit 

(paritas creditorum) telah dikecualiksn terbadap golongan kredltor yang 

memegang hak jaminan kehendaan dan golongan kreditor yang hakuya 

dldahulukan berdasarkan UUK PKPU dan peraturan perundangan lainnyu"'. 

Pemegaug hak jamioan kebendaan memiliki hak istimewa atas dasar 

hak preference sesuai ketentuan dalam KUH Perdata untuk hak gadai dan 

hipotik. serta dalam UUHT untuk Hak Tanggungan dan UU Fidusia untuk 

jaminan fidusia. 

:10 Triweka Rioanti, Dllematis Kreditur Separatis di Pengadilan Niaga. Triwcka 
Rinanti&Partner, JM:arta. 2006, hlm. 31 

s6 Munir Fuady, llukum Pailit dalam Teori dan Prafaek, Cilia Aditya Bakti, Bandung, 2005, 
hlm.23 
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Bermacam-macamnya hak jarninan kebendaan tidak merubah asas 

yang berlaku umum bagi hak jaminan kebendaan sebagai berikut: 

a. Hakjaminan kebendaan merupakan hak absolut atas benda; 

b. Hak jarninan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor 

pemegang hak jaminan terhadap para kreditor lainnya (droit tie 

preference); 

c. Hak jaminan merupakan hak accesoir terhadap perjanjian pokok yang 

dijamin denganjaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin adalah 

perjanjian utang piutang antara kreditor dan debitor. 

d. Hak jaminan merupakan hak kebendaan yang akan selalu melekat di 

atas bend a tersebut (Droit tie suite). 

e. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang hak 

jaminan itu. Yang artinya adalah bahwa benda yang dibebani dengan 

bak jarninan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debilxlr 

dinyatakan pailit oleh Pengadilan. 

f. Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk 

melakukan eksekusi atas bakjaminannya. 

g. Karena bak jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan 

berlaku bagi pihak ketiga. 

Dalam Pasal 138 UUK PKPU, kreditor yang plutangnya dijamin 

dengan gedai, jaminan fidusia, bak tanggnngan, hipotek., hak agunan alas 

kebendaan lainnya, at.au kreditor yang mempunyai hak yang diistimewakan 

alas suatu banda tertentu yang termasuk dalam harta pailit dan kreditor 

tersebut dapat membuktikan bahwa sebagian piut.ang tersebut kemungkinan 

tidak akan dapat dilunasi dari basil penjualan benda yang menjadi agunan, 

maka kreditor tersebut dapat memint.a agar dibarikan hak-bak yang dimiliki 

oleh kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengnrangi 
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haknya untuk didahulukan atas bend a yang menjadi agunan atas piutangnya 

itu. 

Selanjutnya dalam Pasal 199 UUK PKPU dinyatakan bahwa dalam 

hal suatu benda yang diatasnya terletak hak istimewa tertentu, gadai, 

jaminan lidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan 

lainnya dan bnnda tersebut dljual, maka hasll penjualan bnnda tersebut 

dlbayarkan kepada pemegang hak tersebut sebelum dibagikan kepada para 

kreditor konkuren bila masih ada sisa dari penjualan itu. 

Jumlah pembayaran tersebut adalah sebesar paling tinggi nllai 

plutang yang dldahulnkan yang menjadi hak para kreditor preferen itu 

dikumngi dengan penahayaran yang telah diterima sebelumnya, yaitu 

pembayaran yang diterima ketika diberikan pembaginn menurut Pasal 189 

UUKPKPU. 

Menurut Pasall89 ayat (4) UUK PKPU, bahwa pembayaran kepada 

Kreditor: 

a. yang mempunyai hak yang diistimewakan, tennasuk di dalamnya hak 

yang dlbantah; dan 

b. pemegang gadai, jaminan lidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak 

agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak: dibayar menUnlt 

ketentuan sebagalmana dimaksud dalarn Pasal 55, dapat dllakukan dari 

basil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa 

atau yang diagunkan kepada mereka. 

Menurut ketentuan Pasal 55 ayat (I) UUK PKPU, setlap kredltor 

pemegang gadai, jarninan lidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan 

atas kebendaaan lalnnya, dapat mengeksekusi baknya seo!ah-olah tidak 

teJjadi kepailltan. 
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Pasal 55 ayat (1) UUK PKPU 

"Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 56, Pasal 57,dan Pasal 58, seriap Krediior pemegang 
gadai. jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek. a/au hak a gun an 
atas ke-bendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seo/ah-oleh 
tidak terjadi kepailitan". 

Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUK PKPU tersebut, hak 

separatis pemegang hak jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133 

juncto Pasal 1134 KUH Perdata yaitu menempatkm kreditor pemegang hak 

jaminan sebagai kreditor separatis diakui oleh UUK PKPU. 

Tetapi kemudian dalam ketentuan Pasal 56 ayat (!) UUK PKPU 

menentukan bahwa hak aksekusi Kreditor sebagaimana dhnaksed dalam 

Pasa!SS ayat (I) dan hak pihak ketiga untuk menuntut harianya yang berada 

dalam penguasaan Debitor pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangke 

waktu paling lama 90 (sembilan pulub) hari sejak tanggal putusan pailit 

ditetapkan. 

Sehingga kemudian jaminan hutang tidak dapat diaksekusi oleh 

kreditor separatis karena harus menunggu (stay) atau bahkan hams 

mengeksekusi dalam jangka waktu tertentu545• 

Bahkan selama jangke waktu penangguhan tersebut, Kurator dapat 

menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam penguasaan 

Kurator bacdasar ketentuan Pasal56 ayat (3) UUK PKPU sebagai barikut: 

"Selama jangka waklu penangguhan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kuraror dapat menggunalra harta pailit berapa 
ben.da tidak bergerak maupun benda bergerak atau merifual 
harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam 
penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha 
Debiwr, dalam hal telah diberi/a:m perlindungan yang wajar 
bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana 
dimaksnd pada ayal (1)" 
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Dengan demikian maka harta Debitor yang sudah dibebani hak 

jaminan pada masa slay dapat dijual oleh Kurator seperti halnya harta pailit. 

Hal ini mengaburkan maksud dan tujuan dari hak jaminan itu sendiri yang 

mana seharusnya dapat dieksekusi dan dijual sendiri oleh kreditor 

pemegang hakjaminan. 

Munir Fuady menjelaskan bahwa tidak selamanya jaminan hutang 

dapat dieksekusi kreditor separatis. Ada kalanya dia harus menunggu (stay) 

atau bahkan harus mengeksekusi dalam jangka waktu tertentu. seperti 

terlihat dalam pasal59 UUK PKPU. 

Dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (!) UUK PKPU dikemukakan 

bahwa penangguhan yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (I) itu bertujuan 

antara lain untuk memperbesar kemungkinan tercapai perdamaian. atau 

Uhluk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau untuk 

memungkinkan Kurator melaksanakan tuga:mya secara optimal. 

Adapun diagram proses ekselrusi jaminan hutang dalam kapalliton 

adalah sebagal herikut: 

Diagram Proses Eksekusi Jaminan Hutang dalam Kepailitan 

stay tidakada 

+++++A------- B +++++++ C l (90 hari) jangka waktu 

kewenangan l 
kreditor 

kewenangan 

kreditor 

2 bulan 

(kewenangan 

kreditor) 

(kawenangan 

kurator) 
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Keterangan Diagram : 

+ + + + + + + : kewenangan eksekusi oleh kreditor separatis 

--------- : kreditor separatis tidak punya kewenangan eksekusi 

A : Putusan Pailit Pengadilan Niaga 

B : Masa Stay berakhir yaitu maksimal 90 hari setelah putusan pailit 

C : Insolvensi, yaitu debitor pailit dalam keadaan tidak. mampu membayar 

D : Habisnya masa kewenangan Kreditor Separatis 

Dengan adanya ketentuan Pasal 55 ayat (I), maka nampalmya UUK 

PKPU telah mengakui hak separatis dari Kredtor pemegang hak jaminan, 

sebagai hak yang didahulukan seolah-olah tidak terjadi kepailitan walaupun 

telah menghilangk:an esensi dari hak separatis itu sendiri dengan adanya 

masa stay dan dengan adanya ketentuan Pasal56 ayat (I) UUK PKPU. 

Harta debitor yang telah dibebani oleh hak jaminan kebendaan 

memberikan hak separatis (droit de preference) kepada penerima hak 

jaminan kebendaan, yang mana kreditor tersebut mempunyai hale dan 

kekuasaan untuk melakukan eksekusi dan menjual benda tersebut, yang 

caranya disesuaikan dengan sifat hale kebendaan masing-masing. 

Adanya sifat hak jaminan kebendaan, yaitu droit de preference, droit 

de suite, hak absolut atas benda, serta parate/riil eksekusi, serta adanya asas 

publisitas dan spesialitas telah memberikan kepastian hukum bagi kreditor 

pemegang hak jaminan kebendaan untuk mendapatkan pelunasan terlebih 

dahulu dari benda yang dibebani hak jaminan seolah-olah tidak terjadi 

kepailitan. 
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Dari paparan sebeiumnya mengenai bermacam-macam hak jaminan 

kebendaan, maka jaminan kepastian hukum dalarn hak jaminan kebendaan 

tersehut terlihat dari sudut pandang: 

a. Benda Obyek Jaminan 

Dilihat dari segi henda obyek jaminan, sudah merupakan sifut umum 

darl hak jaminan kebendaan baik itu gadai, hipotik, jaminan fidusia 

maupun hak tanggungan yaitu mernberikan nak absolut atas benda yang 

mana hak tersebut dapat dipertahankan dari tuntutan siapapun dan 

bahwa hak jaminan melekat pada benda obyek jaminan dimanapun 

benda itu berada atau droit de suite. 

b. Eksekusi Obyek Jaminan 

Dalam hak jaarinan kebendaan, kreditor diberikan kekuasaan untuk 

mengeksekusi atau menjual sendiri benda obyek jaminan apabila 

Debitor wanprestasi, untuk mendapatkan pelunasan. Dalam Fidusia dan 

Jaminan Hak Tanggungan, yang mana kekuasaan menjual ini ditandai 

dengan adanya titel eksekutoriaL. 

c. Droit de preference 

Keseluruhan hak jaminan kebendaan memberikan hak untuk 

didahulukan pelunasan piutang pemegang hak jaminan kebendaan yang 

diambil dari bend a obyek jaminan dari kreditor lalnnya. 

Pasal 55 UUK PKPU telah diakui bahwa kreditor pemegang hak 

jaminan kebendaan ini dapat melakukan aksekusi seolah tidak teljadi 

kepailitan. Namun dengan adanya masa stay rnaka kreditor pemegang hak 

jaminan kebendaan atau kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi benda 

obyek hak jaminan, yang mana Kurator yang berwenang untuk melakukan 

penjualan atas barang jaminan tersebut. Adanya masa stay ini dimaksudkan 

agar dapat diusahakan ba.nmg jaminan tersebut mendapatkan harga terbaik, 

tidak hanya sehatas pada utang Debitor kepada kreditor pemegang hak 
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jaminan kebendaan tersebut. Meskipun demikian, kreditor separatis tetap 

mempunyai hak atas pelunasan piutangnya darf benda yang telah dibebani 

hak jaminan tersebut meskipun penjualan atau pelelangannya dilakukan 

oleh Kurator. 

Dalam hal kreditor separatis melakukan eksekusi hak jaminan 

kebendaannya berdasarkan Pasal 55 UUK PKPU, maka kedudukan utang 

dengan hak jaminan kebendaan mendahulu pelunasannya dari kreditor 

lainnya termasuk utang pajak. Sehingga dapat dikatakan hahwa nonna yang 

terdapat dalam Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

Sebagaimana Terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya 

disebut UU KUP) menyatakan bahwa dalarn hal Wajib Pajak dinyatakan 

pallit; bubar atau dilikuidasi, maka Kurator dilarang membagikan harta 

wajib pajak dalarn pallit kepada pemegang saban atau kreditor lalnnya 

sebelum meuggunakan harta Wajib Pajak tersebut untuk membayar utang 

P'liak Wajib Pajak, adalah tidak efektifuntuk utang dengan hakjarninan. 

Namun demikian tidaklah dapat dikatakan sesederhana itu. Dalam 

penagiban pajak, dapat dilakukan dengan Sural Paksa dengan tindakan 

penyitaan atas seluruh barang penanggung pajak, termasuk barang yang 

dibebani hak jaminan kebendaan. Dengan demikian, meskipun pengaturan 

lamngan bagi Kurator tersebut menjadi tidak efektif apabila pelunasan utang 

pajak melalui jalur kepailitan, tanpa melalui jalur penagihan pajak sesuai 

undang-undang di bidang perpajak:an. 

Pasal 21 ayat (3a) UU KUP memang tidak berimpliksi langsung 

terhadap kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, namun dengao 

didukung adanya ketentuan Pasal 14 Undang-Undaug Nomor 19 Tahun 

1997 Sebagaimana Telah Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2000 tentang Penagiban Pajak dengan Sura! Paksa, otoritas pajak 

dapat melakukan penyitaan terhadap barang penanggang pajak tanpa 
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terkecuati walaupun telah dibebani hak: jaminan kebendaan. Ketentuan 

dalam Pasal 14 tersebut tidak menghormati a.sas-asas hak jaminan 

kebendaan, yaitu adanya asas publisitas dan pendaftar~ kekuasaan parate 

eksekusi dan adanya irah-irah dalarn Sertifikat Jaminan Fidusia dan Hak 

Tanggungan, yang artinya rnempunyai kekuatan eksekutorial. Kepastian 

hukum bagi pemegang hak jaminan telah dikurangi dengan adanya 

ketentuan dalam peraturan perpajakan tersebut 

Dari uraian mengenai kreditor pemegang hak jam.inan kebendaan 

dan simpang slur kepestian hukumnya, maka dalam menentukan urutan 

priorilaS kreditor, perlu pula untuk dipertimbangkan mengenai kedudukan 

pen ling dari hak jaminan sebagai berikut: 

a. Hale jaminan kebenduan merupakan lembaga jaminan yang digunakan 

dalam sektor perkreditan, yaitu merupekan salah satu dalam prinaip SC, 

yaitu edanya collateral sebagai kriteria yang digunakan dalam 

pemberian kredit. 

b. Haklm Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.I 8/PUU-VJ/2008, 

dalam perkara pengujian UUK PKPU yang diajukan oleh Federasi 

Seriket Buruh Indonesia yang mewakili buruh PT. Sindoll Pratama 

memberikan pertimbangan bahwa adanya unsur mo<lal merupakan suatu 

unsur yang esensial, dimana tanpa adanya modal proses produksi tidak 

berjalan. Selanjutnya apahila proses produksi tidak berjalan maka akan 

mempengaruhi penciptaan lapangan kerja60
. 

4.2 Utang Upah Pekerja alan Karyawan 

Pernyataan pailit Debitor tentu akan mernbawa akibat hukum 

sebagaimana telab diuraikan sebelumnya. Kepailitan Debitor tidak hanya 

bemkibat pedn kreditor dan barta bendanya, tetapi juga pada buruh atau 

M Putusan Mahkamah Konslitusi No. U/PUU-VI/200& 
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tenaga kerja. Bahkan Kurator dapat memutuskan hubungan kerja buruh atau 

tenaga kerja Debitor Pail it yang tentu saja dengan memperhatikan perjanjian 

kerja sesuai Pasal39 UUK PKPU sebagai berikut: 

(1) "Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan 
hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat 
memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu 
menurut persetujuan a/au ketentuan perundang-undangan 
yang berloku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja 
tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling 
singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya. 

(2) Sejak tanggal putusan pemyataan poi/it diucapkan, upah yang 
terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit 
diucapkan merupakan utang harta pailit". 

Dengan demikian sesuai ketentuan tersebut maka upah pekeija 

dan/atau karyawan yang belum dibayar adalah mcrupakan utang harta pailit. 

Lalu bagaimanakah kedudukan pelunasan utang upah pekelja dalam 

kepailitan? 

Yang dimaksud dengan upah sebagaimana tertuang dalam 

Penjelasan Pasal 39 UUK PKPU adalah hak pekelja yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imba1an dari pemberi kerja kepada 

pekerja atas suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan, 

ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, 

atau peraturan perundang-undangan, tennasuk tunjangan bagi pekerja dan 

keluarga.61 

UUK PKPU menyatakan kedudukan utang upah pekelja, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) yaitu bahwa utang upah 

pekerja merupakan utang harta pailit. Utang upah pekerja atau karyawan 

61 Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Pembayaran Utang, Tambahan Lembaran Negara Nom or 4443 
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merupakan utang harta pailit sehingga harus terlebih dahulu dikeluarkan 

dart harta pailit sebelum harta pailit dibagi-hagi kepada kreditor62
• 

Meskipun demikian, dalam Pasal 1149 KUH Perdata telah 

menempatkan upah buruh sebagai hak. istimewa atas benda bergerak dan tak 

bergerak pada umumnya (general statutory priority right) sehingga 

tennasuk dalam Hak Istimewa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1131 

KUH Perdata yang artinya pelunasan piulllngnya harus didahuluksn atau 

barkedudukan sebagai kreditor preferen. 

Lalu bagaimanakah pengaturan mengenai uta.ng upah Peketja. daiam 

pailit dilihat dari ketentuan peraturan perundangan di bidang 

ketenagake!jaan? Penyelesaian ulllng upah pekelja danlatau karyawan 

Debitor Pailit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan), dalam Bab X 

Perlindungan, Pengu.pahan, dan Kesejahteraan. 

Pengupahan tennasak salah satu aspek penting dalrun perlindungan 

peke!ja atau buruh, dirnana hal ini secara tegas diarnanatkan peda PasaJ 88 

ayat (I) UU Ketenagakerjaan, bahwa setiap pekerja atau burub berhak 

memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan63• 

Lebih lanjut, Abdul Khaldm mengemukakan beberapa prinsip 

pengupeban sebagai berikut: 

a. Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan keJja dan 

berakhir pada saat hubungan kelja putus; 

b. Pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi upah bagi 

pekerjalburuh laki-laki dan wanita untuk jenis pekerjaan yang sama; 

61 Munir Fuady, Op.cil, blm. 151 
m Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan indonesia Berdasarkan Undang~ 

Undong Nomar J3 Tahun 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm,74 
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c. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak metakukan pekerjaan 

(no work no pay); 

d. Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap; 

e. Tuntutan pembayarnn upah pekerja/buruh dan segala pembayarnn 

yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah 

melarnpaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak64
• 

Dengan terjadinya pailit atau dengan telah dinyatakannya pengusaba 

sebagai Debitor Pailit rnaka akibat hukum bagi pakeda atau buruh dapat 

berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)". Dengan demildan rnaka ketika 

te(iadi kepailitan yang partama terkena dampak adalah pekerja atau burah, 

yaitu dilakukan PHK., yang tentunya bardampak pada tidak adanya 

penghasilan untuk mencakupi kebutuban. Mencari pakedaan baru bukanlah 

hal yang mudah sementara kebutuhan untuk berlahan hidup setiap harinya 

harus tetap dipenuhi. 

Suatu perusahaan yang pailit dapat saja memang tidak mampu untuk 

membayar kreditomya sehingga dapat pula perusahaan tersebut mempunyai 

utang upah pula terhadap pekedanya. 

Dalam hal te(iadi pailit tersebut, rnaka Bab X UU Ketenagakerjaan 

yaitu pada Pasal 95 ayat (4) dan Penjelasannya telah mengatur parihal 

kedudukan utang upah Pek<da atau karyawan Debit<>r Pailit sebagai berikut: 

64 lbid 

(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang herlaku, 
ma/w upah dan hak-hak /ainnya dari peke1jalburuh 
meropakan utang yang didahuluktm pem-bayarannya. 

65 
Da.Iam Pasal J 65 disebutkan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan 

kexja terbadap pekcija atau b!iruh karena perusahaan paUit. dengan ketentulltl pekeijalburuh befhak 
atas uang pesangon sebesar I (satu) kali kctentuan Pasal 156 ayat (2). uang penghargaan masa kerja 
sebcsar l {satu} kaJi ketentu.an Pasal lSG ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasa1156 
ayat (4) .• terdapat dalam Lalu Husni, PengaJitar Hukum Ketenagaker:fMn Indonesia. Ra:ja Gmfindo 
Persada. Jakarta, 2005, hlm.171 
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Penjelasan Pasa/95 ayat (4) 

Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah 
peketjalburuh 1u:nus dibayar lebih dahulu dari pada utang 
lainnya. 

Sesuai Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakedaan, maka pembayaran 

utang upah pekerja harus didahulukan dari utang lainnya. Yang kemudian 

menjadi raneu adalah utang upah pekerja rersebut harus didahulakan dad 

utang yang mana karena dalam UU Ketenagakarjaan hanya disebutkan 

bahwa utang upah pelrerja didahulukan dad utang lainnya. 

Apakah utang upah pelrerja dapat lebih tinggi dad utang hak jaminan 

kebendaan? 

Menurut Pasal 1134 KUH Perdata bahwa hak istimewa adalah hak 

yang oleh undang-undang dibarlkan lrepada seorang berpiutang sehingga 

ting!retnya lebib tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata 

berdasarkan sifat piutangaya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi 

dadpada bak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang 

ditentukan sebaliknya. Selanjutnya dalam Pasal 1135 KUH Perdata 

dinyatakan bahwa diantara orang-orang berpiutang yang diistimewakan1 

tingkarannya diatuc menurut berbagai-hagai sifat hak-hak istimewanya, 

sebagai berikut: 

"Di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, 
tingkatannya diatw menurut berbagai-bagai sifat hak-hak 
istimewanya" 

Mana yang harua didahulakan deli berbagal sifat hak istimewa 

diatur datam Pasal t 138 KUH Poolata yang berbunyi sebagai barlkut: 

''Hak~hak istimewa ada yang mengenai benda-benda tertentu 
dan ada yang mengenai seluruh benda~ baik bergerak maupun 
tidak bergerak Yang perlama didahulukan daripada yang 
tersehut terakhir" 

Upah pekelja atau buruh tennasuk dalam hak istimewa atas semua 

benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya, sehingga kedudukannya 
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adalah setelah hak istimewa yang mengenai benda-benda tertentu. Dengan 

dikelompokkllnnya upah pokerja atau buruh dalam hak istimewa atas benda 

pada umumnya (general statutory priority) sehagaimana diatur dalam Pasal 

1149 KUH Perdata, maka KUH Perdata telah menempntkan kedudukan 

utang upah pekerja pada urutan ketiga setelah kreditor pemegang hak 

jaminan kebendaan, dan kreditor hak istimewa atas barang tertentu. 

Adapun urut-urutan prioritas tagihan yang termasuk da!am hak 

mendahulu atau diistJmewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak 

peda umumnya adalab sebagai berikut: 

o. Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan 

penyeJesaian suatu warisan; biaya ini didahulukan daripada gadai dan 

hipotik; 

b. Biaya'biaya penguburan; 

c. Biaya pengobatan dan perawatan; 

d. Upab para burub; 

e. Piutang karena penyerahan baban-bahan makanan selama 6 (enam) 

bulan terakhir; 

f. Piutang para pengusaha sekolah berasrama selama I (satu) tahun 

terakhir; 

g. Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang dalam pengampuan 

terhadap wali dan pengampu atas mengenai pengurusan mereka. 

Namun demildan, UUK PKPU dalam Pasat 39 ayat (2) menyatakan 

bahwa utang upab pakerja merupakan utang harta pllitit (esfafe debts), 

dengan demildan maka Kurator harus memasukan utang upak pekerja 

sebagai utang harta pailit. Adanya pengakuan dari undang-undang ini tidak 

banyak membantu apabila dabun suatu kondisi dimana harta pailit tidak 

cukup memenuhi jumlab utang yang ada, dan sebagian besar kreditor adalah 
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kfeditor separatis atau kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dan untuk 

ntemenuhi utang pajak. 

Mengenai apakah upah buruh dapat mendahulu dari kreditor separatis, 

beberapa kali Dalam Putusan No. 18/PUU-Vl/2008, Mahkamah Konstitusi 

telah mengadili permohonan pengujian mengenai kedudukan kreditor 

separatis yang dianggap melanggar hak asasi manusia dalam hal ini adalah 

buruh, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa apakah kedadukan 

hokum utang upah buruh yang tidak secara tegas (ekspressis verbis} 

menyebut sebagai kreditor separatis maupun kreditor preferen dalam UU 

Kepailitan dan PKPU, melainkan hanya dalam UU Ketenagaketjaan, hak­

hak buruh dibayar lebih dahulu. 

Selain iru menurut Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perl<am yang 

sama, bahwa apabila ternyata selurub harta parusahaan habis untuk 

membayru: kreditor sepru:atis, sehingga upah buruh atau pekeija tidak 

terhayarkan, maka diburuhkan campur tangan negru:a uotuk mengatasi 

keadaan demildan melalui berbagai kebijakan sosial yang konkret serta 

menutup celah kelemahan hokum dengan mengatur hubungan antru:a buruh 

dan debitor dalam UU Ketenagakeljaan melalui berhagai kebijukan sosial 

yang konkret, sehingga ada jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak 

buruh atau pekelja terpenubi pada saat debitor dinyatakan pailit. 

Menurut Elijana Tansah dalam Seminar Nasional Kepailitan Tahun 

2008, dapat saja kita meniru Australia yang menempatken utang upah burub 

mendahulu dari utang pajak, namun tetap tidak bisa mendahulu dar! kreditor 

separatis66
• 

Utang buruh atau pakerja mendahulu dari utang pajak, dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

66 Oisampnikan dalam Seminar Nasional Kepailitan yang dise!enggarakan oleh USAID in 
ACCE Project dan AKPI 
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a. PaHitnya suatu perusahaan akan berdampak langsung h,!l;'hadap nasib 

buroh yang bekerja pada perusahaan tersebut; 

b. Adanya prinsip pengupahan "no work no pay" yang berarti ketika 

"worker work must JXfY ". 

c. Pajak bukan merupakan satu-satunya sumber penerimaa.n negara, namun 

upah merupakan satu-satunya sumber penerimaan buruh yang didapat 

dari pekerjaannya itu. Negara memperoleh pajak dengan 1'memaksa" 

wajib pajak dengan kontmprestasi secara tidak langsung; sedangkan 

buruh mendapa!kan upah dengan melakukan pekerjaan terlebih dahulu. 

d. Negara tidak akan bangkrut hanya karena tidak mendapatkan palunasan 

ullmg pajak dari penanggung pajak pailit 

e. Upah merupakan hak konstitusional sehagaimana dimakand dalam Pasal 

280 UUD 1945, dan juga rnerupakan hak imruh sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

f. Selain itu, negara rnasih dapat memungut pajak dati wajib pajak lain 

yang termasuk tidak dalam keadaan pailit (produklil), sedang buruh 

hanya dapat menuntut upah dati majikannya. 

Demikian pentingnya upah buruh bagi kehidupan buruh, yang mana 

hak asasinya teiah dituangkan secarajelas dalam konstitusi negara kita. 

Demikian pula di Amerika Serikat, walaupun tennasuk negara 

kapitalis, namun kedudukan upah buruh dianggap penting dan diprioritaskan 

dari utang pajak, bal tersebut dapat dilihat dati kasus ll.U.S.C. 

(Supp.V,1958)104 (a) yang telah menempatkan upah buruh dalam prioritas 

kedua dan utang pajak dalam prioritas keempai. 

" The debts to have priority ... and the order of payment, shall 
be ... (2) wages and commissions, not to exceed $600 to each 
cla;mant, which have been earned within three months before the 
date of the commencement of the proceeding, due to workmen •.. 
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(4) taxes legally due and owing by bankrupt to the United 
States.~" 

4.3 Biaya Kepailitan dan lmbalan Jasa J(urator: 

Pada prinsipnya tugas umum dari Kurator adalah melakukan 

pengurusan daolatau pemberesan terhadap haria pailit Dalam menjalankan 

tugasnya seorang Kurator bersifat independen terhadap Debiror dan 

Kreditor. Dalam lJUK PKPU banyak diatur mengenai apa- yang menjadi 

hal:, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan khusus Kurator, antara 

lain yang te(]?enting sebagai berikuf": 

a. Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengumsan danlatau 

pemberesan harta.pailit (Pasal69 ayat fl) UUK PKPU); Tugas ini sudab 

dapet dijalankan sejak tanggal putusan pemya!aan pailit walaupun 

belum 11{-lrraqht. (Pasal J 6 ayat (1) UUK PKPU); 

b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga deitgan syamt bahwa 

pengambilan pinjamaQ semata-mata dilakukan dalam rangka 

meningklrtkan harta pailit (Pasal69 ayat (2) UUK PKPU); 

c. Terhadap pengambilan pinjaman pihak ketiga, dengan persetujuan 

Hakim Pengawas, kurator berwenang untuk membebani harta pailit 

dengan h!lk tanggungen, gadai dan hak.agunan lainnya (PIIS0169 ayat (3) 

UUKPKPU); 

d. Kurator dapat menghadap penga<lilan dengan seizin hakim pengawas 

kecuali untuk hal-hal tertentu (Pasal69 ayat (3) lJUK PKPU); 

e. Kewenangart untuk lnenjJml agunan dari kreditur s_eparalis setdah l 

(dUJZ) bulan in.solvensi (Pasal 59 ayat (I)) atau kurator menjual barang 

bergerak dalam masa stay (Pasal 56 ayat (3)). Ataupun membebaskan 

harang agunan dengan membayar kepada kreditur· sepll(atis yang 

~~a Munir Fuady, Op.c/1, htm, 44 
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bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar dan jumlah hutang yang 

dijamin dengan barang agunan ters~ut (P<!Sal 59 ayat (3) UUK PKPU). 

f. Kewenangan unluk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit 

(persetujuan panitia kreditur atall hakim pengawas j ika tidak ada panitia 

kreditur) walaupun putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi 

a tau peninjauan kembali (Pasa! l 04 UUK PK.PU); 

g. Kurator berwenang tmtuk mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi 

(persetujuan hakim pengawas) (Pasa!IQ7 ayat.(!) UUK PK.PU); 

h. Kewenangan untuk menerima atau menolak: permohonan pihak kreditur 

atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah 

syarat-syarnt penangguhan pelaksanaan hak ekseknsi, hak tanggungan, 

gadai atau hak ~nan la!nnya (Pasal 57 ayat (4) UUK PKPU); 

i. Melaksanakan pembayaran kepada kreditur dalam proses pemberesan 

(Pasal201 UUK PKPU); 

j. Hak korator alas imbalan jasa (fee) yang ditetapkan dalam putusan 

pemyataan pallit ol~ halom yang ~landasksn pada pedoman yang 

ditetapkan oleh Menteri K~akiman (Pasal 75 juncro Pasal 76 UUK 

PKPU). 

k. Tugas, hak dan kewajihan lain yang diatur dalam UUK PKPU dan 

peraturan perundangan lainnya. 

Demikian beberapa tugas penting Kurator, yang pada pekoknya 

adalah pengurusan dan pemberesan harta pailit. Menjadi salah satu 

kewenangan Kurator yaitu dapet menjual harta pailit peda "tahap tertentu" 

dengan "alasan lertentu" yang salah satuo.ya adalah untuk menutupi Ongkos 

atau Biaya Kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pas~l 107 UUK 

PKPU sebagai berikut: 

(1) Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat 
mengillihkan harta pailit- sejauh diperlukan untuk menutup 
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biaya kepailitcm atau apabila penahancmnya akan 
mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap 
putusan pailit diajukan kasasi a/au peninjauan kembali; 

(2) Ketenlua!< sebagaimana dimah;ud dalam Pasal 185 ayat (1) 
berlaku lerhadap ayal (1). 

Dengan demikian maka pelunasan biaya kepailitan dan irnbalan jasa 

lrurator rnerupakan hal panting dalam kepailitan, ditetapkan dalam hal 

pembatalan, peneabutan putusan pailit dan berakbimya kepailitan. l'aSal17 

ayat (2) UUK PKPU mengatur perihal penetapan biaya kepailitan dan 

imbalanjas,a lrurator dalam pembatalan putusan peilit sebagai berikut: 

Pasall? UUK PKPU 

"Maje/is haldm yang membatalkun paluSan pernylaan paillt juga 
menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kuraJor". 

Penetapen biaya kepailitan dan imhalan jasa Kurator juga dilakukan 

oleh Majelis Hakim yang memerintabkan pencabutan kepaililan. 

Peneabutan kepailitan diatur dalam Pasal18 ayat (1). UUK PKPU sebagai 

berilrut: 

(1) Dalam ·hal- haria pai/it titlak cukup unluk membayar biaya 
kepailitan maka Pengadilan alas usul Hakim Pengawas dan 
setelah mendengar panitia Kreditor sementara jika ada. serta 
selelahmemanggfi dengan sah a/au mendengar Debit or. dapal 
memutuskan pencabuton putusan pernyataan pailit. 

Pasal 18 ayat (!) lJUK: PKPU tersebut memperlihatkan pentingnyac 

kedudukan biaya kepaili!an sebagai ukuran dari dapat dilukukannya 

pencabutan putusan pemyataan pailit bila harta pailit tiduk culrup untuk 

membayar biaya tersebut. Selain itu, dalam pencabutan pailit Majelis Hakim 

tetap menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sesuai 

Pasall8 aynt (3) l:JUK l'KPU sebagai berikut: 

(3) Majelis hpkim yang memerintahkan pencabutan pailit 
menetapkan jumlah biaya kepailitan don imbalan jasa 
Kurator. 
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Biaya tersebut kemudian dibebankan kepada Debitor dan harus 

didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan. Hal 

terse but diatur dalam Pasal 18 ayat ( 4) , (5) dan (6) UUK PKPU sebagai 

berikut: 

( 4) Jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator 
sehagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada 
Debitor. · 

(5) Biaya dan imbalanjasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijam}n 
dengan aguncm 

(6) Terhadap penetapan majelis hakim mengenai biaya kepailitan 
dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pad a . ayat 
(3), (idak dapat diajukan upaya hukam. 

Berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUK PKPU maka dapat disimpulkan 

babwa kedudukan biaya kepailitan dan imbalall jas.. Kurator 

didabulukan diatas utang yang tidak dijamin dengan agunan. Apakab artinya 

biaya kepailitan adalab se.telab lp:editor separatis~ Alau. sebelum Kreditor 

Konkuren? 

Demikian pula .. dalam berakhimya kepailitaii, majelis .haklm 

menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang bersifatfinal 

and binding, yang artinya tidak dapat diajukan upaya hukum. Pembayaran 

biaya kepailtan dan imbalan jasa Kurator dilaksanakan melalui panelapan 

eksekusi ole.h Ketu~ Penga<lilan atas permoh.onan K.urator yang diketahui 

oleh Hakim Pengawas sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) UUK PKPU. 

Besamya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir 

dan sesu~i dengan pedoman Menteri Kehakiman. 
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Ketentuan mengenai imbalan jasa kurator ini diatur dalam Pasal 

75 juncto Pasal76 UUK PKPU sebagai berikut: 

Pasai7S 

Pasal76 

"Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailiton 
be;rakhir". 

"Besanrya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator 
sebagaimana dimalrsud dalam Pasal 75 t/itetapkan berdasarkan 
pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang llngkup 
tugas dan tanggung jawabrrya di bidang hukum dan penmdang~ 
und4ngan ". 

Binya kepailitan dan imba!an jasa lrurator merupakan utang barta pailit 

yang haws dikeluod<an darr barto pailit- UUK PKPU memberikan. hak 

rneodabulu bagi biaya kepailitan dan imbalao jasa kuraror sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 18, yang barus <lidabulukan daripada kreditor 

konkuren. Kemudian dalarn Pasal 191 UUK PKPU dinyataksu babwa cara 

P"motongan dari biaya atau ongkos kepailitan dilalmknn pada tiap bagian 

harta paint, kanuali benda yang dibebani hak jaminan kebendaan yang 

dieksekosi Sl!l\diri oleh peml'gang bak berdasarkan Pasal 55 UUK PKPU, 

Biaya kepailitan jelas akan tetap dibebankan pada barto pailit, karena 

tidak ada sumber P"ffibiayaan lain selain harta pailit. Negara juga tidak 

menyediakan dana uotuk itu. Biaya kepailitao dibebankan pada tiap bagian 

harta pail it. UUK PKPU memberikan kedudukan untuk biaya kepatlitan dan 

imbalan jasa kurator mendahulu dari kreditor sepacatis, yang berarti dengan 

l;:eduduk;m lebib tinggi dari k;edito~: konkoren. 

Bagaimana kedudukan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator 

dibandingkan dengan utang pajak? Perlu dipertimbaogkan beberapa hal 

sebagai bprikut: 
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a. Biaya kepailitan merupakan akibat dari adanya pemberesan tagihan dan 

harta pailit sehingga keberadaannya adalah mutlak ~da dalam suatu 

kepailitan; 

b. Kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan, mendapatkan 

pembayaran jasanya dari harta pailit saja. Pembayaran imbalan jasJI 

knrator m"!"Pakan hak knrator Y"'lg telah mel~akan pe~erjaannya 

melakukan pengurusan harta pailit 

c. Jika hak mendahulu imbalan jasa knrator dikesampingkan, maka- tidak 

akan ada knrator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta 

paillt dengan tanpa dibayar, deugan demikian maka akan berakibat pada 

tidak berjalannya mekanisme kepailitan itu sendiri. 

4.4 Utang Pajak 

hlm.2 

Pajak rnenurut Roohmat Sumitro adalah luran rakyat kepeda Kas 

Negara berdasarl<an undang-undang (yang dapet dipeksakan) derigan tiada 

rnendnpat jasa timbal balik (konttaprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan- dan. yang dlgunakan untuk membayar pengeluaran umum69• 

Undmg-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Dirubah 

Terakhir dengan Undang-Undang No mot 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Petpajakan, selanjutnya disebut UU KUP, Ielah 

membetikan pengurtian Pajak yaltu kuntribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapetkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untok keperluan negara begi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat7ll. 

0 Tony Marsyahru~ Pengantor Perpajakan, (innnedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 200.5, 

;o Undang;·Undang Nom or 28 Tahun 2007, Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 2008, Pashl 1 Angka 1 

Universitas Indonesia 

Kedudukan Utang..., Wilma Ika Dewi, FH UI, 2009



66 

Timbulnya utang pajak dapat dilihat menurut Ajaran Material dan 

Formil. Menurut Ajaran Material timhulnya utang pajak karena bedakunya 

undang-undang perpajakan, bukan karena adanya ketetapan Pajak. 

Sedangkan menurut Ajaran Formil, yang men~bulkan timbulnya utang 

pajak adalah karena peristiwa, perbuatan (tat best and). 

Untuk merigenali me'ngenai karakteristik pajak d~;~pat dilakukan 

dengan mengenali definisi atau pengertian mengenai pajak yang diberikan 

oleh para sarjana71
, sebagai berikut: 

a. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara 

untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"nya digunakan untuk 

public saving yang merQ.pakan sumher utam.a untu.k meJl).biayai public 

investment. 

b. Dr. Soepannan Soemahamidjaja. 

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut o~eh 

penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya 

produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 

kesej~teraan umum. 

c. Prof. P .J .A. Adriani 

Pajak adalah iuran kepada_ negara (yang akan dipaksakan) yang 

terhutang oleh yang wajib membayamya menurut peraturan-peraturan. 

dengan tidak:· mendapat prestasi kembali, yang_ langsung dapat ditunjuk 

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemeriptahan. 

71 R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar 1/mu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, 2003, 
him. 3-6. Lihat juga dalam Y .. Sri Pudyatmoko, Pengantcu Hukum Pajak, Eenerbit Andi, Yogyakarta, 
2006, hlm.2-4. 
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d. Prof. Dr.Smeets 

Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terhutang melal_ui norma~ 

nonna umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasl 

yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya ad;llah 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 

Dar! pengertian pajak yang dikemukakan oleh para s!Ujana, dapat 

disimpulkan ciri atau karakterlstik pajak sebagai barlkut: 

a. Pajak <!ipungut berd(ISI!C adanya undang-undang ataup!ln perjlturan 

pelaksanaa:nnya; 

b. Terbadap pembayaran pajak ti<lak ada kontraprestasi yang dapat 

ditunjukkan secara langsung; 

c. Pcmungutannya dapat dilakakan baik oleh pemarln~ pusat maupun 

pemerintah daerah, yang oleh karenanya kemudian muncul i$tilah palak 

pusat dan ~ak <lac:rah; 

d. Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai penguluaran­

pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutiri. maupun pengelua.ran 

pembangunan, yang apabila terdapat kelebihan maka sisanya 

dipergu:nakan untuk public irweshnf!nl. 

e. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana 

dar! ralcypt ke dalarn kas negara (fungsi budgeter), pajak juga 

mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur. 
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Disamping memiliki karakteris.tik seperti tersebut diatas~ pajak 

mempunyai unsur-unsur yang sama dengan pungutan lainnya, unsur pajak 

menurut Rochmat Soemitro12 adalah: 

a. Masyarakat (kepentingan umwn); 

b. Undang-Undang; 

c. Pemungut Pajak -Penguasa Masyarakat; 

d. Subyek pajak- Wajib Pajak; 

e. Obyek pajak- Tatbe&and; 

f. Surat ketetapan pajak (fakulta\lf). 

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subyektif dan 

obyektif sesuai dengan peraturan perundang-undang8Il perpajakan wajib 

mendafurrkan diri pada. kantor Direktorat Jendera). Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan 

kepadanya dlbadkan Nomo' Pokok Wl\iib Pajak". Setiap wajib pajak wajil:> 

membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang­

undangar .perpajakan,. dengan tidak menggantungkan pada adanya surat 

ketetapan pajllk. 

Utang p'liak palunasapnya dapat dipaksakan secara langsung dengan 

"""'""""yang dilindungi oleh hukum". 

Beraldtimya utang pajak dapat melalui beberapa cara, salah satunya 

yang sudah jelas adalah melalui pembayaran, sadang cam lainnya adalah 

kompensasi, dalu- pembebasan, pengbapusan, penundaan penagihan. 

1~ Y, Sri Podyatmoko.lbid 

h Lcmbaran.NegaraRepublik Indonesia 'fahun 2007 Nomor 28, Pasa12 ayat (l) Undang~ 
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Ternkhir diubah dengan Undang~Undang Nomor 2& 
Tahun2007 

74 R Santoso Brotodihardjo, Op.cit, hlm.l13 
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Pembayaran datam hukum pajak adalah pembayaran dengan mata uang 

negara pemungut pajak75
• Dalam meiakukan pembayaran pajak tersebut, 

tata cara pembayaran~ penyetoran pajak, dan peJaporannya, serta tala cara 

mengangsur dan m~mmd~ pembaya.ran pajak. diatur dengan K.eputusan 

Menteri Keua.ngan76
, 

Dalam hubungan hukum perdata, setiap perika'bm selalu terdapat 

sekurang-kunlngnya seorang kreditor, dan di antam mereka terdapat suatJ.t 

hubungan hulrum. Ragaimana huhungan hukum dalam utang pajak? R. 

Santoso Brotodihardjo menjelaska.n mengenai hubungan hukum dalam 

pajak, yang kesimpulannya bahwa sekalipun perikto!an antara negara dan 

yang berutang pajak didasarkan atas hulrum publik, namun persamaannya 

dengan perikatan-perikatan yang diuraika.n dahun Bulru ill KUH Perdata 

adalah besar71
• Menurut Prof. Scholten bahwa hukum perdata dipandang 

sebagai hu!;;um umum, y<l!lg meliputi segala-galanya, kecuali jika hokum 

publik Ielah menetapka.n pemturan yang menyimpang daripadanya78
• 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telali menempalkan utang 

pajak untak didahulakan daripada kreditor lainnya sebagaimana diatJ.tr 

dalam Pasal1137 KUH Perdata sebagai barikut: 

"Hak dari Kas Negara. Kantor lelang. dan lain-lain badan umum 
yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya 
melak.ranako.n hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak 
tersehut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang 
mengenai hal-hal itu". 

7s Ibid, hlm a 
16 Ibid, hlm-J26 

71 Ibid, hlmJ IS 

JS /bid 
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Dengan demikian maka menurut Pasal 1137 KUH Perdata tersebu_t 

maka kedudukan utang pajak sebagai pemegang hak istimewa dengan hak 

mendahulu yang merujuk pada pengaturan dalam undang-undang khusus., 

yaitu Undang-Undan.g Perpajakan. Sebelum membahas mengena1 

bagaimana Undang-Undang Perpajakan mengatur mengenai kedudukan 

utang pajak. d~lam kepailitan, pe_~lu kita lihat. mengenai utang dalarn 

kepailitan. 

Dllihat dari definisi Utang dalam UUK PKPU secara luas, utang 

merupakan kewajiban yang dapat timbuJ dari perjanji.an atau dari perikatan 

karena und~-undang. 

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut 

Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang­

undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk 

menyetorkan sejumlah. penghasilan tertentu kepada negara., dimana negara 

mempunyai kekuatan untuk memaksa dan nang pajak tersebut harus 

dipergunakan unruk penyelenggaraan pemerintahan. _ Dari pendekatan 

hukum ini memperlihatkan bahwa pajak: yang dipungut harus berdsarkan 

undang-undang_ sehingga menj~in adanya kepastian hukum, baik bagi 

fiskus sebagai pengumpul pajak: maupun wajib pajak sebagai ~mbayar 

pajak. 

Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 

keperluan negara diatur dengan undang-undang19
• Jadi setiap pajak yang 

dipungut oleh pemerintah. harus berda,sarkan undang-undang, sehingga tid~ 

mungkin ada pajak yang dipungut tidak dengan undang-undang. 

Dalam Pasal 23A UUD 1945 tersebut, yang merupakan sumber 

hukum formal dari pajak, di dalamnya tersirat falsafah pajak yang 

19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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mendalam. Mengenai dasar falsafah pajak. H. Rochmat Soemitro 

menyatakan bahwa.pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada 

Pemerintah yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapt~t 

ditunjuk80• Peralihan kekaya.an yang demikian itu, daiam kata-kata sehari­

hari hanya dapat beropa penggarongan, perarnpasan, pencopetan, atau 

pemberian hadiah dengan silkarela dan tanpa paksaa.n81
. Maka supaya 

perlihan kekayaan dari rakyat kepada Pemerintah tidak dikatakan sebagai 

perarnpokan, atau pemberian hadiah seCani sukarela. maka disyaratkan , 

bahwa pajak, sebelum diberlakukan, harus mendepatkan persetujuan rakyat 

terlebih dahulu". Lembaga perwakilan sebagai pembentuk undang-undang 

merupakan representasi dari rakyat, sehingga ketika suatu mncangan 

undang-undang termasuk undang-undang pajak dianggap teJah disetujui 

rakyat jika telah diundangkan oleh DPR. 

Falsafah yang dikandung.dalam Pasal 23A UUD 1945 sebagaimana_ 

dimaksud sama dengan falsafuh pajak yang dianut di Inggris yang berbunyi 

«No Taxation Wifhout Representation" dan faisafah pajak di Amerika 

Serlkat yang berbunyi "Taxation Witlwut RepreSf!nlation is Roberry'JJJ. 

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa utang pajak 

muncul berdasarl<an undang-undang yang menimbulkan perikatan kepada 

warga negara u!ituk melakukan pembayaran pajak,. sehingga dengan 

demikian utang pajak dapat masuk dalam lingkup utang dalarn kepailitan 

yang luas, yaitu utang yang timbul karena undang-undang. 

10 H. Rochrnat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, Asas dan Dasar Perpajaf«tn, Refikn 
Aditama, Bandung, 2004, him. & 

111 Ibid 

82 Ibid 

Bl Ibid 
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Kembali pada Undang-Undang Perpajakan yang mengatur mengemU 

pembayaran utang pajak dan hak mendahulu dari negara adalah Undang­

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Carjj. 

Pe<J'ajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 selanjutnya di$ebut UU KUP. 

Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations memberikan 

pedoman bahwa supaya peraturan p~ak itu memenuhi rasa k.eadjlan, harus 

memenuhi em~t s~t sebagai berikut84
: 

1. equalily and equity: 

2. certainly; 

3. convenience of Ptl)'ment_; 

4. economic of collection. 

Equality atau kesamaan dalam sistem pe!]>ajakan lazim disahut 

discrimination yang .artinya setiap oran~ baik warga negam asing atau 

Indonesia yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakakan sarna 

dan dikenakan pajak yang sarna besar". Dalam penyusunan undang-undang 

pe!]>ajakan harus memenubi syarat perundang-undangan dan menganul 

sistem tertentu dan· diutanakan keadilan serta kepastian hukum. Kepastian 

hukum bernrti bahwa makna kalimat dan makna istilah harus tepat. tegas 

dan tidak ambiguitas ataupun mernberikan kesempatan untuk ditafsirkan 

lain daripada yang dimaksud~an oleh pembuat undang-undang86. 

Certainty atau kepastian htikum adalah tujuan setiap undang~undang. 

Sedang convenience of payment artinya adalah pajak harus dipungut pada­

saat yang tepat:, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, ini akan 

114 Ibid, h[mJ4 

u Ibid, hlm.IS 

*5 Ibid 
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mcmbuat wajib pajak convenienq/7
. Syarat sefanjutnya adalah economic of 

col/ectiort, yang artinya .bahwa · dalam membentuk peraturan perundangan 

wajib mempertimbangkan bahwa biaya p_erm.mgutan harus relatiflebih kecil 

dibanding~an dengan uangpajak yang masuk". 

Dalam peraturan mengenai perpajakan, hanya diatur secara formal 

atau pokok-pokoknya s,Ya dalam undang-undang, dan pelaksanaannya 

diberikan kepada pejabat pelaksana dengan diberi wewenang untuk 

membuat peraturan pelaksanaannya. Di Indonesia, huknm pajak formal 

pokok-pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang.Ketentuan Umum dan Tata Cara Pe.pajakan sebagaimana terakhir 

diuhah dengan Undan11·Undang Nomor 28 Tahun 2007, S!'lanjut;nya disebut 

UUKUP. 

UU KUP sebagai dasar buknm formil perpajakan telah mengatur 

mengenai .penagihan pajak Dasar dan sarana administrasi hagi Direktur 

Jendend Pajak untuk melaknkan penagiban pajak berdasarkan Surat 

Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat-Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tarnbahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberntan, Putusan Banding, yang menyehahkan jumlah pajak 

yang harus djbayar bertambah. 

Suatu utang atau tagihan pajak berus dilunasi oleh wajib pajak atau 

Penanggung Pajak. Dengan adanya tagiban pajak, negara mempunyai hak 

mendahulu untuk tagihan pajak tersebut atas barang-harang milik 

Penanggung Pajak. Hak mendahulu tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (!) 

UU KUP yang secara lengkap berbanyi sebagai berikut: 

31 Ibid, l:tlm_25 

til lbid, hlm_26 

"Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas 
barang-barang milik Penanggung Paje1k". 
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Adap1,1n maksud dari adanya hak mendahulu negara ini dijelaskau 

lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (I) UU KUP, yaitu untuk 

menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang mernpunyai 

hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan 

dilelang di muka umum. Pelaksanaan hak mendahulu negara atas utang 

pajak rernebut adalah dengan dilakukan. pembayaran alas utang pajak 

terlebih dahulu, pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang 

pajak di!unasi. Ketentuan .tentang hak mendahulu meliputi pnkok pajak, 

sanksi administxasi b!lrupa bunga, denda, kanaikan, .dan biaya penagihan 

pajak. 

Dengan adanya perubahan pada UU KUP, kbususnya Pasal 21 

mengalami · penambahan ayat yaitu ayat (3a), yang menyatakan bahwa 

dalam hal W,Yib P'!iak dinyatakan paili~ maka kurator atau orang atau 
; 

b!ldan yang ditugasi untuk melakukan pemb!lresan dilarang membagikan 

harta Wajib Pajak dalarn pailit kupada pemegang saharn atau kreditur 

lainnya sebelum menggunakan harta rernebut unmk membayar utang pajak 

Wajib Pajak te;sebut. 

Namun demikian hak mendahulu negara telah dikecualikan untuk 

didahulukan seb!lgalmana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) yang rnenyatakan 

bahwa kedudukan utang. pajak adalah mendahulu dati hak mendahulu 

lainnya kj!Cuali biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu 

penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/a/au borang tidak 

bergerak. biaya yang Ielah dikeluarkan zmtuk menyelamatkan barang 

dimaksud,• danlatau biaya per!«Jrq, yang hanya disebabkan o/eh pelelangan 

dan pen;yelesqian suatu wari,san, 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa rneogenai Hak 

Kas Negara sebagaimana disebut dalam KUH Perdata hams didahulukan, 

dalam pelaksanaan hak mendahulunya diatur dalam Undang-Undang, yaitu 
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UU KUP. UU KUP memberikan kedudukan mendabulu untuk utang pajak 

kecuali atas biaya perkQ(a pelelangan atau penyelesaian warisan, 

UU KUP telah memberikan kedudukan istimewa untuk utang pajak 

melebihi kedudukan semua. kreditor da[am kepailitan, ·termasuk hak jaminan 

sebagaimana dampaknya telab diuraikan sebelumnya, dan juga mendabulu 

dari buruh dan biaya kepailitan serta kreditor konkuren. Adanya kebijakan · 

ini meso ditinjau u1ang knrena selain te1ab mera.mpas hak kreditor 

pemegang hak jaminan (walaupun ketentuan Pasal 21 ayat (3a) UU KUP 

tidak erektifber1aku untuk kreditor hakjaminan). 

Utang pajak tidak dapat menerapkan hak mendabulunya atas utang 

dengan hakjaminan kebendaan atas dasar pertimbangan sebagai beriknt: 

a. kedudukan negara sebagai !creditor prefure\1 dan edanya bak mendabulu 

atas utang pajak tidak dapat melepaskan hak jarainan yang sudah 

melekat pada benda yilng dijadikan obyek jaminan, sehingga krediror 

pemegang hak jaminan tetap berhak mengambil pelunasan terlebih 

dabulu atas benda tersebut, 

b. Hak untuk melakukan ekseknsi atas benda jaminan oleh kreditor diakui 

o1eh UUK PKPU, kredito[ dapat melakukan eksekusi dan dia tidak 

melakukan pe1anggaran terhadap peraturan perundangan, balk UUK 

PKPU maupun UU KUP. 

c. Terhndap ketentuan Pasal 21 ayat (3a) UU KUP, ketika eksekusi atas 

harta dehiror yang dibebani o1eh jaminan, eksekusi tersehut dilakukan 

oleh Kreditor itu sendiri, bukan oleh Kurater. Bahkan katika penjualan 

harta debitor yang dibebani hak jaminan dilakukan Kurator maka 

Kreditor tetap berhak alas pelunasan utangnya, dengan dibehani biaya 

kepailitan. 
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Lalu bagaimana kedudukan hak istimewa utang pajak dihap.ding 

dengan utang kreditor preferen iainnya, yaitu buruh dan biaya. kepailitan dan 

imbalan k:urator? 

Di Qanyak negara selama bertahun-tahun negara diberikan hak yang 

istimewa dalaxn hal kepailitan, narnun selama lebih rlari dua puluh tahun 

beberapa yurisdiksi telah mempertanyakan hak istimewa tersebut, dan 

meneliti seeara mendalam biaya yang ditimbulkan dan manfaat serta pljakan 

moral dari kebijakan tersebut89
• 

Adanya kebijakan hak mendahulu dari seluruh harta debitor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 UU KUP, dao terkait dengan adanya 

kreditor lain, seperti buruh dan biaya kepailitan maka perlu 

dipertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berkut: 

a. Kreditor separatis jelas tldak akan mau melepaskan hak jaminan 

kebandaan yang me!akat pada harta benda debitor untuk diambil 

pelunasan terh:bih dahulu untuk utang pejak, se!ain itu berbagaj 

instrumen dalam hak jaminan kebendaan telah dibuat untuk kepestian 

hakum pelunasan utang kepada pemegang hak jaminan kebendaan; 

b. Jumlah dana yang didapet dati pelunasan utang pejak daiam kspailitan 

sangatlah kanil dibanding pendapetan lainnya. Selain itu para debitor 

pailit dapat saja dalam kcadaan tidak mampu membayar ten:nasuk utang 

pajak. Lebih baik penagihan pajak diutamakan peda wajib pejak lain 

yang m~pu memba~~ pajak. 

c. Kreditor enggan menyelesaikan piutangnya meJaiui kepailitan lcarena 

adaoya kebijakan mendahulu untuk utang pejak, yang mana jumlahnya 

dapat signifikan mengurangi pembayaran kepada kreditor non separatis. 

89 Daniel J. Flitzpatrlck, Hulrum Kepailitan dalam Huk\lm Internasional. disampaikan dalum 
seminar nasiona.l kepailitan-tahon 2008. USAID in ACCE Project & AKPI 
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d. Jika harta paiHt tidak cukup untuk membayar seluruh utang, maka jika 

hak mendahulu untuk utang pajak tetap dilaksanakan maka buruh dan 

kreditor konkuren tidak akan mendapatkan sepeserpun rupiah, 

sebagaimana bal-hal yang perlu dipertimbangkan telah dipaparkan pada 

bagian utang upah pekelja. 

4.5 Utang Kreditor Konkuren 

Kreditor Konkuren adalah kreditor yang barus berbagi dengan para 

kreditor lain secara proporsional~ atau disebut juga sebagai pari passu pro 

rata parte, yaitu menurut perbandingan besamya masing-masing tagihan 

mereka, dari hasil panjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani 

dengan hak jaminan91
• Kreditor konkuren atau Unsecured Creditors adalah 

kreditor selain kreditor preferen dan kreditor dengan hak: istimewa. Sesuai 

Pasal 1136 KUH Perdata, semua orang berpiutang yang tingkatnya sama 

dibayar menurut keseimbangan. Demikian pula dinyatakan oleh Jerry Hoff 

dalam Indonesian Bankruptcy Law, bahwa kreditor konkuren adalah 

kreditor paritas creditorum, secara lengkapnya adalah sebagai berikut 

"Unsecured creditors are paritas credilorum creditors; they do 
not lu:rve priarity and will therefore be paid. if any proceeds of the 
bankcn.rptcy estate remain; after all the other creditors have 
received payment. Unsecured creditors are required to present 
their claims for verification to the receiver and they are chrged a 
pro raJa parte shore of the cost of the banf<ruptc/2 

". 

Dengan adanya jenis kteditor preferen dalam kepailitan, dapat 

rnenyebabkan kreditor konkuren hanya dapat menerima sejumlah persentase 

kecil darijumlah tagihan." 

' 1 Sutan Remy Sjabdei.n.i,Jbid, him. 280 

91 J~ny H~ Op.qit, h1m. 1 p 

!» Jerry Hoff, Ibid, dalam bukunya Jerry Hoff mcnyatakan: In practice, there are many 
creditcrs with a preferred position. Therefore, in general the unseured creditors will only receive a 
small percenlage of their claims as a dividend, Ibid 
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"A special group of unsecured creditors are the subordinated 
creditors. Subordination is an agreement whereby one creditor 
(the subordinated or junior creditor) of the borrower agrees not to 
be paid until another creditors (the senior creditors) is paid in full. 
Basically. two types of subordination exist: 

Payment can be made on the jun;or debt until the borrower's 
liquidation or until the commencement of an insolvency 
proceeding (for example bond issues); no payment may be made at 
all on the junior debt until the. senior debt has been paid (for 
example .1hareholders loans/". " 

Demikianlah kedudukan kreditor konkuren menempati kedudukan 

paling akhir diantara kreditor preferen dan sepamtis, yang artinya peluna.an 

atas piutangnya adalah setelah piutang kedua jenis kreditor tersebut dilunasi, 

dan pelunasan piutang kreditor konkuren tersebut dilnkukan pembagian 

secara proporsional di antara mereka. 

Dari uraian mengenai prioritas pembayaran kredltor dahum kepellitan, 

selain urutan sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut: 

a. KUH Perdata memang telah menyebut mengenai kedudukan prioritas 

pembayaran utang kepada kreditor, namun tidak ada ketentuan yang seeara 

spesifik mengatur mengenai prioritas pembayamn utang dalam kepeilitan; 

b. Ketentuan di KUH Perdata yang sifatnya tetbuka, telah "membiarkan" adanya 

peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan utang masing-

masing kreditor sebagai hak mendahulu, yang tentu 

prioritasnya satu sama lain. Misa1nya adanya 

saja tidak jelas 

Undang-Undang 

Ketenagake!jaan dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tala Cam 

Perpajakan. 

c. Adanya kebijakan bidang perpajakan dalllDl hal penagihan pajak dan 

penyitaan terhadap barang dengan hak jaminan, telah mengesampingkan 

94 Jerry Hoff, Ibid 

Universitas Indonesia 

Kedudukan Utang..., Wilma Ika Dewi, FH UI, 2009



79 

ketentuan bidang hak jaminan kebendaan yang kepastian hukumnya teiah 

dijamin dengan berbagai instrumen. 

d. UUK PKPU hanya memberikan sedikit sekali petunjuk mengenai urutan para 

kreditor. Penjelasan Pasal 60 ayat (I) UUK PKPU menjelaskan bahwa 

kreditor yang diistimewakan edalah kreditor sebagaimana dimakaud dalam 

Pasal1139 dan Pasalll49 KUHPerdata. Dan dalam KUH Perdata bagahnana 

kedudukan tagihan utang pajak terhadap tagihan upeb buruh termasuk atas 

tagihan istimewa. 

e. Dalam rnenangani priocitas penagihan, perlu dijelasnkan urutan prlorltasnya 

seeara jelas dalam UUK PKPU. Harus eda keputasan mengenai urutan 

prloritas pembeyaran kepada kreditor, tidak hanya secara parsial dan terpisah 

masing-masing dalam UU Ketenagakeljaan maupun dalam UU KUP, tetapi 

tidak dal&n UUK PKPU, maka dalam implementasinya akan 

membingungkan. 

Perlunya kepastian hukum mengenai urutan kreditor dalam UUK PKPU 

tentunya harus pula mempertimbangkan faktor perekonomian, pembiayaan dan 

jaminan, pengupahan dan perpajakan serta faktor lain yang akan ikut terpengarub. 

Perlunya pengaturan mengenai urutan prioritas kreditor seca.ra jelas dalam 

UUK PKPU ini sejalan dengan Pedoman Peraturan mengenai Undaag-Undang 

Kepailitan yang Ielah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCITRAL 

Legislative Guide} sebagai berikut.: 

"Dalam hal priori/as dicantumkan dalam undang-undang kepailitan 
atau dalam hal priori/as yang terdapat dalam undang-undang Jain 
selain dari undang-undang kepailitan diakui dan berdampak terhadap 
proses kepailitan, diharapka hahwa prioritas~prioritas tersebut 
dinyatakan secara eksplisit atau dirujuk dalam undang-undang 
kepailitan (dan bila f..erlu dibuatkan urutan prioritasnya dengan 
tagihan-tagihan lainf ". 

!IS International Legislative Guide on Irumlvency Law, 2005, hlm.2l, diunduh dati 
www.uncittal.g_rgfpdf/cpglish/texts/insofven/05..80722 Ebook.pdf. terjemahan terdapat dalam 
Prosiding Seminar Nasional Kepailitan Tahun 2008. 
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BABIII 

l'ENYELESALI\N UT ANG PAJAK DALAM KEI'AILITAN 

1 Sistem Pemungutan Pajak 

Pajak mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan bemegara, baik 

sebagai sumber pendanaan untuk membiayai pengeluaran negara, pajak juga 

dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mengendalikan kehidupan masyarakllt. 

Banyak pakar yang memberikan definisi mengenai apa yang dimak.sud 

dengan pajak. Salah satu definisi pajak yang dikenal adalah defmisi pajak yang 

dikemukakan oleh Prof. Dr. Rocbmat Soemitto sebagai berikut1
: 

"Pqjak ada/ah luran ra/g;at lrepada kas negara (peralihan lrekayaan 
dari sektor partilrelir Ire selrtor pemerintah) berdasarkan Undang· 
Undang (dapat dipaksakan) dengan liada mendapat jasa limbo/ balik 
(legen prestatie) yang langsung dapat dihmjuk dan yang digunakan 
untuk memhiayai pengeluaran umum" 

Defrnisi tersebut kemudlan dlsempumakan menjadi: 

"Pajak adalah peralihan lrekayaan dari pihak rak;yat lrepada kas negara 
untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplusn:ya" digunakan untuk 
"public saving" yang merupakan sumber utama untuk membiayai 
"public invesment"" 

Definisi lain dlkemukakan oleh SJ Djajadiningrat sebagai berikut: 

"Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada 
ke:kayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan 
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 
hukuman, mcnurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

1 Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, Perpajaktzn. UPP AMP YKPN, 
Yogyakarla, 2000, hlm. 3. 
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dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara 
langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum ''. 2 

Pengertian a tau definisi Pajak juga dikemukakan oleh Prof. DR. P .J.A 

Adriani adalah sebagai berikut: 

"Pajak adalah luran kepada negara (yang dapat dipaksaken) yang 
terulang oleh yang wajib membayamya menuntt peraturan-peraluran, 
dengan tidak mendapal prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk 
dan yang gunatf)la adalah untuk membiayai pengeluaran·pengeluartm 
umum berhubung dengan tugas negara untuk menye/enggarakan 
pemerintahan ". 

Jika dilihat dati berbagai pengertian pajak yang dibarikan oleh pakar 

sebagaimana tersebut diatas, raaka peagertian yang dibarikan oleh Prof. Dr. 

Rochmat Soemitro menitikberatkan pada sudut pandang hukum, dimana pajak 

didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena undang-undang yang 

mewajibkan seseorang yang memnubi syarat-syarnt yang ditentukan oleh 

Undang-Undang (Taatbestatul) untuk membayar s<tiumlah uang ke Kas Negara 

yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan yang se<:ara langsung dapat 

~ Ibid Dalam bukunya, penulis m.enarik kesim.pulan menganai ciri-ciri yang melekat pada 
pengertian pajak dari definisi pajak yang telah dikemukakan oleh Prof Dr. Rochmat Soernitro dan S.I. 
Djajadiningrat sebagai berlkut: 
a. P<\lak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan 

Undang·Uodaog serta aturan pclaksanaanya; 
b, Daiam pembayaran pajakwpajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi indlvidu oleh 

pemerintah &tau tid.ak ada hubungart langsung antara jumlah pembayamn pajak dengan kontra 
~i see.ara individu; 

c. Penyelengga.mnn pemerintah seeara umum merupakan kontrn prestasi dati n~ 
d. Diperuntukkan bagi pengcluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk "public 

urvestmenl" 
e.. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan. kejadian. dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu kepada seseornng; 
f. Pajak dapat pule mcmpunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mangatur. 
Lihat pula dalam buku Drs Mardiasmo yang berjudul PerP4}okan (Andi OffSet. Yogynkarta. 2000, 
him. l). telah metn'berikan kesimpuian mengenai unsuNmsur pajak dengan aeuan definisi pajak 
menurut Prof. I.R. Roehmat Soemltro. SH. sebagai berikut 
a. lumn rakyat kepada negwa. Yang berbak memungut pajak hanya!ah negara.luran tersebut berupa 

wmg (buken barang); 
b. Pajak dipungut berdasatkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; 
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang s~ langsung dapat ditunjuk. Dalam 

pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerl.ntah; 
d. Digunakan untuk membiayai rumab tangga negara. yakni pengeluanm--penge)uaran yang 

bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara 

(rutin dan pembangunan) dari yang digunakan sebagai alat (pendorong atau 

penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan3
. 

Dalam pengertian pajak yang diberikan oleh Prof. Rochmat Soemitro 

terlihat bahwa pajak dianggap sebagai perikatan sebagaimana dimaksud dalam 

KUH Perdata. Pemik.iran tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Scholten yang 

menyatakan bahwa hukum perdata dipandang sebagai hukum urnum, yang 

meliputi segala-galanya, kecuali jika hokum publik telah menetapkan peraturan 

yang menyimpang daripadanya4
• 

Untung Sukardji juga menyatakan bahwa pengertian yang diberikan oleh 

Rochmat Soemitro sebagaimana tersebut lebih menekankan pada pajak. sebagai 

suatu perikatan, dan pada hak dan kewajiban baik yang ada pada masyarakat 

maupun negara5
• 

Administrasi perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 Sebagaimana Telah Dirubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cam Perpajakan, selanjutnya 

disebut UU KUP, telah pula memberikan pengertian Pajak yaitu kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak: mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besamya 

kemakmuran rakyat6. 

3 Untung Sukardji, PajakPertambahan Nilai, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, him. 2 

4 Ibid 

s Ibid, hlm.3 

6 Undang-Undang Nemer 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lemblll1ll1 Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nemer 2008, Pasall Angka 1 
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Sebagai bentuk kontribusi wajib dari warga negara, maka pajak dalam 

pemungutannya oleh negara dilakukan berdasarkan suatu hak. Terdapat beberapa 

teori yang memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut 

pajak yang antara lain adalah8
: 

a. Teori Asuransi 

Negara melindllllgi keselarnatan jiwa., harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Olah karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu 

premi asunmsi karena memperoleh jarninan perlindungan tersebut. 

b. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing­

masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terlladap negara., makin 

tinggi pajak yang barus dibayar. 

e. Tenri Daya Piknl 

Behan pajak untuk semua orang sama be.ratnya, artinya pajak barus dibayar 

sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. 

d. Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negarnnya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

e. Teori Asas Daya Beli 

Dasar knadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut 

pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga mosyarakat untuk numah 

tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke 

mosyarakat dalam bentuk pemeliharaan knsejahteraan masyarakar. Dengan 

demikian kepentingan selunub masyaraknt lebih diutarnakan. 

1 Mardiasmo, Op.cit, hlm. :3 
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Pajak itu sendlri mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu fungsi budgetair 

dan fungsi regulerend. Fungsi budgetair artinya pajak sebagai sumber dana bagi 

Pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi regulerend 

artinya pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.9 

Pajak dipungut dengan paksa dari warga negara wajib pajak. Agar 

pemungutan pajak itu sendiri tidak: menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan); 

b Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis); 

c Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis); 

d Pemungiltan pajak harus efisien (syaratfinansiil); 

e Sistem pemungutan pajak harus sederhana. 

Pemungutan pajak dilakukan dengan berdasar pada konstilusi yaitu Pasal 

23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa Pajak merupakan pungutan yang sifatnya memaksa, bunyi 

selengkapnya adalah sebegai beriknt: 

"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memalcya untuk keperluan 
Negara dialur dengan undang-undang". 

Dari ketentuan Pasal 23A UUD 1945 tersebut diketahui bahwa pajak 

merupakan .salah satu bentuk pungutan yang dapat dipaksakan untuk keperluan 

Negara dengan undang-undang. Yang artinya walaupun pungatan pajak bersililt 

memaksa,. namun tetap tidak boleh melupakan syarat yuridisnya yaitu pungutan 

harus dilakukan atas dasar pernturan perundang-undangan atau huknm pejak yang 

berlakn. Dengan demikian maka kedudukan haknm pajak merupakan syarat 

penting pelakaanaan pungutan pajak yang sesuai dengan konstitusi. 

9 Mardiasmo. Op.cit, blm 2. 

n Muhammad Djafar Sa.idi, Peml;umJatt Hukum Pajak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, 
hfm_2 
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Pengertian hukum pajak pada garis besamya dapat dibagl dalam arti luas 

dan sempit. Hukum pajak dalam arti Juas adalah hukum yang berkaitan dengan 

pajak. Sedangkan dalam arti sempit adalah seperangkat kaidah hukum tertulis 

yang mengatur hubungan antarn pejabat pajak dengan wajib pajak yang memuat 

sanksi hukom. 

Menurut Rochmat Soomitro, hokum pajak ialah suatu kumpulan pernturan 

yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat 

sabagai pembayar pajaku Hokum pajak merupakan bagian dari hukum publik 

dan merupakan lex specialls yang mengatur khusus menganai pajak dan 

menganut paham imperatif yang artinya pelaksanaannya tidak dapat ditunda.12 

Hukum pajak sebagai hukum positif merupakan bagian dari hukum nasional yang 

memiliki sumber huk:um yaitu sebagai berikut13
: 

a Undang-Undang Dasar 1945; 

Sebelum amandemen UUD 1945, ketentuan mengenai pajak diatur dalam 

Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yang mengandung asas legalitas yang 

meletakkan kewenangan pada negara untuk memungut pajak kalnu negara 

membutuhkannya, tetapi dengan syarat barus berdasarkan undang-undang. 

Pelaksanaan Pasal 23 ayat (2) tersebut telah ditetapkan dalam barbagai 

Undang-Undang Pajak, baik yang sekedar materiil, foimil maupun gabungan 

dari keduanya. Setelah amandemen UUD 1945, ketentuan menganai pajak 

mengalami perubahan yang sangat prinsipil. Pasal 23A tetap mengaeduag 

asas legalitas sebagaimana terkandung dalarn Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 

sebelum amandemen. 

b Perjanjian Perpajakan; 

PeJjanjian perpajakan rnerupakan sumber hukum pajak yang tertulis sebagai 

basil perjanjian dua negara atau lebih. Perjanjian perpajakan bertujuan untuk 

12 Mardiasmo, Op,cit, him, S 

n Muhammad Djafar Saidi, Op.cil, hlm. 5 
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mencegah terjadinya pajak ganda intemasional (international double taxation) 

yang menimbulkan beban berat terhadap wajib pajak. selain itu untuk 

mencegah penghindaran pajak dan penyelundupan pajak intemasional 

(international tax avidance and tax evasion). 

c Yurisprudensi Perpajakan; 

Yurisprudensi perpajakan adalah putusan pengadilan mengenai perkara pajak. 

yang meliputi sengketa pajak dan tindak pidana pajak yang telah memiliki 

kekuatan hukum yang tetap. 

d Doktrin Perpajakan. 

Doktrin perpajakan hanya dapat lahir karena pendapat ahli hokum pajak, 

bukan ahli hukwn pada umumnya dikarenakan hokum pajak memiliki ciri 

khas tersendiri yang mempunyai perbedan prinsipil dengan hokum lainnya. 

Dari paparan diatas, dapat diketahui bahwa meskipun hukum yang 

sifatnya lex specialis tetap rnerupakan bagian -dari hokum nasional. Hulrum pajak 

sebagai norma tetap bersumber pada norma tertinggi yaitu norma dalam UUD 

1945. 

Pajak sebagai bentuk pungutan wajib, dapat dibedakan jenisnya 

berdasarkan beberapa faktor. Beradasarkan faktor dominan untuk menentukan 

timbulnya kewajiban pajak, Prof Adriani, membedakan pajak menjadi Pajak 

Subjektif dan Pajak Objektif14
• 

Pajak Subjektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban 

pajaknya sangat ditentukan pertama tama oleh keadaan subjektif subyek pajak 

walaupun untuk menentukan timbulnya kewajiban membayar pajak tergantung 

pada objek pajakuya, misalnya Pajak Penghasilan15
• Kewajiban Pajak Subyektif 

adalah kewajiban yang melekat pada subyeknya, pada umumnya setiap orang 

1 ~ Untung Sukardji, Op.cit, him. 3 

15 Ibid 
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yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif, anak. 

orang dewasa, wanita yang sudah kawin. Sedangkan untuk orang di luar 

Indonesia kewajiban subyektifada kalau mempunyai hubungan ekonomis dengan 

Indonesia16
. 

Kewajiban pajak subyektif dalam negeri untuk pajak penghasilan 17 mulai 

pada waktu seseorang dilahirkan di wilayah Indonesia atau pada waktu seseorang 

menetap di Indonesia. Kewajiban tersebut berakhir pada waktu seseorang 

meninggal dunia atau pada waktu seseorang meninggalkan Indonesia untuk 

selamanya. Sedangkan kewajiban pajak subjektif luar negeri dirnulai pada waktu 

seseorang dilahirkan di luar wilayah Indonesia dan mempunyai hubungan 

ekonomis dengan Indonesia menurut Undang-Undang Pajak atau pada waktu 

seseorang menetap di luar negeri serta mempunyai hubungan ekonomis dengan 

Indonesia menurut Undang-Undang Pajak.18
. Kewajiban tersebut berakhir pada 

waktu seseorang meninggal dunia atau pada waktu hubungan ekonomis dengan 

Indonesia seperti yang dimaksud diatas terputus, atau juga pada waktu seseorang 

menetap di Indonesia. 

Sedangkan Pajak Obyektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya 

kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh objek pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai, 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kewajiban pajak obyektif adalah kewajiban 

yang melekat pada objeknya, seseorang dapat dikenakan kewajiban pajak 

obyektif jika ia mendapat penghasilan atau mempunyai kekayaan yang memenuhi 

syarat menurut Undang-Undang. 

16 Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, Op.cit, hlm. 17. 

17 Ibid 

18 Ibid 
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Penggolongan pajak Jainnya dapat pula dikelompokkan menurut 

golongan, sifat dan lembaga pemungutnya 19
• 

Jika diHhat dari pengo1ongan pajak subyektif dan obyektif, terlihat bahwa 

timbulnya utang pajak merupakam titik awal dari seorang warga negara dihitung 

mempunyai kewajiban pajak. Timbulnya utang pajak tentu juga tergantung pada 

sistem pemungutan pajak: yang di terapkan. Sistem pemungutan pajak itu sendiri 

dibedakan menjadi sebagai berikut: 

a. Official Assessment System 

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pemerlntah {fiskus) untuk menentukan besamya pajak 

yang terutang oleh Wajib Pajak". 

Cid..ciri dari sistem Official Messment ini adalah sebagai berikut : 

a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus; 

b). Wajib Pajak bersifat pasif; 

c). Utang pajak timbul setelab dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

l!l' Pajak de!sm berbagai literatur seialu dikclompokkan menurut goJongan~ sifat dan lembaga 
pemungutnya. yang dapat dijabarkan sclmgai: berikut: 
a. Menurot golongumya pajak dibagi menjadi Pajak langsung dan Pajak tidak langsung. Pajak 

langsung yaitu pajak yang hams dipikul sendiri oleh Wajib P!Yal<- 4an tidak dapat dibebanbn atau 
dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya 
dapat dibebankan atau ditimpahkan kepada orang lain. 

b. Menurut slfdtnye paJak dibagi menjadi ~ak subyektif dan pajak obyektif. Pajak Subyektif adalah 
pajak yang berpangkal atau berda<larbn pada subyeknya... Sedangkan Pajak Obyektif ada1sh pajak 
yang berpangka.l pada objeknya. tanpa memperllatikan keadaan diri W ajib Pajak. 

c. Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh 
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan Pajak Da.erah 
adaJah pajak yang diptmgut oleh Pemerintah Daerah dan diguoakan untuk membiayai rumah 
tangga dacruh. 

20 MardiasmotOp.cif, hlm.S. Dalam sistem ini kegiatan dalam menghitung dan pemungutan 
p<ijak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan. Dijelaskan demikian pula dalam Tony Marsyahrul, 
Pengatttar Perpqjakan, Grnmedia Widiasanma Indonesia, J~ 2005. 
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b. Self Assessment System 

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besamya pajak yang terutang. 

Ciri-dri dari sistem self asessment system ini adalah sebagai berikut: 

a). Wewenang untuk menentukan besamya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri; 

b). Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang; 

c). Fiskus tidak ilrut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding System 

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. Ciri-dri dari sistem ini adalah bahwa wewenang menentukan besamya 

pajak terutang ada pada pihak ketiga. 

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Terakhir 

Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang selanjutnya 

disebut UU KUP, maka ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku di 

Indonesia adalah sebagai berikufl: 

a Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran 

serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan 

kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan 

pembangunan nasional; 

21 Cyrus Sihaloho, Modul Ketentuan Umum dan Tala Cara Perpajakan, Raja Grafindo 
Persada., Jakarta, him. 10 
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b Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai 

pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat 

Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan 

berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap 

pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peratuiran 

perundang-undangan. 

c Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat 

melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang 

(self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan 

diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan 

mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak. 

Dengan digunakannya sistem self assessment dalam perpajakan di 

Indonesia malca penerapan sistem tersebut berpengaruh pada waktu atau saat 

timbulnya utang pajak. 

Timbulnya utang pajak dapat dilihat menurut 2 ( dua) ajaran yaitu Ajaran 

Fonnil dan Ajaran Materiil. Berdasarkan Ajaran Formil, utang pajak timbul 

karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pihak pemungut pajak yaitu 

pemerintah atau aparatur pajak, sehingga pajak terutang pada saat diterbitkannya 

surat ketetapan pajak.22 Ajaran ini diterapkan apabila sistem pemungutan pajak 

yang digunakan adalah official assessment system. Hal tersebut dikarenakan utang 

atau kewajiban pajak baru muncul ketika adanya ketetapan pajak: yang 

dikeluarkan oleh pemungut pajak, dengan demikian maka jumlah pajak terutang 

ditentukan oleh pemungut pajak. 

22 Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, Op.cit, him. 19 

Universitas Indonesia 

Kedudukan Utang..., Wilma Ika Dewi, FH UI, 2009



91 

Sedangkan menurut Ajarao Materii123 diterapkan pada sistem 

pemungutan self assessment dimana utang pajak timbul karena berlakunya 

undang~undang, yang artinya tidak tergantung b.anya pada penetapan besamya 

pajak terutang oleh pemungut pajak. Hutang pajak timbul jika undang-undang 

yang menjadi dasar pungutannya telah ada, dan telah dipenuhi syarat subyektif 

dan syarat obyektit; yang ditentukan oleb undang-undang secara bersama 

(simultan)'4• 

Syamt obyektif dipenuhi apahila TatbestarufS yang disebut Undang­

Undang dipenuhi. Seseorang dikenai pajak kanena adanya suatu peristiwal 

keadaanlperbuatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Di Indonesia, peraturan perundangan bidang perpajakan merupakan 

amanat konstitusi atau UUD 1945 sebagai norma tertinggi yang mempunyai 

kedudukan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. 

Terkait dengan utang pajak, maka untuk menentukan waktu atllu saat 

timbulnya utang pajak sebagaimana telah dijabarkan diatas mempenyai perunan 

yang menentukan dalam beberapa hal yaitu: 

a saat pembayaran/penagihan pajak; 

b saat memasukkan surat keberatan; 

e saat penentuan saat dimulai dan berakhimya jangka waktu daluarsa~ 

d saat menebitkan Swat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Sura! Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan. 

:u Ibid. dijelaskan lebih lanjut bahwa sesuai dengan ajaran materiil, maka saar terutangnya 
pajak pengbasilan adalah: 
a. Pada suatu sut, untuk p~ak penghasilan yang dipotong pibak ketiga; 
b. Pada akttir masa,. untuk pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh pem.bcri ketja. atau oJeb 

pemberi ketja. atau oleh pibak lain atas k:egiatan usaha. 

:«Ibid, him. 18 

:u Ibid, Tatbestond (bahasa Jerman) adalah suatu keadean yang nyata dapat berupa Perbua.tan, 
Keadean atau Pcrlstiwa. 
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Dengan i>erdasar pada Ajaran Materii! sebagai konsekuensi sistem Self 

Asessment maka kewajiban pajak mulai timbul ketika undang~undang yang 

menjadi dasar pungutannya Ielah ada, misalnya UU PPN, UU PBB, UU PPh, UU 

Bea Materai, UU Cukai dan sebagainya. Namun demikian, tidak serta merta 

seluroh warga negara haros membayar pajak dengan telah keluarnya Undang­

Undang Perpajakan. Secara lebih khusus, per!u dilihat debulu apakah sudah 

memenuhi syarat subyektif atau obyektif. 

Setelah adanya undang-undang yang menjadi dasar pengenaan pajak, 

objek pajak kemudian menjadi bagian terpanting dalam hakum pajak materiil. 

Objek pajak" dikatakan demikian karena wajib pajak tidak dikenakan pajak kalau 

tldak memiliki~ menguasai) atau menikrnati objek pajak yang tergolong sebagai 

objek kena pajak sebagai syarat-syamt <>byektif dalam pengenaan pajak. 

Segala sesuatu dalam masyamkat dapat dijadikan sasaran atau obyek 

pajak, baik keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Objek yang dapat dikenakan 

pajak terlalu banyak tergantung pada pembuat undang-UGdang untuk 

menjaringnya sepanjang tidak melanggar kesopanan dan kesusilaan dalam 

masyamkat. Miaalnya obyek pajak penghasilan adalah penghasilan, sedangkan 

objek pajak pertambahan nilai lebili beragam yaitu penyerahan barang kena pajak, 

imper barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena 

pajak tidak berwujud, pemanfuatan jasa ken a pajak dan ekspor barnng kena pajak. 

Demikian pula untuk jenis pajak yang lain misalnya Pajak Penjualan alas Bamng 

Mewah, Pajak Bumi dan Banganan, Bea Perolehan Hak alas Tanab dan 

Bangunan, dan jenis pajak lain masing-masing mempunyai objek pajaknya 

sendiri-sendiri. Dengan demiklan maka objek pajak ditentukan pula oleh jenis 

pajaknya, yang kemudian juga menentukan siapa wajib pajaknya, yaitu orang 

~6 Objek pajak adalah segala sesuatu yang karena undang·undang dapat dikenakan pajak.. 
Dikatakan "dapat dikenakan" pajak mengandung makna bahwa objek pajak boleh atltu tidak boleh 
kena pajak, terdapat dalam Mubammmad Djafar Saidi, Op.cit, him. 35 
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pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang~undangan yang berlaku. 

Kewajiban perpajakan apabila tidak dilaksanakan oleh Wajib Pajak maka 

dapat dikanakan sanksi hukum yang meliputi sanksi administratif berupa bunga, 

denda atau kenaikan serta sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

Berikut adalah yang menjadi kawajiban dari Wajib Pajak": 

a Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak 

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib 

pajak dan kepadanya diberikan nomor pokuk wajib pajak; 

b Wajib Pajak wajib melaporkan uaahanya pada Kantor Direktorat Jenderal 

Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal a!lru tempat kedudukan 

pengusaha, dan kegiall!n usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagal 

pengusaha kena pajak, dan kepadanya diberikan keputusan pengukuban 

pengosaha kena pajak; 

e Wajib pajak wajib mengambil sendiri sural pemberitahuan di tempat yang 

diletapkan oleb Pejabat Pajak yang mudah dijangkau; 

d Wajib pajak wajib mengisi dengan jelas, benar dan lengkap serta 

ditandatangani sendiri surat pemberitahuan kemudian mengembalikan ke 

Kantor Direktorat Jenderal Pajak lengkap dengan larnpirannya; 

e Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak; 

f Wajib pajak diwajibkan untuk membayar dan atau menyetor pajak di tempat 

yang telab ditentukan oleh Undang-Undang; Utang pajak mutlak harus 

dibayar atau disetor pada kas negara melalui kantor pus dan a!lru Baak BUMN 

11 Kewajiban Wajib Pajak tersebut tidak bersifat final yang beratti dapat ~1'\lbah setiap saat 
dan waktu, Hal ini dimaksudkan agar kewajiban Wajib Pajak dapat mengalami perubahan yang 
signifikan datam upaya pcnegakan hukum pajak. .. , terdapat dalam buku Muhammad Djatar 
Saldi,Op..cil, hl.m, 84 
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dan atau Bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan; 

g Pajak yang terutang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak dengan tidak 

menggantungkan pada adanya pada adanya sura! ketetapan pajak; 

h Wajib pajak berkewajiban menyelenggarakan dan atau memperlihatkan 

pembukuan atau pencatatan maupun data yang diperlukan pemeriksa pajak; 

i Wajib pajak wajib memberi kesempalan kepada Pemeriksa pajak untuk 

rnelakukan pemertksaan untuk memasuki ruangan yang dianggap perlu; 

j. Wajib pajak badan wajib untuk menunjuk wakil yang bertanggung jawab 

tentang pelnksanaan kewajiban perpajakan; 

k Wajib pajak wajib mnunjuk kuasa hukum untuk mewakili wajib pajak di luar 

maupun di dalam lembaga peradilan pajak. 

Adanya kewajiban perpajakan Wl\iib pajak tentu "''i• akan berdampingan 

dengan suatu bak. Hak Wajib Pajak ini tidak secara limitatif diatur dalam satu 

undang-nndang saja melainkan tersebar dalarn berbagai undang-undang pejak. 

Termasuk hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 

a Memperoleh NPWP atau keputusan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak; 

b Mengajukan permohonan penundaa11 penyampaian surat pemberitahuan 

kepada pejabat pajak; 

c Menerima tanda bukti pemasukan surat pemberitahuan; 

d Melakukan pembetulan sendiri surat pemberitahuao yang te!ah dimasukkan; 

e Mengajukan permohonan angauran atau penundaan pmbayanan pajak sesuai 

dengan kemampuannya; 

f Menerima tanda bulcti setoran pajak; 

Universitas Indonesia 

Kedudukan Utang..., Wilma Ika Dewi, FH UI, 2009



95 

g Mengajukan pennohonan pengembalian kelebiban pembayaran pajak serta 

rnemperolch kepastian keputusan penetapan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak; 

h Mengajukan pennohonan pembetulan sa!ah tulis atau salah hitung salam surat 

ketetapan Pajak; 

i Mengajukan pennobonan pengurangan atau penghapusan sanksi aministra.tif; 

j Menunjuk k:uasa untuk menjalankan hak dan kewajibannya scsuai peratumn 

perundangan perpajakan; 

k Mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan 

atas surat keberatannya; 

Mengajukan permohonan banding alas sural keputusan keberatan pada 

Pengadilan Pajak; 

m Mengajukan gugatan aw perbuatan Pejabat Pajak yang sewenang-wenang 

dalam menjalankan peraturan perundangan ke Pengadilan Pajak; 

n Menunjuk kuasa hukum untuk mewakili baik di Lembaga Keberatan, 

Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. 

Dengan Ielah diundangkannya peraturan perundang-undangan perpajakan 

sebagai dasar pengenaan pajak, dengan obyek pajak meka muncullah lrewajiban 

dan bek perpajakan dari wajib pajak, termasuk pelunasan atas utang pajak yang 

timbul. 

2 Pemunguta.n Pajak dan Penyelesaian Utaug Pajak JRenurut Ketentuan 

Umum dan Tata Can Perpajakan 

Sistem pemungutan pajak: di Indonesia sebagaimana telah disinggung 

sebelWTUlya dilakokan dengan sistem self assesstment, dimana sistem tersebut 

telah membawa akibat pada cara pembayaran dan/atau penagihan pajak. 

Utang Pajak timbul karena suatu undang-undang yang mengatur mengenai 

kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak seperti telah dijelaskan 
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sebelumnya. Semua wajib paja!2'8 berdasarkan sistem self assessment wajib untuk 

mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat seba.gai 

Wajib Pajak dan sekaligus untuk mndapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

sebagaimana diaturdalam Pasal2 ayat (I) UU KUP. 

Pasal 2 ayat (I) UU KUP. 

"Setiap Wajib Pajak wajib mendqftarkon diri pada Kantor Direktoraf 
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal a/au 
tempat kedudukon Wajib Pajak dan kepadaeya diberikon Nomor Pokak 
Wajib Pajak". 

Wajib Pajak meliputi pribedi maupun badan, dalam hal wajib pajak 

tersebut adalah pcngusalia maka mempunyai kew«Yiban untuk melaporka.n 

kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) UU KUP sebagai 

berikut: 

"Seliap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajak 
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertamhahan Nilai 1984 dan 
perubahannya. wajib melapor usahanya pada kantor Dircktorat 
Jenderal Pajak yang wl/ezyah kerjartya me/iputi tempat tinggal atau 
tempat kedudakon Pengusaha, dan tempat keglalan usaha di/akuken 
untuk dikukuhkon menjadi Pengusaha Keno Pajak". 

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan kewajibannya untuk mendaftar 

maka Direktur Jenderal P'\iak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan 

mengukuhkan Pengusaha29 yang tidak melaporkan usahanya rnenjadi Pengusaha 

Kena Pajak"' secara ex officio atau karena jabatannya. 

25 Babwa yang dimaksud deogan Wajib Pajak menurut Undang~Undang Nnmor 6 T<thun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Seb.agaimana Telah Diubah Terakhir dengan 
Undang·Undang Nomor 16 iahun 2000 adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk 
pmungut plljak atau pemotong pajak tertentu. 

V} Pengertian Pengusaha menlln.lt Pasal I angka 3 UU I{UP .adatah orang pribadi atau badan 
dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekeljaannya menghasilkan barang. mengi:mpor 
b:amng. mengekspor barang, melak;ukan usaba pe.rdagangan, memanfaatkan barang tdak berwujud da.rl 
luar da.erah Pabean, melakukan. usahajasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. 

30 Pengertian Pengusaha Kena Pajak menurut Pasal 1 angka 4 UU KUP adalah Pengusaha 
sebagaimana dimaksud pada dalam UU KUP yang melakukan penyerahan Barnng Kena Pajak dan atau 
penyerahan l'asa Kena Pajak yang d.ikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan 

UniVersitas Indonesia 

Kedudukan Utang..., Wilma Ika Dewi, FH UI, 2009



97 

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa yang menjadi dasar 

konstitusional bagi negara untuk memungut pajak dari warganya termasuk warga 

negara asing adalah Pasal 23A UUD 1945. Undang-undang Pajak sebagai 

penjabaran dari ketentuan Pasal 23A UUD 1945 tersebut merupakan dasar hukum 

yang bersifat operasional pemungutan pajak kecuali Undang-Undang tentang 

Pengadilan Pajak. 

Dalam pemungutan pajak terdapat asas bahwa yang berwenang 

melukukan pemungutan pajak adalah negara yang tidak boleh dilimpallkan 

kepada pihak swasta31
• Pemungutan pajak dilakul<an oleh petugas pajak dalam 

lingkungan Direktorat Ienderal Pajak, .ke<:uaJi ditentukan lain dalam Undang­

Undang. 

Dalarn melakukan pemungutan pajak, negarajuga terikat pada yuriadiksi" 

dari negara yang bersangkutan. Pengelompokan yurisdiksi pemungutan pajak atas 

asas somber, asas kewarganegaraan, dan asas tempat tinggal bertujuan untuk 

menghindari penganaan pajak ganda baik nasional maupun lntemasional. 

Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi adralnistratif sesual 

peraturan perundang-undangan pepajakan merupakan utang pajak"- Sebagainuma 

telah dijelaskan sebelurnnya, terdapat ajaran materiil dan formil34 yang 

Nilai 1934 dan perubahannya. tidak termasuk Pengusaba Kecil yang batasannya ditetapkan dengan 
Keputusan Menterl Keuangan. kecuati Pengus:aha Kecil ynng meruJlih untuk tlikukuhkan meqjadi 
Pengusaha Kena Pajak_ 

J.l Muhammad Djaf'at Saidi. Op.cit, hlm. 139 

n Yurisdiksi adalah ruang lingkup penggunaan wewenang untuk memungut pajak pada 
warganya maupun warga negara asing yang berkedudukan di negara tersebut sehingga tidak 
menimbulkan pembebanan bent bagi yang kena pajak., Ibid, him. 141 

13 Terdapat petbedaan pengertinn Utang Pajak antara UU KUP dengan UU Penagihan Pajak 
dengm Surat Paksa yang Jebih luas cakupannya. 

34 Temyata teori funnU yang menyatakan bahwa utang: pajak timbul bukan da.ri Undang· 
Undang metainkan setelah adanya penetapan dari Petugas Pajak ha.nya ditrnpkan pada P~jak Bumi dan 
Bangunan. 
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mempersoalkan bagaimaoa cara timbuloya utaog pajak, apakob kareoa Undang­

Undang atau karena tindakan petugas pajak. 

Sesuai Pasal 12 ayat (I) UU KUP, bahwa setiap Wajib Pajak rnembayar 

pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, 

dengan tidak menggantungkan pada adanya sural ketetapan pajak, semakin 

meojelaskan penerapan Ajarao Materiil dalam menentukan kapan timbulnya 

kewajiban pajak. 

Tika baik seeara obyektif maupun subyekrif syarat kawajiban perpajakan 

Ielah dipenuhi, dan dengan dianutnya Self .Messment System, wajib pajak 

menghitung dan membayar kewajiban pajakaya sendiri. Atas pajak terutang yang 

belum dibayar maka akan dilakukan tindakan penagihan. 

Penagihan pajak dapat dilakakan melalui 3 (tiga) cara yaitu Penagihan 

Secara Biasa, Penagihan Seketika dan Sekaligus, dan Penagihan Secara Paksa. 

Pertama, Penagihan Seeata Biasa adalah tindakan pejabat pajak kepada 

wajib pajak kareoa tidak membayar lunas pajakaya yang terutang tanpa pakaaan 

secara nyata. Penagihan secara biasa ini mengguoakan inslrumen hukum pajak 

yang dapat berupa: 

I Sural Pemberitahuan Pajak Terutang; 

2 Surat Tagiban Pajak; 

3 Surat Ketetapan Pajak; 

4 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 

5 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 

6 Surat Keputusan Pembetulan; 

7 Surat Keputusan Keberatan; 

8 Putusan Banding; 

9 Putusan Gugatan; 
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10 Putusan Peninjauan KembaH. 

Kedua, Penagiban Seketika dan SekaJigus merupakan sarana untuk 

melakukan penagihan pajak dalam rangka pengamanan keuangan negara dari 

sektor pajak yang dilaknkan oleh Pejabat Pajak dan dilaksanakan oleh Juru Sita 

Pajak. 

Ketiga, Penagihan seeara Paksa dilaknkan jika Wajib Pajak atau 

penanggung pajak tidak membayar lunas utang pajaknya walaupun telah 

diberilam surat teguran dan babkan telah dilaknkan penagihan seeam sekelika dan 

sekaligus. Unsur paksaan yang dimaksud adalah paksaan yang tercantum dalam 

Sural Paksa maupun paksaaan pada saat pelaksanaan tindakan terkait sural paksa 

oleh juru sita pajak berdasarkan Undang~Undaog Penagihan Pajak dengao Surat 

Paksa Sarana yang dapat digunakan untuk melaksanakan penagihan cara paksa 

adalab dengan Sural Paksa, Penyitaan, Pencegahao dan Penyenderaan. 

Ketiga macam lindakan panagihan pajak secara konkritnya dapat 

dilaknkan melalui peneroitan surat sebagai berikut: 

a. Surat Teguran 

Untuk utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewal 7 (tujuh) hari dari 

tanggal jatuh tempo pembayaran, maka akan dilaknkan tindakan penerbitan 

Sural Teguran oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

b. Sural Paksa 

Peneroitan Sural Paksa dilaknkan jika utang pajak belum juga 

dilunasi setelab lewal 21 (dua puluh satu) harl darl tanggal penerbitan Surat 

Teguran. Sural Paksa tersebut diberitabukan oleh Jurusita Pajak dengan 

dibebani biaya penagihan pajak dengao Surat Paksa sebesar Rp 50.000,00 

(lima puluh ribu rupiah). Utang pajak hams dilunasi dalam jangka waktu 2 x 

24 jam setelab Sural Paksa diberitabukan oleh Jurusita Pajak. 

e, Surat Sita 
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Tindakan penyitaan dengan menerbitkan surat sita ditakukan jika 

utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa 

diberitahukan oleh Jurusita Pajak. Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan 

penyitaan, dengan biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan 

sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). 

d. Lelang 

Dalam jangka waktu poling singkat 14 (empat belas) bari setelah 

tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan 

pengurnuman lelang melalui media ma.ssa (kecuali barang dengan nilai 

maksimal Rp.20.000.000,- tidak hams diumumkan melalui media massa). · 

Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap berang yang 

disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setetah pengumuman 

lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksaaaan sila belum 

dibayar maka akaa dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk 

pangumuman lelang dalam sural kahar dan biaya lelang pada saat pelelangan. 

Tindakan penagihan utang pajak sebagaimana tersebut tentu memilikl 

masa daluarsa. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, 

kenaikan, dan biaya penagihan p!ijak, akan daluwarsa setelah lampau waktu 5 

(lima) tahun terhitung sejak sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Sural 

Ketetapen Kurang Bayar, Surat Ketelapan Kurang Bayar Tambahan, dan Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Pu.tusan Banding1 serta 

Putusan Peninjauan kembali. 

Dalam rangka sebagai pengawas berjalannya sistem self asessment 

dalam perpajakan, maka kejujuran wajib pajak sangat berpemn. Fungsi Direktorat 

Jendmal Pajak (Diijend Pajak) dalam melakukan pengawasan terhadap 

berjalannya sistem self asessment ada1ah dengan melalui kegiatan pemeriksaan. 

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 

mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk mengeji kepatuhan pemenuhan 
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kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Tujuan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjend. Pajak adalah sehagai 

berikut: 

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:, seperti SPT lebih 

bayar, SPT rugi. 

b. SPT tidak a!>w terlambat disampaikan. 

c. SPT memenubi krlreria yang direntukan Direktur Jenderal Pajak untuk 

diperiksa. 

d. Pernbarian NPWP (secara jababln) 

e. Penghapusan NPWP. 

f. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan a!Jlu peneabutan 

Pengukuhan PKP 

g. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding 

Balk UU KUP maupun undang-undang pajak lainnya Ielah menetapkan 

berbagai cara berakbimya ublng pajak adalab sebagai berikut": 

a. Pembayaran 

Pembayaran36 dalam hokum pajak adalab pembayaran dengan mata 

uang negara pemungut pajak'7• Sesuai dengan Pasal 9 ayat (!) UU KUP, 

J:l Tony Marsyahrul. Op.cit,. blm. 8. Dalam bukunya disebulkan bahwa berakhimya utang 
pajak melalui cam pcmbayaran, kompensasi, penghapusan karena daluars.a dan apabila wajib pajnk 
meninggal dunia tanpa ahli wruis dan harta waris atau paillt, pembeb~. Sedangkan Achmad 
Tjahjono dan Muhammad Fakhri Huscin dalam bukunya Perpajalwl menyebulkan cara berakbimya 
utang pajak tidak hanya terbatas pada earn pengakhiran utang pajak sebagaimana dimaksud o!eh Tony 
:Matsyah.rut tenebut. Menurutnya care pengakhirnn 1,11$g pajak secam leng'kap adalah 
pelunasan/pembayaran. kompensasi. penghapusan utang, da!uarsa, pembebasan, penundaan 
penaguhan. 

36 Aehmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, Op.cli, hlm. 21, menyebutkan bahwa 
pada umumnya utang pajak berakhir dengan pembayamn ice Kas Negara: atau tempat lain yang 
ditwjuk oleh Ne:gara seperti bank-bank pemerintah. kai"lfor pos dan giro, dan iain~Jain. 
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bahwa Menteri Keuangan menentukan tangga\ jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terutang unmk suatu saat atau Masa Pajak bagi 

rna">ing-masing jenis pajak, paling larnbat J 5 (lima belas) hari setelah saat 

terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. 

Sesuai Pasal !0 UU KUP, Wajib Pajak wajib membayar atau 

menyetor pajak yang terutaog dengan menggnnakan Surnt Setoran Pajak ke 

Kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan. Surat Setornn Pajak berfimgni sebagai bukti 

pembayaran pajak apabila telah diaahkan oleh Pejabat kantor penerima 

pembayarnn yang berwenang, yang ketentuannya diatur pula dengan 

Permenk.eu. Lebih lanjut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 10 ayat {2) 

bahwa Tata Cara pombayaran, penyetornn pejak, dan pelaporannya serta tala 

cam mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturnn Menteri Keuangan. 

Kompensasi adalah cam pelunasan utang pajak dengan 

memperhitungkan kelebihan pembayanan pejak terhadap utang pajak lainnya. 

Kelebihan pembayaran pajak rnerupakan hak Wajib Pajak dan dapat 

dikraditkan yang artinya dapet dilrompensasi dengan utang pejak. Utang pajak 

tidak dapat dikompensasikan dengan utang biasa karena utang pajak berada 

dalam konteks hukum publik, sedangkan utang biasa berada pada ranab 

hukum privat. 

31 Ibid, him 8 

311 Ibid, Kompensasi dlsebut juga pengimbangan, Komp;:msasi dapat dilakukan atas 
pembayarnn dan atas kerugian. Kompensasi kerugian dimungkinlwn jika pada awai pendiriannya 
Wajib Pajak menderitt keruglan. Sedangk<m kompensasi karena pembayaran dilakukiar~ apabila selah 
satu pihak mempunyai utang,dan mempunyai tagihan kepada pihak lain. Dalam hukum pajak 
kompensasi dapat dilakukan jika Wajib Pajak untuk satu jenis pajak mempunyai k~1ebihan 
pembayaran pajak sedangkan untuk !alnjenis terdapat kekurangan perr.bayaran pajak. 
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c, Penghapusan utang 

Penghapusan utang dikarenak:a.n daluarsa dan meninggalnya wajib 

pajak. Daluarsa utang pajak apabila tunggakan dalam jangka waktu sepuluh 

tahun tidak dilakukan tindakan penagihan pajak, maka setelah dilakukan 

penelitian adrninistrasi dapat diusulkan untuk dihapuskan. Muhammad Djalio.r 

Saidi menggunakan istilah "peniadaan utang'' yang artinya Jl'Yak rerutang 

ditiadakan karena alasan tertentu atau karena penetapannya yang tidak benar. 

d. Pembebasan 

Pembebasan pada umumnya hanya Wltuk denda dan atau bunga. 

Muhammad Djafar Saidi memberikan contoh pembebasan utang pajak yaitu 

ketentuan dalam Undang-Undang PPN yang memberikan tarif pajak eksper 

0%. 

e. Pembayaran dengan cara lain 

Pembayamn pajak dapat dilakukan dengan cara lain yang tidak 

melanggar hukum dan diperbolehkan oleh peraturao perundang-undangan 

pepajakan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Bea Matemi, 

pembayaran dilakukan dengan penggunaan rnateral. 

Sesuai dengan UU KUP, bahw.t atas utang pajak yang tidak dibayar maka 

dilakukan penagihan pajak oleb Direktorat Jendeml Pajak sebagaimana telah 

dipaparkan sebelumnya 

Dalam hukum pajal4 negara mempunyai tempat istimewa terkait 

penagihan pajak. Kedudakan prejeren negara alas penagihan utang pajak 

dikarenakan proses timbulnya utang pajak adalah kareaa terkait proses dalam 

hukum publik. 

Selain itu rnenurut Rochmat Soemitro, basil dari penagihan pajak 

diganakan untuk kepentingan umum, melangsungkan kehidupan hangsa dan 

mewujudkan tujuan negam, sehingga kemudiaa timbullah hak mendahulu bila 
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dibandlngkan dengan utang biasa apabila Debitor tidak mampu membayar utang~ 

utangnya. 

Mengenai kedudukan hak mendahulu atas utang pajak terhadap krediror 

lainnya telah dijabarkan dalam bab II, yang mana atas pertirnbangan tertentu 

maka utang pajak tidak dapat mendahulu dari kreditor pemegang hak jaminan, 

upah buruh, dan biaya kepailitan. Walaupun Ielah secara tegas dalam Pasal 21 

ayat (3a) UU KUP menyatakan rnengenai larangan penggunaan harla si pailit 

untuk membayar utang Jain sebe1um utang pajak dilunasi, namun ketentuan ini 

tidak efektif untuk pemegang hak jarninan kehendaan yang mempunyai 

kekuasaan untuk eksekusi pelunasan dari obyek jaminan. 

Menurut UU KUP hak mendahulu ini mempunyai kadaluarsa yang artinya 

akan hilang setelah melampaui wal<tu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan 

Surat Tagihan Pajak, Sura! Ketetapan Pajak Kurang Boyar, SKPKB Tambahan, 

Sura! Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau 

Putusan Peninjauan Kembali yang mnyebabkan jurnlah pajak yang barus dibayar 

bertambah. Pengecualian penghitungan larnpau waktu hak mendahulu diberikan 

apabila Sural Paksa untuk membayar telah diberitahukan secara resmi atau tetah 

diberikan penundaan pembayaran. 

Sesuai Pasai2J ayat (3) UU KUP, hak mendahulu negaraatas utang pajak 

yang melebihi segala bak mendakulu lainnya dikecualikan terhadap tagiban 

berupa: 

a Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk 

melelang suatu barang bergerak tau tidak bergerak; 

b Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelarnatkan suatu barang dimaksud; 

c Biaya parkarn, yang semata-mata disebebkan pelelangan dan penyelesaian 

suatu warisan. 

Daluwarsa dalam penagihan pajak tersebut tertangguh apabila diterbitkan 

Surat Paksa, ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun 
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tidak Jangsung, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kocang Bayar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tarnbahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); atau dilakukan 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 

3 Penyelesaian Utang Pajak dalam Kepailitan 

Dengan jatuhnya putusan kepailitan, rerdapat beberapa acara yang mesti 

diselesaikan yang secara singkatnya adalab sel>agai berikut: 

a Putusan pailit (tingkat pertama); 

Dengan telab diucapkan putusan pailit, sesuai Pasal 24 ayat (I) UUK PKPU 

babwa Debitor demi hukum kehilangao haknya untuk rnenguasai dan 

mengurus keknyaannya yang termasuk dalam harta pallit. Setelab putusan 

pernyataan pallit, mulai berlaku penangguban eksekusi hak jaminan (stay). 

Sesuai Pasal 86 UUK PKPU, maka setelab putusan pernyataan pailit akan 

dilakukse R.apat Kreditnr. 

Dalam jangka waktu 90 hari setelab Putusan Pengadilan maka rnasa stay 

bemkhir dan debitor berada dalam insolvensi. Setelab dua bulan sejuk 

insolven, kreditor separatis tidak lagi berwenang melakukan eksekusi~ narnun 

berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a). Kreditor separatis tidak berwenang lagi mengeksekusi hak jarninannya, 

kewenangan tersebut diambilalih oleh Kurator. 

b). Kreditor separatis dalam hal dia tetap akan mendapatkan seluruh hakuya 

namun harus menunggu pembagian harta paiUt. 

b Putusan pailit berkekuatan tetap (inkracht); 

c Mulai dilakukan tindalran verifikasi (pencocokan piutang); 

Berdasarkan Pasal 113 UUK PKPU, setelah putuSI!Jl pailit berkekuatan hukum 

tetap, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, Hakim Pengawas 

menetapkan: 
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a). Barns akhir pengajuan tagihan, yaitu 14 (empat belas) hari sejak penetapan 

Hakim Pengawas mengenai batas akhir pengajuan tagihan. 

b). Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; 

c). Waktu Kreditor untuk mcngadakan pencocokan piutang. 

Padn masa pengajuan tagihan, berdasarkan Pasal 145 UUK PKPU, debitor 

pailit rnemasukkan rencana perdamaian dan daftar piutang mulai ditempatkan 

di kantor Kurator. 

Dalarn wnk;u 14 (empat belas) hari sejak batas akhir pengajuan tagihan, 

dimulailah masa pencocokan piutang dan perdamaian sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 145 UUK PKPU. Dalam hal Debitor mengajukan rencana 

perdamalan maka pada masa ini dilakukan rapat untuk mengambil keputusan 

mengenai rencana perdamaian. 

d Dicapai komposisi (<Iklrlx>rd, perdnmaian); 

e Pengadilan memberikan homologasi (mengesahkan perdnmaian); 

Berdasarkan Pasal 160 UUK PKPU, atas pengesaban perdamaian melalui 

putusan Pengadilan Niaga dapat dilakukan upaya hukum Kasasi dalarn waktu 

8 hari setelah homologasi. 

f Atau dinyatakan insolvensi (debitor dalam keaduan tidak marnpu membayar 

hutang); 

g Dilakukan pemberesan (tenmasuk penyusunan daftar piutang dan pembagian); 

h Kepailitan berakhir; 

1 Dilakukan rebabilitasi. 

Dari proses kepailitan sebagaimana tersebut diatas, terlihat bahwa proses 

yang melibutkan kedudukan negara sebagai Kreditor atas utang pajak adalah pada 

masa veriftk:asi atau pencocokan piutang,. yang mana verifikasi utang pajak 
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tersebut ada!ah dengan tujuan untuk menentukan besamya pajak yang harus 

dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. 

Baik sebetum maupun setelah dljatuhkan putusan pemyataan pailit, 

Debitor dapat mengajukan Perdamaian. Jika Perdamaian ternebut akan dilakukan 

sebelum dinyatakan pailit maka upaya yang dapat diternpuh adalah melalui 

mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau Surseance 

van Betolli11g atou Su.spension of Payment. Mekanisme PKPU yang lebih dini 

tersebut dapat mencegah Debitor terkena likuidasi. Sesuai dengan Pasal 222 dan 

Pasal 223 UUK PKPU, pennohonan PKPU dapat diajukan oleh Debitor, Kreditor 

dan semua pihak yang dapat mengajukan permohonan pemyataan pailit. 

Untnk menunda kepailitan, Debitor dapat mengajukan permohonan PKPU 

sebelum pernyat>an pailit diretapkan, karena permohonan PKPU haros diputus 

terlebih dahulu39• PKPU pada dasamya merupakan penawaran Rencana 

Perdamaian dari Debitor kapada Kreditor. Jadi sesungguhnya PKPU ini 

marupakan pemberian kesempatan kepada Debitor untuk melakukan 

restrukturisasi utang-utangaya, yang dapat meliputi pembayaran se!uruh atau 

sebagian utang kepada Kreditor Konkanen"'. Menurut Karlin! Muljadi, 

sesungguhnya PKPU ini merupakan pemberian kesempatan kepada Debitor untuk 

melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran 

seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren41
• 

Dalam rangka PKPU akan menghasilkan suatu Rencana Pcrdamaian. 

Perdamaian itu sendiri adalah kata sepakat antara debitor dan kreditor mengenai 

penyelesaian utangnya. Perdamaian dapat ditempuh baik dalam kepailitan yaito. 

pada masa peacocokan piutang maupun dalam rangka PKPU yaitu sebe!um 

adanya putusan pemyataan pai!it. 

39 Kartini Muljadi, Op.cit, him. 173 

411 1bid, hlm.l74 

41 Kartlni Muljadi. Op.cU 
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Menurut Munir Fuady, Perdamaian da[am kepailitan rnempunyai 

perbedaan dengan proses perdamaian pada umumnya yaitu sebagai berlkut42
: 

a. Mengikat seluruh pihak 

Bila perdamaian pada umumnya sernua pihak harus menyetujui terhadap 

perdamaian itu sendiri. Dalam kepailitan, tidak ada syarat kuorum untuk 

sahnya rapat, dan dilakukan voting dimana voting tersebut lebih dari setengah 

dari jumlah kreditor yang hadir~ dimana jumlah yang menyetujui tersebut 

mewakili paling sedikit 213 (dua pertiga) dari jumlah piutang (yang diakui 

atau yang sementam diakui) dad kreditor yang hadir. 

Keputusan yang diambil sekalipun hanya minoritas dati seluruh k.reditor, tetap 

mengikat seluruh kreditor yang ada yang tidak mengikuti mpat tersebut. 

b. Lebih formal 

Tata cara perdamaian dalam proses kepailitan sifatnya lebih fonnal dengan 

mengikuti tala cara dan time frame yang ketal yang diatur dalam Undang­

Undang Kepailitan.Demildan pula dengan keberatan terbadap perdamaian 

juga hams diajukan sesuai prosed or, 

e. Perlu Pengesahan!Homologasi 

Meskipun perdamaian telab disetujui, namun masih tetap perlu dilakukan 

homologasi dalam suatu sidang homologasi. Sidang tersebut dapat menolak 

atau mengesahkan perdamaian, dimana berdasar Pasal 159 ayat (2) UUK 

PKPU, Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian dengan alasan­

alasan sebagai berikut: 

a). harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk 

menahan suatu henda, jauh lebih besar daripada Jwnlah yang disetujui 

da!am perdamaian; 

42 MuniT Fuady, Hulwm Pailit dalam Teori dan Prakt~k, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005,, 
hlm.107-Hl8 
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b). pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau 

c). perdarnaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu 

atau lebih Kreditor~ atau karen a pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan 

tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerjasama untuk 

mencapai hal ini. 

d. Terhadap penolakan dalam Homologasi dapat diajukan Kasasi 

e. Tidak berlaku bagi Kreditor Separatis dan Kreditor yang didahulukan 

f. Tujuannya pembagian aset 

g. Peran Kurator yang besar 

h. Putusannya mempunyai kekuatan eksekutoria~ 

Penyelesaian utang pajak dalam kepailitan diawali dengan diajukannya 

tagiban pajak kepada kurator untuk kemudlan dilakukan verifikasi tagihan pajak. 

Delam tabap verif!kasi untuk menentukan besarnya tagihan utaag pajak 

dapat terjadi permasalahan, misa!nya adanya perbadaan jumlah klaim utang pajak 

yang hams dibayar. 

Permasalahan pertama, mengenai perbedaan jumlah utang pajak dapat 

dilihat dalam kasus antara PT. Daya Guna Samndr.a., Tbk vs William Eduard 

Daniel, Departemen Keuangan RI cq. Ditjend Pajak Kanwil WP Besar, KPP 

WP Besar. Dalarn Putusan Pengadilan Niaga No.28/PAILIT/2004/ 

PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan Mahkarnah Agung Nomor 08/K/N/2005, dapat 

diketahui bahwa dalam kasus PT Daya Guna Samudra, yang selanjutnya disebut 

PT DGS terdapat dua permasalahan pokok, yaitu mengenai klaim upah karyawan 

dan klaim utang pajak. 

Mengenai utang pajak, dalarn kasus PT DGS rersebut terdapat perbedaan 

jumlah utang pajak, yang mana menurut klaim Direktorat Jendera! Pajak 

(selanjutnya disingkat DJP) sebagai !creditor preferen adalah sahesar 

Rp.314.4ll.l22.105,00 (tiga ratus ernpat belas mi!yar empat ratus sebelas juta 
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seratus dua puluh dua ribu seratus lima rupiah). sedangkan Debitor menyatakan 

menolak adanya utang pajak sebesar Rp.308.236.222.632,00. 

Klaim Ditjend Pajak tersebut berdasarkan Surat Ketetapao Pajak (SKP) 

atas Pajak PT DGS, untuk tunggakao jenis pajak sebagai berikut: 

a. PPh Badan; 

b. PPh Pasal 26; 

c. PPh Pasal 25; 

d. PPh Pasal21; 

e. PPh Pasal23; 

f. PPN; 

g. PPh Pasal4 ayat (2). 

Debitor menoJak jumlah klaim utang pajak yang diajukan DJP 

dikarenakao relah mengajukan sumt permohonan pengurangan/pembatalan 

ketetapan pl\iaknya. Atas dasar permasalahan tersebut Kumtor mengajukan 

permohonan pemeriksaan dan penetapan jumlah klaim utang pajak PT DGS 

kepada Hakim. 

Atas Putusan Pengadilan Niaga Nom or 28/P AILIT/2004/ 

PN.N!AGA.JKT.PST yang mengadili hahwa kebemtan Ditjend Pajak terhadap 

Daftar Pembagian Harta Pailit tidak dapat diterima, DJP telah mengajukan 

Perlawanan dengan dalil bahwa adanya perhedaan jumlah utang pajak 

dikarenakan adanya perbedaan pengihitungan penghasilan netto antam Debitor 

dan DJP, dimana terdapat koreksi pajak yang tidak diakui Debilor serta terdapat 

kekurangan pencatatan atas kerugian selisish kurs43
. 

41 Putusan Mahl:amah Agung Nomot 09 KJN/2006, hnlaman 3 
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Seperti halnya Hakim pada Pengadilan Niaga, Hakim Mahkamah Agung 

pada tingkat kasasi menolak pula pennohonan kasasi Pemerintah Republik 

Indonesia cq Ditjend Pajak tersebut. Penoiakan permohonan tersebut didasari 

pertimbangan bahwa penyelesaian kasus sudah tepat diterapkan UUK PKPU 

sepenuhnya dan tidak ada dasar untuk menganggap UU KUP sebagai extra 

ordinary rules sehingga utang pajak dapat diselesaikan di luar jalur kepailitan. 

Dengan demikian maka dapat dislmpulkan bahwa Hakim mempunyai 

pendapat bahwa penyelesaian utang pajak tidak diselesaikan di luar jalur 

kepailitan. 

Pe!1Tlasalahan mengenai perbedllilll jumlah klaim utang pajak juga terjadi 

dalam perkara antara PT. Panca Muspan vs Tutik Sri Suharti (Kurator 

PT.Coneord Benefit), Kantor Pajak Wilayah VI Jaya Khusus, KPP WI' 

Pemsabaab Masuk Bursa. 

Dalam Putusan Nomor 050 KJN/2001 diketahui bahwa permasalahan 

mengenai utang pajak yang dlungkapkan oleh PT. Panca Mus pan adalah men genal 

jumlah perhitungan pajak yang seharusnya menurut Pemohon Kasasi dihitung 

hanya sampai pada saat wajib pajak dinyatakan pailit. Sehingga jumlah klaim 

utang pajak dihantah oleh Debitor Pailit dan Kumtor. 

Permasalahan kedua yang dapat muncul terkait penyelesaian pajak 

adalah penyelesaian utang pajak yang dilakukan melalui mekanisme perdamaian 

dan pertakaran piutang. Permasalahan demikian dapat dilihat peda kasus antara 

Ditjend Pajak cq KPP Jakarta Grogol l'etamburan vs PT.Inli Mutiara 

Kimindo. 

Kasus PT. Inti Mutiara Kimindo tersebut , yang selanjutnya disebut PT 

IMK, telah memanfaatkan kepailitan untuk mengaburkan pelunasan utang pajak. 

Baik Difjend Pajak maupun PT lMK adaleh pihak dalam Rencana Perdamaian 

45 Rachmanto Surahmat, Lis Alibi Pendens dan Proses Sengketa Pajak BMtiasarkan 
P81'aturan Perundang-Undangan Indonesia, terdapat dalam Majatah Inside Tar, Edisi I November 
2007, PT.Dimensi International Tax. Jakarta, 2002. 
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Final yang telah dihomologasi dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 

04/PKPU/2004/PN.NIAGA.JKT.PST jo. 42/PAILIT/2004/PN. NIAGA.JKT.PST 

dimana Ditjend Pajak berkedudukan sebagai Kreditor bersarna dengan Osville 

Finance Limited dan Chippingham Agents Limited, dan PT IMK sebagai Debitor. 

Sesuai dengan Perdamaian yang telab dihomologasi, bahwa utang pajak 

PT.IMK telah lunas dengan telab dilaksanakannya putusan homologasi. 

Perdamaian dalam kasus ini diajukan oleh Dabitor dalam rangka PKPU. 

Dalam Putusan juga dinyatakan bahwa telah dilakakan verifikasi atas 

piutang. Pajak yang menurut keterangan Ditjend Pajak adalah tanpa dihadiri dan 

diberitabukan sebelumnya kapada Ditjend Pajak mengeuai adanya kasus tersebut. 

Bahwa untuk menyelesaikan utang Debitor, dtajukannya Rencana 

Perdamaian yang dihadiri olab kreditor kecuali Diliend Pajak karena tidak ada 

pemberitabuan mengenai hal tersebut pula. Dengan adanya Putusan Pengadilan 

Niaga yang menyatakan bahwa para pihak harus menjalankan perdamaian yang 

dihomologasi, maka terltitung sejak dilaksanakannya putusan yang ditandai 

dengan penetapan pelunasan, utang pajak PT.IMK dianggap lunas. 

Adapun isi pokok Rencana Perdamaian Final yang disahkan Pengadilan, 

khusus yang berkaitan pembayaran utang pajak PT.IMK kepada negara adalab 

sebagai berikut: 

a. Bahwa utang p'\iak akan diselesaikan dengan penyerahan piutang atas nama 

debitor Multidana International Finance BV; 

b. Bahwa utllng pejak PT.IMK diseleasikan melalui penyerahan piutang yang 

akan dilakukan dengan penandatanganan Tran.ifer Certificate kepada 

Pengurus untuk kemudian diserahkan kepada Kantor Pajak, maka dengan 

demikian utang pajak PT.IMK kepada negara lunas. 

Dengan adanya perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi 

Pengadilan Niaga yang berlaka bagi Kantor Pajak, maka tindakan penagihan 

pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan 

dianggap bertentangan dengan Putusan Homologasi Pengadilan Niaga. 
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Perjanjian Perdamaian memang seharusnya hanya berlaku bagi Kreditor 

Konkuren. Perjanjian perdamaian yang telah disahkan hanya berlaku bagi kreditor 

konkuren, baik perdamaian yang dicapai sete[ah debitor dinyatakan pailit sesuai 

Pasal 162 UUK atau perdamaian yang herhasil setelah melalui proses PKPU 

sesuai Pasal 286 UUK PKPU. Berdasarkan Pasal 162 UUK PKPU, perdamaian 

yang disahkan tidak berlaku bagi kreditor yang mempunyai hak untuk 

didahulukan dengan tanpa pengecualian. 

Pasal 162 UUK: 

"Perdamaian yang disah/o:m berlaku bagi semua kreditar yang tidak 
mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecua/ian, 
baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak" 

Bahkan selanjutnya dalarn Pasal 286 UUK PKPU dinyatakan babwa 

perjanjian perdarnaian tidak herlaku untuk kreditor yang tidak menyetujuinya. 

Pasal286 UUK: 

"Perdamaian yang te/oh disahkan mengikat semua kreditor, kecuali 
kreditor yang tidak menyetujui rencann perdamaian sebagaimana 
dimalrsud da!am Pasa/181 ayat (2)" 

Mengenai pembatalan peljanjian perdamaian. Ketentuan Pasal 170 ayat 

(1) berlaku mutatis mutandis untuk pembatalan perdarnaian yang dieapai melalui 

proses PKPU yang menyebutkan: 

"Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang Ielah 
disahkan apabila debitor !alai memenuhi isi perdamaian tersebut" 

Jika melihat pada ketentuan Pasal 170 ayat (1) tersebut, maka akan sulit 

rnenurut huk:um apabila Kantor Pelayanan Pajak akan rnenuntut pembatalan suatu 

perdamaian, karena hams dibuktikan tetlebih dahulu debitor lalai memenuhi isi 

perdamaian, berarti ia menerima penyerahan piutang atas nama debitor Muttidana 

Finance BV dan debitor !alai memenabi kewajibannya. 

Atas putusan mengenai Pengesahan Perdamaian Pasal293 ayat (1) UUK 

menyebutkan: 
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11Terhadap putusan Pengadflan berdosarkan ketentuan dalam Bah 
III ini tidak ferbuka upuya hukum, kecuali ditenJukan lain dalam 
um:lang-undang ini" 

Dari ketentuan tersebut, maka terhadap perdamaian yang te1ah disahkan 

oleh Pengadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum kecuali ditentukan lain 

menurut undang-undang inL 

Yang perlu dipertanyakan dalam kasus PT.IMK adalah apakah proses 

hukurn aeara dalam kepailitan telah dijalankan? Hal ini mengingat untuk 

rnemutuskan jumlah utang pajak, diawali dengan pemberitahuan kurator kepada 

Diljend Pajak rnengenai adanya kepailitan, yang kernudian akan ditindaklanjuti 

dengan dimasukkannya tagihan pajak untuk diverifik.asi. Selain itu. sesuai dengan 

UUK PKPU bahwa yang melakukan perdamaian adalah kreditor konlruren, 

sehingga seharusnya tidak mengikat utang pl\iaik sebagai kreditor preferen. 

Setiap Undang-Undang selalu mengatur prosedur pengajuan keberatan 

apabila suatu keputusan yang diteibitkan oleh pibaik yang menerinumya dianggap 

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berluku45
• Dalam hal 

ketetapan pajak, Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan apabila ketetapan 

pejak yang dikenakan terhadapnya dianggap tidak sesuai dengan peraturan 

parundang·undangan 46
• Dalam peraruran perundang-undangan parpajakan 

Indonesia sengketa pajak diselesaikan melalui dua tahap yaitu tahap pertama 

me]alui pengajuan keberatan dan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan 

P'liak bila keberatan diiDlak41
• 

46 lbid 

~7 ibid 
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Paso! 25 ayat (I) UU KUP Ielah membuka kemungkinan mengajukan 

keberatan atas Ketetapan Pajak, yang mana Wajib Pajak dapat mengajukan 

keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: 

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; 

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau 

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketigu berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Alas keberatan ketetapan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak tersebu~ 

berdasarkan Pasal 26 ayat (I) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak dalam jangke 

waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima 

harus memberi keputusan alas keberatan yang diajukan. 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak alas keberatan dapal bernpa: 

a. Mengabu1kan sehuuhnya atau sebagian; 

b. Menolak atau menambah besamya jumlah pajak yang masih harus dibeyar. 

Dahan l'asal26A UU KUP, bahwa tata cam pengajuan dan penyelesaian 

keberatan diatur dengan atau ben:lasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Atas Surat Keputusan Keberatan yang dikeluarkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak, berdasarkan Pasa127 ayat (I) dan (2) UU KUP, Wajib Pajak dapat 

mengajukan permohonan banding hanya kepada bedan peradilan pajak, dimana 

putusannya merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata 

usaha negarn. Seteleb upaya banding, disadiakan pula upaya peninjauan lrembali. 

Mengenai jumlah pajak yang dibayar, meskipun Wajib Pajak 

mengajukan keberaton (upaya tingkat pertama), berdasarkan Pasal 25 ayat (3a) 

UU KUP, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling 
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sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak da1am pembahasan akhir hasH 

pemeriksaan~ sebelum surat keberatan disampaikan. 

Mema.ng Mahkamah Agung pernah mengeluarkan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Nomor 018 PK/N/1999 yang menyatakan bahwa Kantor Pajak 

bukanlah termasuk Kreditor dalam kepailitan. karena utang pajak merupakan 

piutang negara yang timbul dari undang-undang. Pertimbangan hukum dalam 

Yurisprudensi rersebut adalah sebagai barikut: 

"Bahwa Ktmtor Pe/ayanan Pajak maupun Kantor Pe/ayanan Pajak 
Bumi dan Bangunan. tidak termasuk dalam kreditor dalam numg 
lingkup pailit, bentuk utang pajak ada/ah tagihan yang /ahir da/am 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana diubah dengon 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Kelenluan Umum Perpajalam). 
Berdasar undang-undang tersebut, memberi kewenangan khusus 
Pejabat Pajak me/akukan eksekusi /angsung /erhadap utang pajak 
diluar campur Iangan kewenangan Pengadilan. Dengan demikian 
terhadap tagihan utang pajak horus diterapkan ketentuan Paso/ 41 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yalati menempatkan 
penyelesaian penagihan ulang pajak berada diluar jalur proses paillt, 
karena prmya kedudukan haTe istimttwa penyelesaiannya. " 

Dengan adanya putusan hakim yang kemudian dijadikan yurisprudensi 

ini tentu saja semakin memblngungkan rlalam penyelesaian utang pajak. 

Sebagajmana diuraikan sebelumnya, dalam kasus PT. DGS. hakim mempunyai 

pendapat bahwa penyelesaian utang pajak sudeh tepat dilakukan dalam jalur dan 

mekanisme kepailitan, yang mana tidak ada alasan untuk mengistimewakan 

Undang-Undang Perpajakan. Namun, dengan adanya yurisprudensi ini selain 

menimbulkan ketidakpastian bagi Debitor, juga mempunyai implikasi terhadap 

Kreditor. Dalam Yurisprudensi, diakuinya kewenangan bagi pejabat pajak untuk 

melakukan eksekusi atas utang pajak dapat mengesampingkan bak jaminan. 

Mengapa? Karena dalam hal dilakukan penagihan pajak, dapal. dilakukan dengan 

surat paksa yang dapat ditindaklanjuti dengan penyitaan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Sebagaimana Terakhir Dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan 

Surnt Paksa (UU PPSP). 
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Dalam Pasall4 UUPPSP, penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik 

penanggung pajak yang berada di tempat tinggul, tempe! usaha, tempat, 

kedudukan~ atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan 

pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang rertentu yang dapat 

berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, Dalam penjelasan Pasal 14 

disebutkan bahwa yang dimnksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain 

misalnya disewakan atau dipinjarnkan, sedangkan yang dimaksud dengan 

dibebani hak tanggungan adalah sebagai jarninan pelunasan utang tertentu, 

misalnya barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau diagonkan. 

Dengan adanya kewenangan yang basar untuk melaknkan peoyitaan 

terhadap barang yang dibebani hak jaminan kebendaan maka kewenangan 

tersebut telah melampaui hak pemegang hak jarninan kebendaan. Ketentuan 

mengenai penyitaan ini patut untuk dimintakan legislative review agar sinkron 

dengan hak warga negara sebagaimana diatur da1am Undang-Undang Jaminan 

Fidusia, Hak Tanggungan dan hak jaminan lahmya, 

Untuk kepentingan keuangan negara, sebagaimana berlake juga di 

berbagai negara, Undang-Undang Nemer 19 Tabun 1997 Sebagaimana Te1ah 

Diubab dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa, yang selanjutnya disingkat UU PPSP telab memberikan 

kekuatan eksekutorial pada surat paksa dan kedudukan sama dengan putusan 

peogadilan yang telab mempunyai kekuatan hukum tetap 48 

Sural Paksa dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi 

(Parate Eksakusl) dan tidak dapat diajukan Banding. Sehubungan dengan 

pemberian kekuatan aksekutorial te!llebu~ surat paksa tidak dapat digugat di 

Pengadilan Niaga karena dalam Pasal I angka 5 Undang-Undang Nomor 14 

Tabun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP) secara tegas 

dinyalakan bahwa sengketa yang timbu! dalarn bidang perpajakan termasuk 

gugatan alas pelaksanaan penagihan berdasar UU PPSP ada1ab sengketa pajak. 

·"'Prof. Gudono, Dosen Universitas Indonesia 
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Sengketa Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU PP adalah sengketa yang timbul 

dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan 

pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat 

di,Yukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarl<an peraturan 

perundang-undangan perpajakan, tennasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan 

berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

Dalam Pasal 37 ayat (1) UU PPSP menyatakan bahwa atas pelaksanaan 

UU PPSP banya dapat diajukan gugatan kepada Badnn Peradilan Pajak. 

Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 2 UU PP yang menyatakan bahwa 

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melakaanakan kekuasaan 

kehakiman bagi Wajib Pajak yang meneari keadilan terhadap sengketa pajak. 

Tujuan perpajakau adalah menghimpun dana dari masyarakat untuk 

kepentingan pembiayaan pemerintaban dan pembangunan. Berpangkal dari suatu 

jurnlah dana yang diperlukan negaea kemudian jumlah tetsebut didistrlbusikan 

kepada masyarakat berdasar indikator tertentu {penghasilan, nilai penyetaban 

transaksi, dsb). Pentinguya peranan pajak telah banyak dibicarakan, salah satunya 

mengenai pecan sistem perpajakan dalam mernbantu pencapaian tujuan sosial dan 

ekonomi di dalam negara berkembang50
• Penerimaan pajak selau dihubungkan 

dengan peranan atau fungsinya dalam mendorong pembangunan. Pada prinsipnya 

penerimaan pajak akan beJjalan lurus dengun kepatuhan Wajib Pajak (tax 

compliance) dalam arti bahwa semakin bagus kepatuban Wajib Pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajibau perpajakannya akan berakibat pada semakin 

tingginya penerimaan pajak51
• 

'SO Richard M. Bird, Tax Policy & Economic DeveltJPmenl, Johns Hopkins University Press. 
United States of America. 1992, h1m.3 

Sol Nuryadi Mulyodiwamo, Cmaiatt teniang Kebija!tan Sanl<si Perpujalum sejak Undong­
Undong KUP 1983 Jn'ngga Undang-Urrdtmg KUP 2007, t«dapat daJam Majalah Inside Tax, Edisi 2~ 
Des ember 2007 • PT. Dimensi International Tax, Jakarta. 
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Namun demikian apakah untuk menegakkan hukum pajak dapat 

diia1..'Ukan dengan cara melanggar hak warga negara lain sebagai pemegang hak 

jaminan kebendaan? 

Utang pajak Debitor merupakan piutang negara sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1137 KUH Perdata sebagai berikut; 

''Hak dari Kas Negara, Kantor lelang, dan lain-lain badan umum 
yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahululran, tertibnya 
melaksanalran hak itu, dan janglra waktu berlangsungnya hak 
ter$ebut, diatur dalam berbagai wu.lang-undang khU-1us yang 
mengenai hal-hal itu ". 

Jika berdasarkan pada Pasal 1137 KUH Perdata tersebut maka 

penyelesaiaa utang pajak merujuk pada pengaturaa da!am undang-undang khusus, 

yaitu undang-undaag Perpajakan. 

Namun demikian, pe!aksanaan penagihan pejak sebagai bagian dari 

hukum formil dalam hukum pajak dapat bersinggungan dengan jalannya proses 

dalam kepailitan. Merupakan suatu hal yang aneh apahila masing-masing pihak 

apekah Pengadilan Niaga dan Diljen Pajak masing-masing tetap secara arogan 

menja1ankan kewenangannya masing-masing. 

Cara penagihan pajak dalam hal debitor pailit tidak dapat disamakan 

dengan ketika debitor dalam keadaan tidak pailit. Apalagi ketika harta peilit tidak 

cukup untuk melunasi hutang seluruh debitor, maka hak kreditor separatis harus 

tetap dihormati, termasuk oleh negara. Dalarn penagihan pajak, akan tirnbul 

kemungkinan hergesekan dengan kepentingan kreditor lain yang mempunyai hak 

untuk mendapatkan pelunasan juga tergantung pada sifat piutanguya. 

UU KUP mengatur mengenai administrasi perpajakan yang mengatur 

hubungan antara pernerintab sebagai pemuugut pajak dan warga negara sebagai 

penyetor p'liak, maka beoar apabila seteleh verifikasi kemudian dilakukan 

pembayaran sesuai dengan cara dalam UU KUP yaitu melalui setoran terhadap 

Kas Negara sesuai jurnlah pajak terutang. 
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Namun dalam kaitannya dengan bak mendahulu yang diatur dalam 

Pasal21 ayat (3a) UU KUP, rnaka merupakan suatu norma yang tidak tepat untuk 

diatur dalam UU KUP yang seharusnya hanya berisi mengena.i administrasi 

pef]lajakan, namun norma dalam Pasal21 ayat (3a) UU KUP ini bersifat melebihi 

kapasitasnya yaitu berisi norma larangan bagi kurator untuk membagi harta pailit 

kepada kreditor lain sebelum ulang pajak terse but lunas. Yang dapat diatur dalam 

norma pef]lOjakan hanyalah mengenai utang pejak saja bukan sampai pada norma 

larangan yang mengikat Kurator. 

Menge!llli penyelesaian utang pajak dalam kepaililan perlu diberikan 

kepastian hukum, tennasuk mengenai urutan prioritasnya dalam peraturan 

perundang-undangan. Selain itu, per}u dilakukan sinkronisasi mengenai 

penyelesaian utang pajak dalam kepailitan sebingga baik mekanisme kepailitan 

dan makanisme penagihan pajak tidak berjalan dengan sendiri-sendiri secara 

sektoral. Demikian pula perlu slnkronisasi dan perhatian atas hak-hak Kurator, 

burub dan pemegang hak jaminan sehingga baik Undang-Undang Kepailitan dan 

PKPU, Undang-Undang bidang Pel]lOjakan dan penagihannya, Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, Undang-Undang Jaminan Fidusia dan juga Undang-Undang 

Hak Tanggungan perlu di review agar sinkron dan terakomodirnya hak-hak buruh 

dan hak pemegang hak jamlnan dalam kepailitan. 
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1. Kesimpulan 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Syarat dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (I) Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (selanjutnya disebut UUK PKPU), yaitu mempunyai dua atau lebih 

kreditor dan tidal< membayar lunas sedikitaya satu utang yang telab jatuh tempu 

dan dapat ditagih, dibuktikan seeara sederbana dalam sidang pemeriksaan di 

Pengadilan Niaga. Dengan sederbananya pembuktian, maka apabila terdapet 

utang yang tennasuk dalam pengertian utang dalam kepwlitan dan adauya 

minimal dua kreditor maka pemyataan pailit akan dikabulkan oleb Pengadilan 

Niaga. 

Dalam UUK PKPU pengertian utang yang digunakan adalah pengertian 

utang sooara luas yang tidal< hanya meliputi perikatan yang muncul karena 

perjanjian tetapi juga meliputi perikatan yang muncul karena undang-undang. 

Pajak merupakan pungutan yang silamya memaksa, dan dipungut berdasarkan 

undang-undang. Berdasarkan Ajaran Materiil, maka utang pajak timbul karena 

berlakunya Undang-Undang. Pemungutan pajak didosari oleh Undang-Undang 

yang diamanatkan oleb ketentuan Pasal 23A UUD !945 yang menyatakan babwa 

pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur 

dengan undang-undang. Dalam ketentuan Pasal 23A UUD 1945 tersebut 

terkandung falsafab mendalarn mengenai pernungutan pajak. Pasal 23A UUD 

1945 mengarnanatkan babwa pemungutan pajak dilakukan dengan Undang­

Undang, yang mana Undang·Undang tersebut disahkan oleh DPR sebagai wujud 

representasi persetujuan rakyat mengenai pungutan pajak tersebut. 

Administrnsi perpajakan diatur dalarn Undang-Undang Nomor 6 Tabun 

1983 Sebagaimana Terakhir dirubab dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
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2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Petpajakan (yang selanjutnya 

disebul UU KUP). UU KUP tersebut Ielah mengatur antara lain mengenai 

pelaporan dan pembayaran pajak, penagihau pajak, upaya keberatan wajib pajak 

atas ketetapau pajak, banding dan juga mengenai hak mendahulu negara untuk 

utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Hak mendahulu dari 

negara ini telah menempatkan negara sebagai kreditor preferen dimana pelunasan 

utang pajak harus dilakukan terlebih dahulu dan setelahnya baru pembayaran 

kepada kreditor lainnya. Utang pajak yang harus dilunasi tidak hanya pokok 

pajaknya saja namun meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan 

dan biaya penagihan pajak. 

Ketika Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tara Cora Perpajakan 

mengalami perubahan ketiga yaitu dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2007, ketentuan mengenai hak mendahulu dati negara untuk utang pajak ini 

semakin dipertegas, yaitu smnpai pada dalam hal tetjadi kepailitan Wajib Pajak. 

Dalam Pasal 21 ayat (3a) UU KUP dinyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak 

dinyatakan pailit, kurator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakekan 

pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit kepada 

pemegang sabam alan kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut 

untuk membeyar utang pajak Wajib Pajak tersebut. 

Penega.san ketentuan mengenai hak mendahulu negara untuk utang pajak 

tersebut Ielah mengesmnpingkan hak-hak kreditor lain yang juga dijamin oleh 

hukum, yang pasti adalah hak kreditor pemegang hak jaminan kebendaan atau 

kreditor separatis. Kreditor separatis melalui instrumen hukum jarninan telah 

diberikan kekuasaan untuk melakukan penjualan atas benda obyek jaminan untuk 

pelunasan utang Debitor. 

Dengan adanya ketentuan Pasal2l ayat (3a) UU KUP yang berisi norma 

larangan bagi Kurator untuk metakukan pembagian harta Wajib Pajak kepada 

kreditor iainnya sebelum lunas utang pajaknya, merupakan ketentuan yang 

mengesam.pingkan hak pernegang hak jaminan, namun demikian pasal ini tidak 

efek:tif berlaku untuk kreditor separatis tersebut. Ha1 tersebut dikarenakan yang 
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melakukan eksek:usi benda jaminan bukanlah Kurator meiainkan kreditor 

pemegang hak jaminan itu sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang­

Undang Kepailitan. 

Dengan adanya berbagai macam kreditor, masing-masing kreditor 

mempunyai kedudukan sendiri sesuai dengan sifat piutangnya. Urutan prioritas 

kreditor tidak diatur seoara eksplisit dalam Undang-Undang Kepailitan melainksn 

dalam rnasing-masing perundangan, baik undang-undang perpajakan, 

lretenagakeljaan maupun undang-undang bidangjaminan dau Kl.JH Perdata. 

Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyuann !creditor 

dalam kepailitan dalam suatu Structured Creditor. 

Apabila diurutkan maka prioritas pertama pembayarao piutang 

kreditor adalah pada utang dengan hak jaminan kebendaau. Kreditor pemegang 

piutang dengan hak jaminan kebendaan merupakan kred.itor sepamtis yang dapat 

melaknksn penjualan sendiri benda obyek hak jaminan untuk mendapatkan 

pelunasan, bak tersebut diakui dalam Pasal 55 UUK PKPU, namtm 

dikesampingkan oleh ketentuan Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan 

Umum Perpajakan (UU KUP) dan Pasal 14 Undang-Undang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa (UU PPSP). 

Pasal 21 ayat (3a) UU KUP melarang pembagian pelunasan atau haria 

dehitor lrepada !creditor sebelum utang pajak dilunasi. Ketentuan ini bermaksud 

untuk mendahulukan utang pajak dari segala utang termasuk utang dengan hak 

jaminan, namun ketentuan ini tidak efektif berlaku untuk kredltor pemegang hak 

jaminan. Ketidak:efektifim tersebut karena adanya sifa.t droit de suite pad a jaminan 

kehendaan dan droit de preference, serta diberikannya kekuasaan parate eksekusi 

pad a kraditor separatis tersebut. Dengan demikian maka hak jaminan akan selalu 

melekat pada bendanya.. dan kreditot separatis mempunyai kekuasaan untuk 

menjual dan mengambil pelunasan dari basil penjualan tersebut tanpa melanggar 

ketentuan perundangan, hal tersebut karena Pasal 21 ayat (3a) UU KUP berlaku 

untuk Kurator. 
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Yang termasuk dalam Kredit.or Pemegang Hak Jaminan Kebendaan 

adalah Pemegang Gadai, Hipotik sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan 

Pemegang Hak Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Fidusia dan Undang-Undang Hak Tanggungan. 

Berdasarkan Pasal55 ayat (I) UUK PKPU, kreditor pemegang hakjaminan dapat 

mengeksekusi haknya seolah tidak teljadi kepailitan. UUK PKPU Ielah 

menempatkan kreditor pemegang hak jaminan sebagai kreditor separatis yang 

dapat dipenuhi pelunasan utangnya seperti tidak teljadi kepailitan. Pertimbangan 

lain mengapa kreditor pemegang hak jarninan mendahulu dari pajak adalah 

dengan mempertimbangkan sektor perkreditan dan pembiayaan, jika tidak ada 

kepastian hukum dalam hak jaminan kebendaan maka tidak ada lembaga yang 

dapat digunakan untuk menjarnin pelunasan utang kepada masyarakat. 

Dampaknya secara ekonomi, dapat mengurangi terciptanya lapangan kerja dan 

turunnya pertumbuhan ekonomi karena tidak ada pergerakan ekonomi tanpa 

adanya pembiayaan. Pembiayaan itu sendiri tidak akan beljalan tanpa adanya 

jarninan yang mempunyai kepastian hukurn. 

Priorims kedua dalam wutan prioritas pelunasan utang Debitor pailit 

adalah utang upah pekerja atau karyawan. Mengenai kadudukan pembayaran 

utang upah pekelja atau kuryawan dalarn hal pungusaha mengalami pailit oleh 

UUK PKPU dinyatakan sebagai utang harta pailit. Sedang dalam Undang-Undang 

Ketenagakeljaan menyatakan upah pekerja atau kuryawan merupakan utang yang 

didahulukan pembayaran atau pelunasannya dari utang lainnya Dari utang yang 

mana utang upah pekeJja dapat didahulukan? KUH Perdata menempatkan utang 

upah pekeJja sebagai hak istimewa alas seluruh barang pada umumnya, yang 

dapat saja mempunyai kedudukan lebih tinggi dari gadai dau pemegang hak 

jaminan apabila dinyatakan demilcian dalarn Undang-Undang. Meskipun dalam 

KUH Perdata utang upah pekelja dimasukkan dalarn utang dengan hak istimewa 

atas bru:ang bergerak dan tidak bergerak pada umumnya (general statutory 

priority) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1149 KUH Perdata. Narnun terdapat 

hal-hal yang perlu dipertimhangkan, yaitu adanya keadilan. Pekerja telah 
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me[akukan pekerjaan sebagai kewajibannya sehingga sangat berhak atas 

pelunasan upah sehagai haknya. Dalam kepailitan, akibat dari kepailitan itu 

sendiri \angsung ditanggung oieh pekerja yaitu dapat dilakukannya Pemutusan 

Hubungan Kerja. Maka utang upah itu merupakan satu-satunya hak pekerja yang 

harus dUindungi, sehingga pelunasannya mendahulu tennasuk dari utang pajak. 

Mendahulunya pelunasan utang upah pekerja tidak akan mengurangi prosenla.se 

penerimaan pejak dari kepailitan, namun apahila utang pajak mendahulu dati 

utang hurub maka dana yang tidak seberapa dibendingkan total penerimaan 

negarn merupakan "penyambung hidup" pekerja. Pertimbangan semacam inilah 

yang barns diperhatikan dalam penyusunan urutan kreditor. 

Prioritas ketiga adalah Biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator. 

Biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator ini oleh UUK PKPU didahulukan 

pembayarannya dati pembayaran utang yang tidak dijamin dengan agunan, yang 

artinya kedudukan prioritas pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa 

Kurator adalah sebelum Kreditor Konkuren. Namun, dalam setiap :kepaiUtan 

termasuk dalam pemberesan bert!\ kepailitan selalu diperlukan biaya, yang mana 

biaya tersebut dibebenkan peda setiap bagian dari harta pailit. Dengan demildan 

walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, biaya kepailitan dan imbalan kurator 

ini mempunyai hak mendahulu dcngan tujuan yang jelas yaitu dapat dilakukannya 

pemberesan. Demikian pula dengan imbaJan kurator. apabiJa tidak dibayar maka 

Kurator tidak akan melakaanakan tugas pemberesan dalam kepailitan. Blaya 

kepailitan pun tidak ditanggung oluh negara. 

Prioritas Keempat a.dalah utang pajak. Dengan adanya sifat atau asas 

umum yang dimiliki oleh hak jaminan kebendaan sebagairnana telah diuraikan, 

maka suatu utang pajak tidak dapat mengeliminir begitu saja kedudukan hak 

jarninan, dikarenakan secara hukum bagi pemngang hak jarninan telab diberikan 

kepastian dan perlindungan hukem atas pelunasan piutanguya dalam undang­

undang mengenai jaminan. Se1ain itu adanya kedudukan penting hak jaminan 

dalam dunia pembiayaan yang merupakan penggerak usaha sehingga apebila 

tidak ada kapastian dan perlindungan hukem terhadap pemegang hak jaminan 
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maka tidak ada lembaga yang dapat rneningkatkan kepercayaan kreditor untuk 

memberikan bantuan modal atau dana. Efek negatif selanjutn:ya adalah tidak dapat 

terciptanya lapangan kerja. 

Selain tidak dapat mendalmlu dari hak jaminan, utang pajak juga tidak 

dapat mendahulu dari upah buruh. Pertimbangan utamanya adalah karena upah 

buruh ini merupakan hak burub yang termasuk dalam hak konstitusianal yang 

juga terkait dengan hak hidup, maka suatu kebijakan publik yang tertuang dalam 

Undang-Undang Perpajakan hendaknya menghonnati hak-hak buruh tersebut. 

Selain itu, negata pun tidak akan mengalami kebangkrutan apabila mendahulukan 

pelunasan upah burub, karena masih banyak wajib pajak yang lain dan sumber 

pendapatan negam yang lainnya. Hal sebaliknya dapat terjadi pada buruh yang 

upahnya tidak dibayarkan karena harta pailit secara signifikan telah digunakan 

untuk membayar utang pajak, dapat saja tidak dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Utang pajak juga tidak dapat mendahulu dari biaya kepailitan, kerena 

dalarn perkare kepailitan, negara tidak menyediakan dana untuk biaya parkare 

yang timbul karena perkera kepailitan adalah perkera privat antar pihak. Sebingga 

tidak ada sumber pembiayaan lain, oleh karenanya biaya kepailitan pedu 

didahulukan dari utang pajak. Mengenai imbalan jasa Kurator, imbalan tersebut 

merupakan hak Kurator setelah melakaanakan tugas pengurusan dan pamberesan 

barto pailit. Selain itu, parlu dipertimbangkan akibat yang akan te~adi apabila 

tidak ada kepaatian hukum bagi pembayaran imbalan jasa Kurator, yaitu 

kemungkinan tidak akan ada profesi Kurator dan hal ini akan berdampak pada 

tidak akan dapat berjalannya mekanisme kepailitan. 

Prioritas Kelima atau kedudukan tera.khir yaitu kreditor konkuren. 

Kreditor konkuren ini dibagi barta paiHt secam pro rata yaitu sesuai dengan 

perimbangan piutang-piutang mereka masing-masing. 

Suatu utang pajak timbul tergantung pada jenis pajaknya, apakah pajak 

suyektif yang timbulnya kewajiban pajak dikarenakan keadaan subyektif subyek 

pajak atau termasuk dalarn pajak obyektif yang mana kewajiban pajak timbul 

karena adanya obyek pajak. Menurut Ajaran Materiil, sebagaimana telah 
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distnggung sebelumnya, kewajiban pajak timbul jika telah ada undang-undang 

sebagai dasar pemungutannya. misalnya Undang~Undang Pajak PenghasHan, 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Ni!ai, Undang-Undang Pajak atas Barang 

Mewah dan sebagainya. 

Penerimaan pajak akan sangat tergantung pada ketaatan (compliance) 

wnjib pajak dalam melakukan pembayaran utang pajaknya Tidak banya ketaatan 

dalam bal pembayaran saja, dikarenakan sistem pamungutan pajak yang 

diterapkao di Indonesia adalah Self Asessment maka ketaatan wajib pajak dimulai 

sejak melakukan pengbitungan.. penyetoran sampai pada pelaparan. Hal yang 

demikian termssuk dalam administrasi perpajakan yang diatur dalam UU KUP. 

Dengan sistem Self Asessment tersebut maka Wajib Pajak berkewajiban menyator 

jumlah 1'1\iak yang harus dibayar tanpa menungga adanya Surat Ketetapan P'l)ak. 

Menurut UU KUP lllaS utang pajak dapat dilakukan panagihan. 

Penagiban dengan earn biasa dilakukan dengan tanpa paksaan nyata, hanya 

dengan instrumen berupa Sural Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak dan 

sebagainya. Sedangkan penagibea yang kedua adalah penagihan dengan cara 

seketika dan penagihan yang terakhir dengan cara paksa sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Sebagaimana Telah Dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan 

Sural Paksa. Sural Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial alas utang 1'1\iak, 

yang mana dapat dilakukan penyitaan aleh pejabat yang berwenang terbadnp 

harta Wajib Pajak, termasuk untuk barang yang dibebani hak jaminan. Ketentuan 

ini tentu bertentangan dengan peraturan perundangan di bidang hak jaminan, 

seperti Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Hak Tanggungan dan 

Hipetik serta Gadai.. 

Penyelesaian utang pajak dalam kepailitan diawali dengan adanya 

pemberitahuan kurator mengenai adanya kepailitan debitor. Da1am tahap ini mak:a 

yang perlu diperhatikan adalah proses acara dalam kepailitan, apakah dijalankan 

sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan. Setelah adanya pemberi1ahuan dari 

Kurator maka akan dilaknkan tabap verifikasi tagibea 1'1\iak. Dalam tabap 
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verifikasi ini seringkali timbul pennasalahan yaitu mengenai perbedaan jumlah 

klaim utang pajak antara Di\jen Pajak dengan Debitor Pailit atau antara Ditjend 

Pajak dengan Kurator. 

Permasalaban Pertama nampak dalam Putusan PengadiJan Niaga 

No.28/PAILJTI2004/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung 

No.OS/KJN/2005 yaitu adanya perbedaan jumlah utang pajak yang diakui 

!Uhitor dan Kantor Pajak. Perbedaan dapat dikarenakan adanya jumlah utang 

pajak yang tidak diakui oleh Debil<lr Pailit dikarenakan adanya koreksi pajak, dan 

kekurangan pencatatan atas kerugian selisih kurs serta perbedaan panghitungan 

pengbasilan netto antara Debitor Pailit dengan Kantor Pajak. Atas kasus ini balk 

Hakim Pengadilan Niaga dan Hakim Mahkamah Agung menolak permobonan 

kasasi Pemerinlah cq. Kantor Pajak dengan pertimbangan bahwa penyelesaian 

utang pajak sudah tepat diterapkan UUK PKPU sepenubnya dan tidak ada dasat 

untuk menganggap UU KUP sebagai extra wdinary rules, sehingga utang pajak 

dapat diselesaikau di luar jalur kepailitan. Namun demlklan Hakim dalam 

Yurisprudensi Mabkamah Agung juga pemah menyatakan bahwa penyelesaian 

utang pajak dilakukau di luar mekauisme kepailitan sesuai dengan Undang­

Undang Perpajakan. Hal ini menimbulkau ketidakpastian hukum baik bagi 

Debitor maupun Kreditor. 

Perbedaan perhitungan jurnlah utang pajak merupakan suatu hal yang 

wajat teljadi antara Wajib Pajak dengun Fiskus, dan UU KUP pun telah 

memberikau cara agar Wajib Pajak dapat menjalankan hakuya jika mendapati 

ketetepan pajak yang harus dibayamya tidak sesuai dengan peraturan 

perundangan. Cara yang disediakan oleh UU KUP untuk tingkat pertama adalah 

mengajukau keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Dan atas keputusan atas 

kebaratan terSehut masih dapat dilakukan upaya yaitu dengan mengajukan 

banding ke Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajaklah yang mempunyai kompetensi 

menurut Undang-Undang Peipajakan untuk mengadili dan memutuskan sengkata 

dalam hal peipajakan termasuk dalam hal perbedaan penghitungan jumlah utang 

pajak. Mengenai Pengadilan Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 
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Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam hal pelaksanaan kewenangan 

otoritas perpajakan dalam hal penagihan utang pajak Debitor Pailit perlu 

diiakukan pengaturan mengenai pelaksanaan kewenangan tersebut jika debitor 

pailit 

Permasalaltan kedua dalam penyelesaian utang pajak adalah 

berlakuuya peljanjian perdamaian dalam kepailitan terhadap Kantor Pajak aahagai 

!creditor at:as utang pajak. Permasalahan ini dapat dilihat dalam Putusan 

Pengadilan Niaga No.04/PKPU/2004/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 

42/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST, yaitu kasus antara PT.Inti Mutiara 

Kimindo dengan Kantor P,Yak (KPP). Dalam kasus ini, rencana perdamaian yang 

diajukan oleh Debitor Pailit dalam rangka PKPU mengikutsertakan Kantor Pajak 

yang seharusnya tidak masuk dalam Rencana Perdamaian, karena rencana 

perdamaian hanya berlaku untuk Kreditor Konkaren, yang artinya tidak berlaku 

bagi Kantor Pajak. Namun demikian dengan telah dihomologasinya Rencana 

Perdamaian tersebut make mengakibatkan tindakan penagihan pajak yang 

dilakukan olen Kantor Pajak dianggap bertentangan dengan putusan pengadilan 

teraahut. Selain itu dalam rencana perdamaian tersebut, disepaketi dilakukannya 

cara peluna.san utang pajak dengan earn peralihan utang yang mana tidak sesuai 

dengan cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpejakan yaitu dengan penyetoran ke Kas Negara. 

Pernbatalan Peljanjian Perdamaian pun tidak dapat dilakukan oleh 

Kantor Pajak dikarenakuu berdasarkan Pasal 170 UUK PKPU, bahwa kreditor 

dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor 

!alai memenuhi isi perdamaian tersebut. Dengan telah dilakukan penandatanganan 

pengalihan piutang oleh Debitor Palit make Debitor Pailit dianggap teleh 

me!akukan isi perjanjian perdamaian sehingga tidak dapat diajukan pembatelan 

oleh Kantor Pajak walaupun cara pelunasan p,Yak yang dilakukan tidak sesuai 

dengan UU KUP. Apabila piutang tersebut tidak dapat ditagih, maka utang 

pajakpun tidak dapat ditagih karena Debitor Pailit menganggap telah lunas utang 

pajakuya. 
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Baik UU KUP maupun Undang-Undang Perpajakan telah menetapkan 

berbagai cara berakhimya utang pajak yaitu dengan pembayaran, kompensasi, 

penghapusan ut.ang, pembebasan dan pernbayaran dengan ca.ra lain. Pembayaran 

dengan cara lain lni adalah dengan cara yang tidak melanggar hukum misalnya 

pembayaran dengan menggunakan materai. Dari permasalahan yang timbul maka 

proses kepailitan dapat dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak dalam 

penye!esaian utang pajak Debitor Pailit 

2. Saran 

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi kreditor termasuk 

kepastian kedudukan pelunasan utangnya terhadap utang pajak yang mana 

memiliki kewenangan yang besar dengan adonya penagihan paksa dan penyitaan, 

hendaknya hak-hak yang diakui daJarn berbagai peraturan perundangan, yaitu 

dalam Undang-Undang Ketenagakeljaan terkait upah buruh, Undang-Undang 

Jarninan Fidusia dan Undang-Undang Hak Tanggnngan, serta Undang-Undang 

Perpajakan perlu disusun daiam satu urutan prioritas yang secara eksplisit 

dinyatakan dalam Undang-Undang Kepailitan, tidak hanya dalam masing-masing 

Undang-Undang sektoralnya saja. 

Dalam rangka terciptanya kepastian huknm dalam penyelesaian utang 

pajak, maka hendaknya perlu dilakuk>m legislative review dan sinkronisasi antara 

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan Undang-Undang Perpajakan 

termasuk Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, agar 

penyelesaian utang pajak: dalam kepailita.n tidak betjalan sendirl-sendiri secara 

sektoral sahingga menimbulkan ketidakpastian huknm haik terhadap Debitor 

maupun kepeda Kreditor. 
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